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Islam adalah agama universal yang ajal-annya me~lgandung prinsip- 
prinsip dasar kehidupan, termasulc persoalan politilc dan hukum serta 
rnasalah kenegaraan. Islam sejalc awal sejarahnya tidalc melnberikan 
ketentuan yang pasti tentang bentuk dan Iconsep penegakan syari'at Islam 
dalarn suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan 
upaya untuk merealisasilcannya. Upaya for~nalisasi syari'at Islam di 
Indonesia telah menjadi sejarah yang melelahlcan, bahkan sebeluln negara 
ini punya nama "Republik Indonesia". Benih perdebatan ~nuncul secara 
terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno 
(nasionalis sekuler) versus Mullammad Natsir (nasionalis Islam). 
Polernik itu juga kelanjutan dari perseteruan antara lcebangsaan Jawa 
(politik dan agama harus terpisah) dan Serilcat Islam (gerakan Islam 
Nasionalis) tahun 191 8. Polemik itu berlan-jut salnpai kini dengan 
persepsi antara tegaknya syari'at 1slal.n dalaln suatu negara (legal formal) 
dan ada yang menghendaki tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara 
pada substansinya, yaitu tegalcnya the islan~ic order pada komuntas 
rnasyarakat. Artinya agalna lebih diton-iolltan pada aspek moralitas 
manusia dan etika sosial ketin~bang lnelnentingkan legal formalnya. 
Upaya transfomasi norms-norma hukum pidana Ice dalaln tata hukum 
nasional perlu perlu direalisasiltan dengan metode dan bentulc yang tepat. 

Sejarah perjalanan hulcum Islam cli Indonesia merupakan perjuangan 
eksistensi. Teori eksister.lsi merumuskan Iceadaan hulcum nasional 
Jndonesia, masa lalu: nlasa 1.tini dan lnasa yang altan datang. Teori 
eksistensi menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional 
Indonesia. Ia ada dalam berbagai lapangan hulcum dan praktik hukum. 
Teori eksistensi, dalaln Icaitanya dengan hukum Islanl di Indonesia, yaitu: 
1) ada, dalam arti sebagai bahan integral dari 11ultum nasional Indonesia; 
2) Ada, dalam arti lcemandirian yang dialcui, adanya Icekuatan dan 
kewibawaannya dan diberi status sebagai hukun~ nasional; 3) Ada, 
sebagai bahan penyaring hulcum nasional di Indonesia; 4) Ada dalam arti 
sebagai bahan dan unsur utama. 

Upaya formalisasi hultum pidana Islam dala~n konteks 
keindonesiaan atas prinsip majlahuh dan inaqajid asy-syari 'ah Artinya 
menetapkan suatu hulcum untulc Icemaslahatan sesuai tl-ljuan syara'. 
Metode yang diteinpuh dalam memal~ami teks hulcum guna merealisir 
kemaslahatan an~nzah, lnelalui beberapa cara: a) i11te1-pr-etasi liteval yakni 
penafsiran teks hukum, artinya menafsirkan kembali apa yang ada dalam 
teks, karena bunyi telts dianggap tidak atau leurang adanya kejalasan 
hukum. Misalnya lafad "qatl al-yad" maknanya halciki "potong tangan" 
atau majazi "potong kemampuan" b). Kausasi (ta'lili), adalah meneliti 
secara seksama apa yang di-jadilcan dasar konsepsi (penetapan) hulcum. 



yaitu mencari dasar penetapan hultuin baik dari segi alasan (illah) 
maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum (muqayid usy-syari 'ah). Ada 
empat pasangan sifat yang terdapat dalan~ 11ukun1 Islam berdasarkan teori 
ini. Pertama, Hukum Islam sakral (divine/iluhi) dan seltaligus profan 
(human/manusiawi), sebab tanpa keterlibatan inanusia kesaltralan wahyu 
tidak akan mungkin dioperasionalkan. Kedrrn, sifat hult~1111 Islam absolut 
juga relatif. Ketiga, sifat hukum Islam universal juga partikular. lceempat- 
disamping permanen juga teinporal. Ole11 karena i tu  perlu adanya 
konkritisasi kaidah-kaidah hultum pidaila pidana Islain dalam konteks 
keindonesiaan. Konteltstualisasi melalui tahapan-proses-formulasi- 
legeslasi, yang harus sesuai dengan prinsip pembangunan hukum di 
Indonesia yalmi 1) hukum nasioilal tidak bole11 inengancam d isintegrasi 
bangsa, 2) hukum Nasioanl h a r ~ ~ s  mencerininltan asas deinokrasi dan 
nomokratis, 3) mengandung nilai lteadilan sosial, serta 4) iuenghargai 
pluralitas. 

Upaya formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia atas 
pertimbangan tiga dimensi yang saling terkait satu sama lain. Unsur- 
unsur di dalamnya saling menopang sehingga manlpu membentuk 
konvergensi hultum secai-a kredibel dail uk~~ntabel. Ketiga dimensi itu 
adalah dimensi pemeliharaan, pen~ban- an dan penyempurnaan'. Dimensi 
pemeliharaan dimaksudkan sebagai "memelihai-a yang lama yang masih 
baik." Sedangltan dimensi pembal-uan dimaksud kan sebagai "inengambil 
yang baru dan punya nilai lebih baik." 1<edua dimensi ini sejalan dengan 
kaidah: C ~ ~ W  4+4 i i k ~ g  2JLajl +I &c &UI 

Dimensi penyempurnaan diinaltsudkan sebagai upaya serius untuk kritik 
internal terhadap teks-telts hukuin agar selalu relevan dengan ruang dan 
waktu, sesuai dengan kaidah: J IpYIg k Y l 9  L j Y l  ,I?-jLi! ?lLYl 

Mengkaji hukum pidana Islam di Indonesia sebenarnya sama 
mengkaji hukum positif (11ukr.lm yang beralaku pada suatu tempat dan 
waktu tertentu), dengan alasan: a) Ilmi1 pengetahuan tentang hukum 
selalu bekerja untult masyarakat tei-tentu dan dalan~ walctu tertentu, saina 
halnya dengan fikih. la seharusnya terikat oleh tempat, waktu dan 
keadaan. b) Filtih harus memperhatika~~ dan memperhitungltan po Iitik, 
sosial dan budaya masyarakat. Tanpa memperhatikan ha1 itu. apalagi 
bertentangan dengannyajkih hanya menjadi seitedai- slogan. 

Merumuskan norma-norma I~ulturn pidana Islam dalam konteks 
keindonesiaan nleinang bultan pelterjaan mudah, tetapi perlu ketelitian 
dalam berijtihad, inengingat sumbernya Al-Qurai~ yang qnf'i dari segi 
matan dan ianni  dari segj dulaluh. Misalnya, perspektif tingkat 
kekejaman hukuinan yang ditentukan secara ekstrim dalain al-Quran. Jika 
in i  yang harus ~nenjadi kriteria, maka l~l~dzid hendaltnya dibatasi pada 
empat pelanggaran, yaltni, zinu, sol-iqcrl7, qcif dan hi1~6lbah. Karena hanya 
itulah kejahatan yang jenis sanksinya ditentukan secal-a tegas dan rinci 



dalam Al-Qur'an. Senientara ltasus sttkr, riddalz dun bzlghat, dan tindak 
pidanya lainnya wewenang hakim. 

Ketentuan hultum Islam (al-hulci~z asy-syar'r;) adalah pesan hukum 
Islam (al-khitab asy-syar'i) yang berliubungan dengan perbuatan manusia 
(afal al-ibad). Ketentuan huku~ii tersebut ditentukan oleh adanya pesan 
dan kejelasan pengertian pesan. Pesan dalam liukum Islam adalah 
perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. 
Keduanya merupakan asal usul legislasi (at-tusyri') dan suniber ketentuan 
hukum. Pesan hukum dalam Islam sangatfleksibel, tidalt setiap perintah 
hukum w a  ib dilterjaltan dan dihuku~n jilta ditinggalltan. Karena bisa 
terjadi perintah itu hanya anjuran atau ltebolelian. Sebaliknya tidak setiap 
larangan menunjukkan haram, ltarena bisa terjacli maltruh. Maka pesan 
hukum harus dipahami dari teks agania dan ltontelts (qarfi'in). 
Oleh karena itu upaya formulasi nilai-nilai hukum pidana Isla~n dalam 
konteks keindonesiaan sebagai~nana dalam RUU KUI-IP 2008, baik dari 
segi klasifikasi tindalt pidana dan penentuan sanksi telah me~~cerminkan 
dan mengaltomodir secara substansial ajaran Islam. Pemikiran ini sesuai 
dengan prinsip 17zaqa.jid asy-syariah, guna merealisir ltetentuan hukum 
Islam (al-huknz asy-syar'r;) yang berliubungan dengan perbuatan manusia 
(afal al-ibad) untult kemaslahatan liamba (111a.jLilih NI-anznzah). Sesusi 
kaidah : +k && &\$I ;La?\ z* ! & a> 9 a 9 

Model dan bentult transforniasi nornia-norma hultuni pidana Islam 
dalam konteks lteindonesiaan melalui taliapan-taliapan seperti berikut ini: 
a) Mengkaji ulang pe~nikiran alili 1iul;um Isla111 yang men-jadikan fikih 
entas dengan hultum dan n~asyaraltat. Apalagi men~ilah bidang hukum- 
hukum tertentu dalam Islam secara terpisah. Altibatnya prinsip-prinsip 
syari'ah hanya disarikan dari risalali dan filtih Islam bersifat umum. 
b) Meyakinkan, bahwa Filtili (liultum Islam) selalu teriltat pada tempat 
dan masa tertentu sama halnya dengan ilmu liukum. c) Merumuskan dan 
atau memforrnulasikan, baliwa 1iuk1.1m Islam dapat dil ihat dari sudut 
pen~bagiannya kepada yang bersifat dijx?i.ri (ketaatan keagamaan) dan 
yang bersifat qadij'i (yuridis). I-Iukum Islam yang bersifat diyanf 
(ketaatan keagamaan) semata lianya membuti~hkan fatwa dan hukum 
Islam yang bersifat qudii'i (yuridis) membuti~likan Itekuasaan hukuln 
negara untuk pelaltasnaannya. cl) Perlunya legislasi syarTah, sehingga 
pemberlakuanya niengikat sekaligus menialtsa dan ditaati oleh semua 
ltomponen dan ltomunitas bangsa. e) Ketilta menggunakan ltebijakan 
kolektif yang mendasari tindaltan ~intult menentukan tentang klasifikasi 
tindak pidana dan ltetentuan pidanaya, nialta ltomunitas bangsa sebagai 
keseluruhan, baik Muslim atau non-Musli111 sama-sama liarus meniltmati 
kebebasan berekspresi dan bei-seri kat serta niemi liki akses efektif 
terhadap proses for~uulasi kebijnltan. 



KATA PENGANTAR 
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mudah-mudahan tercurah kepada junjunga~l Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh 
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mengupas masalah Hukum Pidana Islanl di Indonesia yang sumbernya amat langka 
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Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum Pidana Islam adalah 

sesuatu yang out of dule dan dehurnnnis. Wajah hukum pidana Islam yang kerap 

tergambar dalam media massa atau buku-buku karya orientalis adalah sebagai sosok 
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mengkaji hukum pidana Islam. Karena ia dipandang sebagai salah satu sistem hukum 

yang hidup di Indonesia. Sudah seharusnya ahli hukum nlelihat dan menerima sistem 

hukum pidaila Islam secara obyektif. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas 
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BAR I 

PENDAHLTLUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar 

kehidupan, termasuk persoalan politilt dan huki1111 serta masalah kenegaraan. Namun 

suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarallnya tidak memberikan ketentuan 

yang pasti tentang bentult dan ltonsep penegaltan syari'at Tslam dalam suatu negara. Di 

sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk mesealisasikannya. Upaya 

formalisasi syari'at Isla~ll di Indonesia telah ~nen.jadi se-jarah yang melelahkan, bahkan 

sebelum negara ini punya nama "Republik Indonesia". Benih perdebatan muncul secara 

terbuka pada tahun 1940 ltetika tesjadi polemik antara Soekarno (nasionalis sekuler) 

versus Muhammad Natsir (nasionalis Islam).' Polemil< i ti1 juga kelanjutan dari 

perseteruan antara kebangsaan .Ta\va (politik dan agama haws terpisah) dan Serikat Islam 

(gerakan Islam Nasionalis) tahun 191 8. Polemilc itu berlanjut sa~npai kini dengan persepsi 

antara tegaknya syari'at Islam dalam suatu negal-a (legal formal) dan ada yang 

menghendaki tegaknya syari'at Tslam dalam suatu negara pada substansinya, yaitu 

tegaknya the islamic order pada komuntas masyarakat.' Artinya agama lebih 

ditonjolkan pada aspek moralitas manusia dan etika sosial lteti~n bang mementingkan 

legal formalnya. 

I~oekarno berpendirian bahwa demi me~~jaga kemajuan silatu negara dan agama, maka negara dan 
agama harus dipisah, sedangkan M. Natsir berpendirian sebaliknya, bahwa hubungan agama dan negara 
harus menjadi satu, artinya agama harus d i i ~ r ~ ~ s  ole11 negara, sedangkan negara diurus berdasarkan 
ketentuan-ketentuan agama. M. Mahfi~d MD, H~lkio i i  don Pilor-pilar Demokrs i ,  Yogyakarta: Garna 
Media, 1999), hlm. 55. 

2~onouchehr  Paydar, Aspecrs qf l s l n ~ ~ ~ i c  S~afe Relegious No/-nis and Political Realities, alih 
bahasa M Maufur "Legitiniasi Negara Tuhan: P~.oblem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa" 
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Bari~, 2003). vii. 



Hukum Islam dengan realitas zalnan selalu menuntut timbulnya pertanyaan 

ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum 

masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Islalll selalu relevan dengan 

perkembangan zaman dan walttu dan apabila dilihat sejarah perkembangan hukum Islam 

dari masa ke masa ditemultan kelnan~puan mengantisipasi prol~lem yang m ~ n c u l . ~  Hal 

ini disebabkan adanya kemampuan mujtahid menggali dan menetapkan hukum-hukum 

al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Para mujtahid 

dalam beristimbat hultum selalu bersandar pada al-Quran al-Sunnah dan sumber hukum 

pendukung (al-ra'yu). Al-ra'yu adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan dan 

penelitian yang serius. Ia tilnbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka mencapai 

suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian telts hukum sebagai sarana 

untuk mencapai hukum yang konteks t~a l .~  

Reformasi metode penemuan hultum yang sudah dimapankan harus dilihat 

sebagai modal berharga, bukan sesuatu yang stagnan dan dianggap sudah final. Tujuan 

utama reformasi pemikiran adalah mempertahankan bak-hak manusia dalam rangka 

melindungi lima kepentingan utama, yaitu jiwa, akal, agama, keturunan dan harta benda.5 

Perlindungan terhadap lima kepentingan ini se.jalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. 

Sebagaimana pemikiran Hasana Hanafi, bahwa psoduk hukum hams lebih 

mengutamakan kepentingan umum dari realitas tekstual nash. Hal ini didasarkan kaidah: 

Umar Shihab, Htlkziin Islcin7 C~CIII T ~ C / I I . C ~ O ~ I I ~ C I S ~  Pei77iki/*c117. (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm 
9. 

4 Ibn Qayim al-Jauziyah, I ' lclm c1/-Mzrlvc1cli'i17 cil-Rob ol-Alon7it1, Juz, I .  (Kairo: D9r al-Fikr, ttp), 
hlm. 66. 

SAsy-Syatibi, A l - M z i + v u f a q t  Upil a/-Ahkcint, (Beirut: Dgr al-Fikr, 1967), I :  134. 



Menurut Hasan Hanafi sebagaimana dikutip oleh Yudian Wahyudi, Sunnah 

merupakan hasil ijtihad dan analogi terhadap al-Qur'an sesuai dengan perkembangan 

realitas yang terus beruball. Selalljutnya, ijma merupaltan ijtil~ad kolektif yang terus 

berproses sesuai dengan perubahan realitas. Proses ini terus berlangsung hingga akhir 

zaman selarna realitas juga berubah.' 

Sebagai konsekuensinya, para m~~.jtahid harus n~elakultan penemuan hukum guna 

memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang ada 

hukumnya tetapi tidak jelas petunjuknya atau yang sama sekali tidak ditemukan 

h u k ~ m n ~ a . ~  Al-ijtihad bi a l -~v 'yi  dalanl rangka menetapltan suatu hukum yang sesuai 

dengan tuntutan zaman beg it^^ urgen, manakala didapati persoalan yang tidak terdapat 

dalam nas, sementara persoalan selalu berkenlbang dan tidak ada kesudahannya, sedang 

nas sudah berakhir (LgLL! g & Y ~~141 j~)'O 

Saat ini, perbincangan mengenai tuntutan penerapan syari'at Islam sedang 

menghangat di Indonesia. Ada sebagian umat Islanl Indonesia menginginkan tegaknya 

syari'at Islam secara legal formal, di sisi lain menginginkan tegaknya syari'at Islam secara 

substansial.' ' Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam out 

of date dan dehz~rnnnis di satu sisi, dan di sisi lain sebagian Orientalis melihat hukum 

6 ~ s j m u n i  A. Rahman, Qo'irloh-cln'idril~ Ficlih: Qn,~~o'irlul Fiqhi~:uh, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1976), hlm. 76. 

7/bid. hlm. 86. 
8 Yudian Wahyudi, Is lslanzic La~.v Seczilnr?: A Crilical Slzidy ofHasan HanajiS Legal Philosophy, 

Yogyakarta: Nawesea, 2005), hlm. 32. 
' ~ s jmuni  A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato Pengukuhan 

Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 lnei 1996, hlm. 4. 
10 Sesungguhnya masalah-lnasalali yang baru terus berkembang sedang nas teks tetap tak akan 

berubah; AbU Zahrah, Toi-ITth al-Majiihib al-lsliimbynh, Juz, I. (Kairo: D2r al-Fikr, ttp.), hlm.5. 
I I Makhrus Munajat, Dekora~tl.zik.si Hzikzii~~ Pidr117~ ls/oin, (Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004), 

hlm. v. 



Pidana Islam (Figh ~ i n ~ ~ a h ' ~ )  sebagai sosolc htil<t~in yang kejam, prirnitif d m  

menerapkan konsepsi balas dendam," di antaranya hulcum rajam, kisas d m  potong 

tangan.14 Kesan seperti itu muncul lcarena hukum pidaila Islam tidak dilihat secara utuh 

atau parsial. Di sisi lain di kalangan alcademisi dan dunia hukunl mulai memberikan 

kontribusi pemikiran, mengingat hulcum IsIan1 dipandang sebagai salah satu sistem 

hukum yang hidup. Di Indonesia, yang pendudulcnya mayoritas beragama Islam, potret 

hukum pidana Islam dipertimbangkan sebagai kontribusi terhadap pembangunan hukum 

nasional. Namun sejarah pemikiran perlu dikaji ulang, Joseph Scahcht menyatakan: 

Hukum pidana Islam menunjukan adanya dua unsur yang ditempatkan secara 

berdampingan tanpa menjadikannya satu, yakni ide-ide Arab kuno dengan dimodifikasi 

dari al-Quran serta gagasan murni tentang Ice.jahatan dari a l -~u ran . "  ~ u d i n ~ a n  itu bisa 

terjadi karena kegagalan mereka dalam rnenangkap lull syari'at Islam. Hukum pidana 

Islam, sebagaimana yang tertera dalaln nas? tidaklah absolut (leftel-lijk) 

Nabi tidak selalu inembeslakukan hukum sebagaiinan bunyi teks tetapi sangat 

kontekstual. Teks hukum dalam lslam bersifat qaf'i dasi segi subabul nuziil dana matan, 

sedang dari segi dalalah bersifat iani itu dalaln implemantasinya ayat-ayat al-Quran tidak 

I2~ini iyah dalam pemikir-an sebagiaii fi~qaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah 
jarimah secara etimologi berasal dari kata jancS berarti n~ernetik. Jan2 juga mtlradib dengan irtikaba zanban 
artinya berbuat dosa, A h ~ n a d  Warsun Muna\vir, ka111li.r A I . C I ~ - / I ~ ~ O I ~ ~ . T ~ O ,  (Yogyakarta : PP. Al-Munawir, 
1988), hlm. 233. Abd. Al-Qadir 'Awdah berpendapat bahwa jinfiyah artinya "perbuatan yang dilarang 
syara', baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya". Adapun istilali jnrimah menurut al-Mawardi 
mengandung pengertian "larangan-larangan syara yang diancam olah Allah dengan hukum hadd atau 
ta'zir". Sementara Al-Sayid Sabiq mendefinisikan jinayah sebagai berikut "segala tindakan yang dilarang 
oleh syari'at untuk melakukan. Perbuatan yang dilarang ialali ; setiap perbuatan yang bila dilakukan 
menimbulkan bahaya nyata terliadap agania, jiwa, akal, harga dir-i dan l ia~la  benda. Abd. Qadir 'Audah, al- 
Tasyri ' al-Jinii ' i  al-/s161ni, (Beirut : DBr al-Fi kr, 1 963), 1 : 63 ; al- Mawardi, al-Ahkiim, as-Sulfaniyah, 
(Mesir: DBr al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1973): lilm. 2 19; al-Jlrrjc~ni, nt-Ta 'ryat, (Mesir: Syirkah 
Maktabah Muslafa al-Bab al-Halabi Lva Awladuliu, 193S), Iilni. 70; al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 11: 427; Alimad Hanafi, Asc1.r-c~.rcr.s Hztkum Piclnr7a Islam, (Jakarta : Bulan 
Bintang, 1976), hlm. 1. 

13 Anwar Harjono, Hztkzun IsINI!~ Kelz~ctson dc~n Kenclilct17, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 15 1. 
I4lbid, hlm. 53. 
l 5  Anwar, Haryono, Hzlkz1117 Isln111 Kel~rosnn ~ C I H  Kec1cliln17nyc1, hlrn. 153. 



bersifat absolut, malainkan dinamis, artinya n~en~berikan ruang gerak bagi aka1 manusia 

untuk diijtihadi. Ijtihad ini diberikan dalam rangka untuk menginterpretasikan teks-teks 

hukum sehingga mampu merespon ltebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. 

Perdebatan penerapan syari'at Islam di Indonesia memang talc berkesudahan. Abas 

Muin salah satu pemikiran ormas Islam Nahdlatul Ulanla (NU) berpendapat tentang 

fleksibilitas penerapan noram-nornla hukum Islam di Indonesia. Misalnya hukum potong 

tangan dapat diganti dengan hukuman peiljara.16 

Muhammadiyyah berpendapat senada dellgall tokoh NU, bahwa pidana hudiid 

seperti potong tangan bagi pelaku pencurian, hukuman kisas, rajam selayaknya tidak 

diterapkan bagi semua tindaltan kriminal. Sanksi dapat disubstitusi dengan model yang 

lain, seperti penjara ataupun hukuman lainnya. Hal ini senada dengan pemikir muslim 

modern seperti Muhamad Syahrur,I7 Abdullahi Ahined an-Na'imIS. Namun untuk kasus 

Pembunuhan sengaja disertai dengan Itekemsan perlu dipertinlbangkan ketentuan hukum 

dalam al-Quran.I9 

Menurut PERSIS, hukunl pidana di Indonesia harus sesuai dengan al-Qur'an dan 

as-Sunnah. Disamping Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai r~~-jukan paling utama juga 

l%urkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi hukum pidana islanl dalam pembentukan hukuln nasional 
[Penelusuran, Pemetaan, dan Peng~ljian Respon serta Pemikiran Majelis M~!jahidin lndonesia (MMI), 
Hizbut Tahrir lndonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majlis Ll lama lndonesia (MLII), 
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Jaringan lslam Liberal (JIL), dan 
Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 20041" Jakarta, LIP], 2006) ,  hlm. 74. 

I' Pemikir Syiria yang karya-karyanya memicu kontroversi di dunia Muslim. Diantara karyanya 
adalah al-Kitab wa al-Qur'dn: Qirn'nh Mz~'Gjirnh, Beir~lt: Dgr al-Kutub al-Hadisa, 1999, Dirasah 
lsldmiyah Mu 'dsirafi al-Dawla wn c~l-Mzljt~lliCI '. (Beirut, D2r a l - K u t ~ ~ b  al-Hadisa 1998). 

Is Tulisan-tulisannya berkenaan dengan ide-ide reformatif Mahm~ld Thaha, seorang sarjana Sudan. 
Diantara tulisan-tulisannya adalah Tow:c~rds 011 lsla1771c Reforinc~~ion: Civil Llbe/.tles, Human Rights and 
International Law, Syracuse: University Press 1994. 

19 Interview dengan Syamsul An~var  dan Hamim I lyas, Ketua Maj lis Tarjih Pengurus Pusat 
Muhammadiyah, dikutip dari Hasil Penelitian Nul-kliolis Setiawan, dkk. "Kontribusi hukum pidana Islam,.. 
hlm. 83. 



hukum-hukmnya bertujuannya unt~ik keil~aslahatan dan kebaikan umat m a n ~ s i a . ~ '  MU1 

dan MMI senada dengan PERSIS, Huki i i~~  pidana Islam mutlak harus diterapkan secara 

tegas sebagaimana bunyi teks", sebab hukum yang tegas dalam tindak pidana hudz7d dan 

kisas diyat tidak bertentangan dengan HAM." 

Salah satu contohnya adalah dala~n wilayah l~lmdiid Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa 

mentolelir dengan menggantikan hukuman rajam dan potong tangan dengan penjara. 

Karena penjara, bagi MMI bultanlah hukuman, sebaliknya, hukum potong tangan 

haruslah ditegakkan agar jaminan keaillanail bagi nlasyaraltat bisa terwujud, terlebih bagi 

mereka yang melakukan penjarahan harta negasa.23 

Menurut Abdurrahman Jaelani, Ketua Lembaga Dakwah FPI berpendapat "tindak 

pidana yang ada kaitannya dengan 1'1~1diid 11al-us disesuaikan dengan Al-Quran. Karena 

tindak pidana hudiid sudah termasuk dalam tindalt pidana yang sanksi hukumannya 

adalah hak Allah.242s 

Perdebatan di atas sampai sekal-ang belu~n jelas, apakah penerapan hukum pidana 

Islam Islam di Indonesia ha-us dengan legal formal atau secasa substansial. Model dan 

format seperti apa yang dikehendaki umat Islam belum ada warna yang jelas. Peneliti 

20 Hasil Interview dengan Ustadz Tatang Noor Saefilllah tokoh PERSIS Cirebon tanggal 25 Juni 
2006 berdasar hasil Riset Nurkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi h ~ ~ k u m  pidana Islam dalam pembentukan 
hukum nasional [Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pemikira~ Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela lslarn (FPI), Majlis Ulama Indonesia 
(MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan lslam (Persis), Jaringan lslam Liberal (JIL), 
dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 20041" Jakarta, LIPI, 2006. 

2 1 ~ b u  Bakar Ba'asyir. Politik Hukum Islam di Indonesia" Makalah tidak diterbitkan dalam rangka 
Seminar Nasional dengan tema "Politik Hukum Islam di Indonesia" Diselenggar-akan Fakultas Syari'ah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Wisma Depsos jl Veteran Yogyakar-ta pada tanggal 24 November 
2007.hlm . 14. 

22~urkholis  Setiawan, dkk. "Kontribusi Hukurn Pidana lslam ..." , hlni. 86. 
'?bid. 
24Abdurrahman Jaelani, K e t ~ ~ a  Lenibaga Dakwah FPI, Hasil Riset Nurkholis dkk. "Kontribusi 

hukum pidana lslaln dala~n pembentukan hukum nasional.." TI1 2006 hlm. 95. 



berusaha m e n t r a n ~ f o r m ~ ~  pemikiran yang ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau 

tindakan untuk menjadikan sesuatu itu baru di satu sisi dan di sisi lain tetap tidak 

merubah nilai dasar dari sesuatu yang diijtih~idi.~' 

Transformasi pemikiran sangat diperlukan dan urgen dalam kaitannya dengan 

reposisi dan siginifaksi sebuah su~nber l~ukum untuk dapat diterapkan sebagai aturan 

dalam suatu masyarakat yang plural. Katakanlah Indonesia, sebagai negara multi agama, 

adat dan budaya. Jika hukum Pidana Islam diteraplan secara utuh sebagaimana bunyi 

teks, mustahil akan diterinla ole11 seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Mahfud MD bahwa dalam membangun hukum di Indonesia, seharusnya semua 

pihak menghargai tata hukum nasional kita. Ada empat prinsip dasar yang menjadi 

perhatian utama dalam penatam huk~um nasional kita saat ini: 1) hukum nasional tidak 

boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) huku~il Nasioanl hams mencerminkan asas 

demokrasi dan nomokratis: 3) mengandung nilai keadilan sosial, serta 4) menghargai 

pluralitas.28 

Transformasi pemikiran hukum Islam sebenarnya bukan ha1 yang baru, Umar ibn 

al-Khattab pernah mengadakan penyinipangan asas legalitas dalam hukum potong 

26 Kalau pengertian transformasi disarnakan dengan pembaluan, dapat ditemukan titik persamaan 
yaitu yang dimaksud transforrnasi adalah proses dinarnika yang r?lengarah kepada pembentukan karakter 
dan penampilan baru terhadap siratu masalah atau peristi\\la. Dengan demikian transformasi pernikiran ialah 
timbulnya bentuk baru terhadap hasil pemikiran karena adanya dinamika waktu dan sosial. memunculkan 
pendapat baru dalam suatu masalah tanpa terlepas dari kontek aslinya. Narnun di  sisi lain ada perbedaan, 
yakni tirnbulnya trabsforrnasi pemikiran bertitik tolak dari pernbat-uan. Dengan kata lain adanya pembaruan 
muncul transformasi pemikiran yang selanjutnya mnghasilkan transforlnasi social. Transformasi sosial 
sebagaimana yang didefinisikan oleh Fuad Arnsyar-i adalah bentuk rnenivestasi dari aktivitas rekayas sosial 
dalam suatu kehidupan berrnasyarakat. Transformasi sosal adalah silatil proses yang sadar, bukan terjadi 
dengan proses alarniah. Lihat Fuad Amsyari, Pe~ztongoii Sosiol U17lo1 l.slain Indonesia,, (Jakarta: Media 
Indonesia, 1990), hlrn. 34. 

27~ahman  Ritonga, dkk. Ensiklopedi Hzikziin Islon7, ed. Abd Azizi Dahlan, dkk. (Jakarta: PT: 
Interrnassa, 1997), hlrn. 1488. 

28 Mahfud MD, Mernb~~iigziii Poli~ik Hzikziin, ~Wei~egokkon Kons~ i~~ is i ,  Jakarta, LP3ES. 2006, hlrn. 
20. 



tangan. Hal ini terjadi pada lnusim paceklik.29 Sikap Uinar bukan mengkianati hukum 

Allah, melainkan semangat inenailgkap ruh syari'at Islam dengan pemahaman yang 

kontekstual. Hal senada juga dilakukan ole11 Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut, 

yakni ketika Rasulullah tidak menghulcum apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang 

dimakan di tempat.30 

Transformasi pemikiran hukum pidana Isla111 di sini bukan berarti ingin merubah 

nilai dasar, tetapi memahami lcembali teks secara lcontekstual dengan tidak merubah jiwa 

(ruh) syari'ah. Adapun T ~ ~ j u a n  hukum Islam, sebagain~ana telah disepakati oleh para 

ulama, adalah untuk mewujudkan kernaslahatan dan kebailcan hidup yang hakiki bagi 

manusia, baik secara individual maupun ~ o s i a l . ~ '  

Kedudukan hukum Islam sendiri dalain tata hukum nasional di Indonesia telah 

diakui sebagai sebuah sistenl hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan bagi 

pembentukan hukum nasional: bersan~a-sama dengan sistem-sistem hukum yang lain 

seperti hukum Barat dan hulc~in~ ~ d a t . ~ '  Karena itu langkah yang diperlukan adalah 

mempersiapkan secara matang rumusan hukum IsIan1 yang relevan dengan konteks 

keindonesiaan, agar rumusan hukum Islam tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. 

2 9 ~ b n  al-Qayyim, I'larn al-hlz~waqi'in ar-Rub al-'Alanlili, (Beirut: D2r al-Fikr, 1977), 111: 22;  Subhi 
Mahmasani, Falsafah at-Tasyri '3 al-Islam, (Mesir: Dgr al-Qalam. 1 945): h lm. 1 67. 

YO Abu Yusuf, ar-Rad 'Aln Siyar crl-Azfzo'i, (Mesir: DBr al-Qalam, 1357 H.), hlm. 50. 
" ~ b u  Ishaq asy-Syatibi, al-Mznvafaqdt,fi Ujzil al-Ahkcf~n, edisi al-Hudair Husain (Beirut: D2r al- 

Fikr, t.t.), 11: 2-3. 
3 2 ~ u d z a k k i r ,  "Integrasi H L I ~ U I I I  Islanl dalanl Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi Perundang- 

Undangan Nasional" dalam jurnal Mcrzhobzma, No. 2 Tahtln l1/2003, hlm. 23. 



B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari dasar pemikiran di atas dapat diruilluskail masalah transformasi 

Pemikiran Hukurn Pidana di Indonesia yang melahirkan research questions sebagai 

berikut. 

1 .  Apakah pada pembaruan norma-norn~a hukum pidana di Indonesia sudah seseuai 

dengan nilai-nilai Islam.. 

2. Bagaimana model da11 bentuk transformasi pemikiran norma-norma hukum pidana 

Islam ke dalam konteks keindonesiaan. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Mendeskripsikan tentang sejarah penerapail hukum pidana Islam antara teks dan 

kontkes. Sebagaimana dipraktikan Nabi dan para sahabat, bahwa penerapan 

hukum hukum pidana dala~n Islam sangat kontekstual, dilihat bagaimana teks 

hukumnya, apa kasusnya, siapa pelakunya, di nialia dilakukan, kapan dilakukan, 

kenapa perbuatan itu dilakukan dan apa tujuan pelaku nielakukan perbuatan yang 

dilarang syara'. Putusan huku~ii sangat vasiatif dan kondisional. ha1 ini 

manunjukkan adanya trailsfor~llasi Ilultum pang dilandasi oleh semangat 

menangkap ruh syari'at dan untuk mendesl<ripsikan apakah upaya formulasi 

norma-norma hukum pidana Islam sudah sesuai dengan konteks keindonesiaan. 

b. Mendeskripsikan tentang transformasi pemikil-an hukuman pidana Islam dalam 

konteks keindonesiaan. Di sini untuk meli.jelaskan apakah dalam upaya 

pembaharuan hukum pidam di Indonesia sudah sesuai dengan kaidah-kaidah 



hukum pidanma Islam. Delnikian juga sebalikilya apakah upaya formulasi 

noarma-norma hukum pidana Islam dalam rangka pembaruan hukum pidana 

Nasional suadh sesuai dengan konteks lteindoilesiaan 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapltan dapat bermanfaat dalam berbagai ha1 yang berkaitan 

dengan bidang atau kajian hukum: 

a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya formulasi hukum pidana Islam di 

Indonesia. Berangkat dari sejarah dan bentuk transformasi pemikiran norma- 

norma hukum pidana dalam Islam, maka dapat diketahui adanya perubahan 

hukum yang disebabkan ole11 dinamika waktu dall sosial. Oleh karena itu 

mengetahui sejarah transformasi hukum pidana Islam dapat dijadikan landasan 

berfikir ke arah pembaruan hukunl pidana Islam di Indonesia. 

b. Memberikan kontribusi telltang lnodel dan bentuk transformasi hukum pidana 

Islam dalam upaya forinulasi llukum pidana di Indonesia. Transfonnasi 

dilatarbelakangi adanya dinanlika waktu dan sosial disamping pemahaman teks 

juga semangat pembentukan hultunl berdasarltan illah hukum dan tujuan hukum 

itu sendiri sehingga melahirkan hukum yang ltontekstual. Oleh karena itua dalarn 

upaya pembangunan hultum pidana Nasional penelitian ini dapat 

menyumbangkan khazanah keililluall terutama upaya konkritisasi norma-norma 

hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. 

D. Telaah Kepustakaan 

Kajian tentang Hukum Pidana Islaill bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, 

melainkan sudah banyak dikaji, baik ole11 ulama klasik inaupun kontemporer. Hanya 



persoalan yang perlu kita perhatiltan adalah sejauh nlana hukum Pidana Islam dapat 

memberikan kontribusi bagi pembailgunail hukunl di Indonesia. 

Kajian kitab klasik hampir seinuanya bernuansa norinatif, seperti kitab Hikmah 

at-Tasyriwa Falasafatuhu, karya al-Jurjawi. Kitab itu membalias tentang kebijakan Allah 

dalam membuat suatu aturan hukum, sesuatu yang diperintah pasti ada manfaat besar 

bagi pelakunya dan jika ditinggalkan akan ada kemadaratan. Sebaliknya larangan 

ditetapkan, karena ada bahaya jika dilakukail serta jika ditinggalkan ada manfaatnya. Hal 

ini sangat terkait dengan persoalan hukum pidana yang niengatur tentang larangan dan 

sanksi. Kitab at-TasyrF' al-Jinii'F 01-IsldniF kaiya Abdul Qadir 'Awdah, telah membahas 

asas-asas hukum pidana Islam dari pengertian, unsur-unsur tindak pidana, sumber- 

sumber hukum pidana Islam, asas legalitas, retro aktif, delik percobaan, delik penyertaan, 

pertanggungjawaban pidana dan masalali hukuman. Kaj ian liul<uman juga tampak sangat 

tekstual, sekalipun dilatarbelakangi adanya kajian perbandingan dengan hukum positif. 

Kajian dari delik perzinaan sampai pada persoalan delik yang terkait dengan 

menghilangkan nyawa seseorang, semua itu didasarkan pada ayat dan hadis serta 

pendapat fuqaha tanpa mendekonstrul<sil<ai~ pemikiran: padahal dari pemikiran Abd 

Qadir Awdah diditemukan kekayaan teori yang terkandung di dalarnnya. Kitab al- 

Jarirnah w a  al-'UqCbah .ji 01-Fiqh 01-Islami, karya Muhammad Abi  Zahrah, 

membicarakan tentang kriteria jnri~~iulz dan sanksi serta tu.juan dari sebuah pemidanaan. 

AI-Jcrrii'irn wa al-Darb bainn nsy-Sj)ar.FJah llln a/-Qn~iiin karya Abd al-Khaliq, Kitab ini 

membicarakan tentang perbandingan teori hukun~ positif dan Islam. Kitab Nihayat al- 

Muhtiij, karya Imam Ramli, hanya dalam bab XI mengakji persolan hukum Pidana Islam. 

Isinya norma-norma yang masih debornble. Karya terbaru dari Wahbah az-Zuhaili dalam 



kitab al-Fiqh al-Isliimi wa Adilatuhtl nleilluat kitab Jinayah pada bab VI, ulasanya tidak 

berbeda dengan ulama klasik lainnya. Seilleiltara Abdullahi Allmed an-Na'im dengan 

Dekonstruksi Syari 'ahnya, sudah mulai menggagas reaktualisasi hukum pidana Islam dari 

satu sisi, karena kitab itu tidak I<onsen membahas hukum pidana Islam. Adapun Disertasi 

Haliman mengangkat Hukum Pidana Islam menurut Adjaran Ahlusunnah Waljama'ah. 

Isinya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Abd Qadir Awdah dan Abii Zahrah, yaitu 

masalah jenis tindak pidana dan sanksinya inenurut aliran tel-tentu dalam teologi Islam. 

Karya Topo Santoso yang kami temukan cukup bagus, 1)  buku yang berbicara tentang 

Menggagas hukum Pidana Islam, 2) nlembumikan Hukunl Pidana Islam. Buku ini 

membicarakan tentang bagaimana peluang dan tantangan hukum pidana Islam jika 

diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, ka.jian ini belunl meyakinkan kepada publik, 

bagaimana efektivitas dan obyektivikasi 11ukum pidana Islam dapat diterapkan di 

Indonesia. Peneliti sendiri sudah selcian kali mengadakan penelitian dengan tema yang 

serupa, Di tahun 1999 peneliti telah inenulis Tesis " Reaktualisasi Pemikiran Jarimah 

Hudud dan Qishash" Tulisan ini hanya meredifisi tentang konsep Hudud dan Qishash 

belum sampai kepada model transform ke dalam konteks keindonesiaan. Pada tahun 2004 

peneliti juga mengadakan penelitian tentang " Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana 

1slam:Upaya Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam sistem hukum Nasional". Isi 

pembahasanya kajian ulang berdasarkan pemikir kontemporer. Namun itu semua masih 

terbatas reaktulisasi pemikiran, belunl pada datasan empirik. Nurkholis Setiawan, dkk. 

Dalarn penelitian "Kontribusi hukum pidana Isla111 dalam pembentukan hukum nasional 

[Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pen~ikiran Majelis Mujahidin 

Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Penlbela Islam (FPI), Majlis 



Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam 

(Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU 

KUHP Tahun 20041" Jakarta, LIPI, 2006. Penelitian ini memaparkan secara deskriptif 

tentang persepsi ormas-ormas tentang rancangan KUI-TP 2004 dan menumt hemat peneliti 

belum menemukan format baru tentang ~llodel baru tentang transformasi hukum pidana 

Islam dalam konteks keindonesiaan. 

E. Definisi Operasional 

Transformasi adalah proses dinamika yang nle~lgarah kepada pembentukan bam 

terhadap suatu peristiwa. Para ~ilama kontemporer ineyakini adanya dasar hukum 

transforrnasi pemikiran terhadap teks hukum, yakni hadis Nabi: 

3 3 b J u J + * % ~ & w \ J &  L b f \ D . $ - d h \ d \  

"Sesungguhnya Allah SWT akan mengutus untuk unlat ini di penghujung setiap 
saratus tahun orang yang mengadakan pembaruan (interpretasi) agama untuknya." 

Selain hadis di atas juga ada hadis lain yang bertemakan pembaruan, yakni: 

dl bf J$ +, IJ+\ Jb ! L L + l  J*. +J d h \  JYJ L .. & .. , &&I \J++ 

"Perbahamilah imanmu. Rasul ditanya, Bagainlana cara memeperbarui iman kami ?, 
Rasul menjawab: "Perbanyaklah ucapan La ilahc~ illallah ". 

3 3 ~ b t i  DBwtid, Sunan Abi Dab~~iid, (~kksir: al-Mus!afi al-Halabi wa Awladuhu, 1955), juz 11: 424. 
3 4 ~ h m a d  Ibn Hambal, M ~ u n a d l b n  Ha,nbnl, (Beit-LI~: Dar al-Fikr, 1978), juz. 111, hlm. 309. 



Hadis di atas konteksnya dapat dijadikan argumentasi bahwa Nabi Muhammad 

selalu menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengadakan pembaruan terhadap 

ajaran agarnanya, termasuk hukum-hukumnya. 

Istilah pembaruan berasal dari akar Icata "baru" yang dalam konteks bahasanya 

menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain , 

yakni : 

1. Barang yang diperbarui, pada mulanya pernah ada dan pernah dialami oleh orang 

lain 

2. Barang itu dilanda zaman dan menjadi usang dan ketinggalan zaman 

3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi  bar^.^' 

Dengan demikian tujdid (pembaruan) adalah suatu yang pemah aktual pada 

awalnya, tetapi karena perkembangan waktu, tuntutan zaman sesta desakan kebutuhan, 

sesuatu itu tidak menjadi baru lagi, dan untuk mengaktualisasikan perlu dan harus 

mengacu kepada teks dan konteksnya yang semula. 

Al-Qumi sebagaimana yang dikutip ole11 M. Abd ar-Rauf al-Manaawi 

mendefiniskam tajdid sebagai menghidupkan ke111bal i al-Qusan dan al-Hadis yang pemah 

aktual dan menetapkan hukum berdasarkan suatu perbuatan berdasarkan kedua sumber 

t e r ~ e b u t . ~ ~  Peneliti mengakui adanya tnjdicl (peinbaruan) dalam memahami ajaran atau 

hukum Islam, tetapi tidak boleh melampui batas, sebab harus dibedakan mana yang boleh 

diubah dan mana yang tidak bole11 diubah. Artinya semangat pembaruan tetap tidak boleh 

35~ifyal  Ka.bah dan Bustami Sa'id, , Reaktualisasi Ajaran lslam (Pembaruan Agama Visi 
Modernis dan Pembaruan Agama Visi Salaf, (Jakarta: Minaret: 19871, hlm. 52. 

36 M. Abd ar-Rauf al-Manaawi Farh a/-Qndir bi Syarh a/-Janzi' al-Jaghir, (Beirut:r:Db al-Firk, 
1972), Juz 11, hlm. 281. 



lepas dari semangat tujuan syari'at, yakni merealisisr kemasalahatan umat (litahqiqi 

rna~alihul iba~l ) .~ '  

Sejarah munculnya pembaruan di abad nloderen berawal dari terjadinya kontak 

antara Barat dan dunia Islam, yakni setelah genesasi tokoh-tolcoh pembaharu Islam yang 

popular (seperti Jarnalaudin al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, 

Kemal Attaruki) melihat adanya kemajuan orang-orang barat dalam ilmu pengetahuan 

dan falsafah moderen dan keinunduran umat 1slan1.~~ Tol<oh-tokoh pembaru Islam 

hendak mengikuti pola orang-orang barat dengan berusaha mengadakan pembaruan 

terhadap ajaran-ajaran agama mereka. Namun d i sisi lain ada pernyataan bahwa 

kemajuan dan pembaruan pemikiran unlat Islam bukan terjadi karena adanya kontak 

dunia Islam dan Barat melainkan ide itu nluncul sejak periode Nabi Muhammad SAW. 

yang mengisyaratkan setiap seratus tahun akan muncul pembaru guna memurnikan ajaran 

agamanya. 39 

Pembaruan dalam Islam merupakan tuntutan, sebab pembasuan diperlukan untuk 

mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dengan ketentuan bahwa pembaru itu tidak boleh 

merubah nas Al-Quran dan al-Hadis. Yang perlu diperbarui adalah interpretasi terhadap 

nash-nash tersebut. Dengan kata lain, nas tidak bole11 takluk terhadap perubahan zaman, 

tetapi pemahaman terhadap nas yang boleh mengikuti perkembangan  ama an.^' 

37 Abd Wahab Khalaf, Nmzr Upil 01-Fiqh, (Kairo: D2r al-Qalam, 1990), hlm. 198. 
38 Harun Nasution, Pembarzran daloni Islam: Seja~*nh Perlzikiran dun Gerakan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1967), hlrn. 11. 
j91bn Hajar al-Asqalani, Fath al-BGri hi S'larh al-Bzikhiiri, (Mesir: D2r al-Bab al-Mustafa al- 

Halabi wa Awladuhu, t.t), Juz XIII, hlm. 295.. 
40 Umar Shihab, Transformnsi ... lilni. 40. 



Adapun yang dimaksud hukum pidana Islanl di sini adalah suatu larangan syara, 

baik yang berkaitan dengan jiwa harta atau lainnya4' , dan jika larangan itu dilanggar 

pelaku dapat dikenakan sanksi, baik berupa hul<uman hod, qisas, diyat, kafarah ataupun 

hukuman ta iir.  Hukum Pidana Islanl dalanl l<onsep fiql~ disebut jinzyah. Jiniiyah 

merupakan bentuk verbal nozln (n~nsdnr.) dari kata jnnn. Secara etimologi, janii. berarti 

berbuat dosa atau salah, sedangkan jiniiyn1.1 diartikan perbuatan dosa atau perbuatan 

s a ~ a h . ~ ~  Seperti dalam kalimat janii. 'nlii qaz~rnihi jinnyntnn artinya ia telah melakukan 

kesalahan terhadap kaumnya. Kata jnnd.juga berarti "men~etik", seperti dalam kalimat 

janii. as-samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat 

disebut jiini dan orang yang dikenai perbuatan disebut nzujnii ' n l c ~ i h . ~ ~  Kata jiniiyah dalam 

istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata 

jinzyah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir 

Awdah: 

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' bail< perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, 

atau lainnya".. Jadi jiniiyah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena 

dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. 

Sebagian fuqaha illenggunakan kata jinclynli untuk pel-buatan yang berkaitan 

dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan 

dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah Jiqh j i n w h  sama dengan hukum pidana. 

Haliman menyebutkan bahwa yang dinlaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam 

Abd Qadir Awdah, At- Tas))rir 01-Jil.rGri.. . I  : 1 69. 
42 Luwis Ma'luf, al-Munjid, (Bairut: DcTr al-Fikr, 1954), hlm. 88. 
43 Ibid, hlrn. 67. 
44 Abd al-Qadir Awdah, At-Tas)~rf' 01-Jina'i n/-lslfin2f, (Bairut: D2r al-Kutub, 1963), I: 67. 



adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman 

berupa penderitaan badan atau h ~ i r t a . ~ ~  

Dalam Undang-undang H~~l<um Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) 

terdapat tiga macam penggolo~lga~l tilldal< pidana yang didasar1;an pada berat-ringannya 

hukuman, yaitu jiniiyah, janhah dan nzzlkhalnfah. JinLiynh di sini adalah jindyah yang 

disebutkan dalam konstitusi dan nlerupakan tindal<an yang paling berbahaya. 

Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diallcalll dengan hukuman berat, seperti hukuman 

mati, kerja keras, atau penjara seurnur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan janhah 

adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu, tetapi tidak 

sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hul<uman seumur hidup (Pasal 1 I KUHP 

RPA). Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggal-an ringan yang ancaman hukumannya 

tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP R P A ) . ~ ~  

Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jinclynh atau jnr- im~h'~.  Istilah jarimah 

mempunyai kandungan arti yang sama dellgall istilah jinclyuh, baik dari segi bahasa 

maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, jnrrlnnh merupal<an kata jadian (ma~dar) 

45 Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan jarii~lah diyat (denda), karena pada suatu saat 
denda karena diyat tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabamya yang 
bertanggungjawab kepadanya yang dinamakan c1qilal7 atau bisa juga denda itu dibebankan kepada 
perbendaharaan negara (bait al-ma0 pada kondisi jari~nah tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang 
dilakukan karena kesalahan (khota'). Baca desertasi Haliman, Hzikzii~i Piclono Syari'at Islam Menurut 
Adjaran Ahli Sunah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlni. 64. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, Bidayah al- 
Mujtahid Wa Nih8yah al-Muqtasid, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 11: 405. Para itlama sepakat terhadap 
persoalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa dibebankan kepada orang lain 
karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana (jol-finoh). Lihat A. Hanafi, Asas-asas Pidana Islam, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1968), hlm. 196. 

46 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hzikzim Pidoim Isloin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm, 2; As- 
Sayid SBbiq, Fiqh as-Szmnah, (Bairut: DBr al-Fikr, l992), 11: 237. 

47 Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri' ..., 1: lilm. 67. 



dengan asal kata jarama yang artinya besbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti 

perbuatan salah. Dari segi istilah, jarimah diartikan: 

(larangan-larangan syara7 yang diallcaln oleh Allah dengan h~~l tuman had atau ta 'zfr). 

Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. 

Adapun hukuman ta 'zir adalah hukunlan yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah. Hukum to 'zh- dijatuhl<an dengan mempertimbangkan berat ringannya 

tindak pidana, situasi dan kondisi masyasakat, serta tuntutan kepentingan ~ m u m . ~ ~  

Konteks keindonesiaan dapat diartikan sebagai masyarakat Indonesia yang plural, 

baik agama, adat, bahasa maupun suku. BaIll<an ketika dihadapkan pada persoalan yang 

sangkat kompleks dalam menlahami qjaran Islam terjadi pluralisme pemaharnan dan 

pemikiran tentang Islam itu sendiri dikalangan internal Islam yang kebetulan di Indonesia 

terdiri dari berbagai organisasi sosial keagamaan. 

Maqagid asy-syari'ah adalah inaksud ditetapkan hukunl syara'. Jadi Maqagid asy- 

syarf'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kenlaslahatan bagi umat 

manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling 

melengkapi: al-dharuriyyat, al-hcviyyat dan ol-toh~ini~at. '~ Hal senada juga diungkapkan 

oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia." Pengetahuan tentang tujuan-tujuan 

hukum (Maqagid al-syari 'ah) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum 

48  Larangan-larangan syara' yang dimaksud ada kalanya niengerjakan perbuatan yang dilarang dan 
adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah, Al-Mawardi, A/-Ahkam a/-Szrl/aniyah, (Mesir: Dar al- 
Bab al-Halabi, 1973 ), hlm. 2 19. 

49 Abd Aziz 'Amir, Ta'zir Fi asy-Syari'ati ul-lsl61niyyuh, (Mesir DBr al-Qalam, 1968), hlm. 19. 
'']bid 
5 1 Abd Wahab Khallaf, 'llnl UjC1 GI/-Fiqh, (Kairo: DBr al-Qalam, 1990). hlm. 198. 



dalam melakukan penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat 

penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat 

dan benar yang selanjutnya dapat lnenetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada 

nasnya. 52 

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islaln mengklasifikasikan tujuan-tujuan 

hukum menjadi tiga yaitu nmqa~id c11-dharziriyynt, 01-n7aqa~id 01-hajiyyat dan al- 

maqa~id a l - t a h ~ i n i ~ ~ a t t . ~ ~  maqajid 01-dhortrriyynt (tujuan-tujuan primer), didefinisikan 

sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan besakibat menghancurkan 

kehidupan secara total. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi 

kacau balau, kemaslahatan tidak akan t e r ~ a ~ a i . ~ ~  Di sini ada lima kepentingan yang harus 

dilindungi: agarna, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini termasuk maslahat yang mu'tabar 

- - 
karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an." Pemeliharaan agama pada 

dasarnya merupa!tan pengistilahan dari cegahan murtad. Pemeliharaan Jiwa pada 

dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan untuilt n~embunuh. Pemeliharaan akal 

merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman 

keras, Pemeliharaan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah 

dan dilarangnya perzinaan, karena perbuatan itu mesusak keturunan (nasab), cegahan 

menikah dengan wanita musyrikat, cegahan menikah dengan ibu. Pemeliharaan harta 

merupakan pengistilahan dari cegahan untult mencusi, cegahan makan harta dengan cara 

batil. 

52 Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dnn Per-~ibahan sosial" dala~n Dialog (Badan Litbang 
Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlrn. 29. 

53 Asy-Syatibi, al-Mznvafaqdt j7 Uyzil 01-Ahknm (Beirut: Dgr al-Fikr, 1341 H.), 11: 4. Baca 
juga,Yudian Wahyudi, Ushul Fikik Verszis Hernzetiezitiku, cet. ke- l (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 
2006), hlrn. 43. 

54 Ibid. 
55 Ahrnad Rofiq, Metodologi ljtikad Hzrkzinz Isloin, hl~n.  1 56- 1 57. 



Maqaqid al-Hajiyyat (tujuan-tu~juan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dibutuhkan manusia untuk mempernludall nlencapai kepentingan-kepentingan yang 

termasuk dalam kategori al-dharuriyyat dan selcaligus menyiilgkirkan faktor-faktor yang 

mempersulit usaha perwujudan nl-dl7arz1riyyat Karena fungsinya yang melengkapi tujuan 

primer, maka kehadirannya dibutulll<an (sebagai te~-jemahan kata 01-hajiyyat), bukan 

niscaya (sebagai terjemahan dari kata c11-dharz~riyynt). Artinya jika hal-ha1 hajiyat tidak 

ada maka kehidupan n~anusia tidak altan hancur: tetapi terjadi berbagai 

kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk inelaksanakan ibadah shalat 

sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Tanpa 

masjid, tujuan melindungi againa dengan lnelaksanakan shalat tidaklah rusak total, tetapi 

mengalami berbagai kesulitan. Memang orang bole11 shalat di pantai dan di atas batu 

tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran n~asjid sangat membantu. 56 

Al-Maqaqid al-tahsinijynt (hi-juan-t~~~iuan tertier) berarti sesuatu yang 

kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhl<an, tetapi bersifat memperindah (sebagai 

terjemahan harfiah dari kata tahsinij)ycit) proses perwujudan kepentingan al-dharuriyyat 

dan haj~iyat. Oleh karena itu, ketidakhadirannya tidal< akan menghancurkan atau 

mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa I<eindahan dan etika. Di sini, pilihan 

pribadi sangat dihormati, jadi bersifat relatif dan lokal, sejauh tidak bertentangan dengan 

ketentuan nas. Misalnya, apakah n~asjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan 

tujuan primer -yakni, menyelamatkan agama n~elalui ibadah nznhdnh shalat-- itu akan 

56 Y udian Wahyudi, Ushzd Fikih.,hlm. 46. 



diperindah dengan kubah atau tidak, altan dicat atau tidak, diserahkan kepada rasa 

estetika dan kemarnpuan 10kal.~' 

F. Kerangka Teoretik 

Transformasi adalah proses dinamik yang mengarah kepada pembentukan 

karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah atau peristiwa. Dengan demikian 

transformasi pemikiran adalah timbulnya bentuk baru terhadap hasil pemikiran karena 

adanya dinamika waktu dan sosial. Kalau pengestian transforinasi disamakan dengan 

pembaruan, dapat ditemukan titik persamaan, yaitu n~en~unculkan pendapat baru dalam 

suatu masalah tanpa terlepas dari kontek a s l i i ~ ~ a . ' ~  

Tegasnya, Nabi Muhammad telah n~embawa perubahan dalam wacana konsep 

pembaruan akidah tauhid yailg menghasilltan transformasi pemikiran bagi bangsa Arab 

kala itu, yang akhirnya lahirlah transfor~nzsi sosial yailg inenyebar ke seluruh pelosok 

dunia. Peneleiti dalam mengkaji transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam 

konteks keindonesiaan mengunakan teori maslahall dan obyektivikasi: 

Pertama, teori nzaslahah, ai-tinya huk~um ditetapkan atas pel-tiinbangan kemaslahatan. 

Maslahat dapat terjadi karena adanaya dinamika ~ a l < t u  d an tempat. Misalnya, teori 

menghapuskan berlakunya hukum yang ada dengan menetapkan hukum baru. 

Transformasi di sini merupakan perubahan-perubal~an ketetapan hukum dalam al-Quran 

karena dinamika waktu. Contoh ayat yang teskait dengan penghal-aman khamr: 

57 Ibid 
5 8 ~ u a d  Amsyari, Perjuangan Sosinl Ulnnt Islnm Incloi~esin,, (Jakarta: Media Indonesia, 1990), 

hlm. 34. 



Mereka bertanya kepadanu tentang khamar dail judi. Katakanlah: "Pada keduanya 
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 
besar dari manfaatnya". dan lnereka bertanya kepadamu apa yang imereka nafkahkan. 
Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat- 
Nya kepadamu supaya kamu berfikir, 

Ayat ini belum mengharanlkan kharnr clan judi yang menjadi kebiasaan orang 

Arab, hanya peringatan. Meskipun ada manfaat, tetapi madaratnya lebih besar. 

Peringatan berikutnya supaya jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk, 

belum sarnpai pengharaman 

Hai orang-orang yang beriinan, janganlah kalllu shalat, sedailg kamu dalam keadaan 
mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. 

Sebab Turun ayat di atas: 

Ketika Abd Rahman bin Auf mengundang para sahabat untuk makan bersama 
dihidangkannya khamr. Pada saat tiba waktu sholat salah satu dari mereka diangkat imam 
dan ternyata keliru membaca: 

1 Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan ~nenyembah apa yang kamu 
sembah. 

Peringatan terakhir adalah pengharainan mutlak dari jenis minum-minuman keras. 



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah ternlasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kanlu mendapat lteberuntungan. 

Ayat di a tas  sebagai bultti adanya transforn~asi hukum Islam melalui 

menghapuskan hukurn yang telah ada dengan menetapkan hukum Penetapan 

hukurn yang dinamis seperti di atas merupakan cara mencapai tujuan hukum yaitu 

kemaslahatan. Teori ini didukung ole11 kaidal~:~'  

A, ;n; ; 5; $*\\ ohdl * *  - o > 0 3 > & ' y l  ij&j ;&z! &L y ( ~ J J J  

"Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba, jika dalaill suatu (ijtihad) terdapat 
kemaslahatan itulah yang dinamakan hukum Allah". 

Hal ini didasarkan qaidah: 

Setelah Nabi wafat, transfornlasi pemikisan Hukum Islam yang didasarkan pada 

al-Quran dan as-Sunnah tidak terjadi lagi. Transforlnasi paska Nabi berupa interpretasi 

nash-nash. Transformasi inilah terjadi dari zaman ke zamall sampai sekarang ini. 

Kita ambil contoh pole~nik pengunlpulan ayat-ayat al-Quran oleh Abu Bakar 

karena tidak diperintahkan oleh Nabi. Sekali lagi dengan pertimbangan maslahat, Abu 

Bakar hams berbuat. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai sosok dan tokoh yang 

pendapatnya menimbulkan kontrovessi di kalangan sahabat kala itu. Kita lihat putusan 

dihapuskannya hukum potong tangan pada musim kelaparan dan dihapuskannya 

" ~ u s u f  al-Qaradhawi, AwcSmil As-Sn'al~ wn NI-IV~III.ISIICIII, crsy-Syn~~f~nh al-IslcSmiyah, alih bahasa 
Rifyal Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, (Jakarta: Minaret, 1988), hlm. 102. 

60 Asy-Suyuti, Al-Asybah wa an-NaicS'ir, (Beit-LI~: Dar al-Fikr: t.t.), hlm. 176. 
"lbid. 



muallafah quliibuhum dalam penerimaan zakat6* Sikap Umar ibn al-Khattab bukan 

berarti mengubah ayat-ayat al-Quran inelainl<an meilafsirkan ayat tersebut sesuai dengan 

kondisi sosial masayarakat tanpa mengurangi n~akila pesan ayat. Seperti penangguhan 

hukum potong tangan, karena asulllsi bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan terpaksa 

dan jika tidak melakukan akan menimbull<an kematian. Demilcian juga muallafah 

quliibuhum, dihapuskan dari menerin~a zakat, ]<arena orang Islam pada saat itu tidak perlu 

simpatisan dari orang-orang non muslim, maka sanlpai sekarang perlu dilihat antara teks 

dan konteks tentang lafad " nzucrlaf ia harus n~enerilna zakat, bisa terjadi teks tersebut 

tidak berlaku untuk diterapkan, jika nzz~crlcrfiya orang yang ekonominya kuat. Demikian 

juga praktik penemuan hukun~ yang dilakukan ole11 Usman bin Afan dalam ha1 

pembukuan al-Quran, lagi-lagi pertimbangan maslahat; ]<arena dikawatirkan hilangnya al- 

Quran akibat meninggalnya penghafal-pengahafal al-Quran di medan pertempuran. 

Pada perkembangan berikutnya adnlah transformasi penlikiran yang terjadi antara 

imam mazhab dan para murid setianya. Ilnalll Mali]< melarang memelihara anjing dalam 

rumah, larangan tersebut dilanggar oleh muridnya Abu zaid al-Qairawani, Ia meinelihara 

anjing sebagai penjaga rumah. Ketika ha1 tersebut disan~paikan kepada beliau bahwa ha1 

itu tidak disukai Imam Malik, ia menjawab: " Seandainya Inlam Malik hidup pada 

zamanmu, maka ia akan mengan~bil Singa atau Harimnu sebagai penjaga rumahnya." 63 

Hal yang sama terjadi pada diri Imam Ahmad ibn Hanbal dengam Ibn Taimiyah. 

Imam Ahmad memegang teguh hadis Nabi yang melarang orang non Muslim memimum 

minuman keras di tengah tengah orang  muslin^, tetapi Ibn Taimiyah membiarkan orang 

6 2 ~ m a r  Syihab, Al-Quran dun Rekayusa Sosinl, (Jakarta::Pustaka Kal-tini, 1990), hlm. 26-27. 
6 3 ~ ~ s ~ f  al-~aradhawi, A)vnmil, op cit, hlm 142. 



Tartar mabuk-mabukan di kota Damascus, ltarena dengan mabuk-mabukan itu tidak 

sempat melakukan pembunuhan dail nleranlpas harta benda n~asyarakat. 

Sejarah telah mencatat adanya tahapan-tahapan dalanl meilerapkan hukum. Seperti 

tahapan pemberlakukan hultun~ dalanl delik perzinaan. Terjadinya perbedaan ketika 

menerapkan sanksi dalam kasus yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai jarimah 

hudiid.. Awal sanksi zina adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa ayat 16), selanjutnya 

kurungan dalam rumah (surat an-Nisa ayat 1 3 ,  tahap berikutnya hukuman dera (surat an- 

Nur ayat 2). Sementara hukum rajam yang sumbernya hadis lVabi diperdebatkan 

keautentikannya. Terlebih jilta hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan 

surat al-Ahzab ayat 30. Dengan demikian para fuqaha di sainping menerapkan teori 

graduasi juga merasionalisasikan prinsip nnsnkh. 

Pada kasus pencurian yang ditegaskan dalanl al-Qur'an dikenakan hukum potong 

tangan. Ternyata hukum tersebut bukan harga mati dalanl Islam. Umar ibn al-Khattab 

pernah mengadakan penyin~pangan asas legalitas dalanl hukun~ potong tangan yang 

terjadi pada musim paceklik (larang pangan).64 Sikap Urnar bukan mengkhianati hukum 

Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari'at Islain dengan pemahaman yang 

kontekstual. Hal senada juga dilakukan ole11 Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut, 

yakni ketika Rasulullah tidak menghukurn apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang 

dimakan di tempat.65 Ini bukti bahwa hukun~ Islam tidak tertutup bagi ijtihad. 

Persoalan konversi agama, yang jelas dilegalltan dalain al-Qur'an, In ikrahuJ ad- 

din (tidak ada paksaan dalanl agama), dan hadis Nabi yang mengatakan man badula 

dinahu faqtuluhu (siapa menukar agalna bunuhlah ia), ini jelas suatu yang sangat apriori 

64 Ibn al-Qayyim, I'lam ..., 111: 22; Subhi Mah~nasan i ,  Fnl.rqfnh ..., hlm. 167 
65 Abu Yusuf, Ar-Rad ... , hlm. 50. 



dalam pemikiran, karena sesungguhnya yang dibunuh bukan karena riddah-nya tetapi 

sifat desersi (pengkhianatan negara yang dibarengi dengan m ~ r t a d ) . ~ ~  

Demikian halnya dengan kasus minum-minuman keras, pemberontakan dan qazf 

yang oleh jumhur dimasukkan dalam jar~irnal? hz~dfid Jadi pada halcikatnya ada kebebasan 

untuk menetapkan hukuman, akan tetapi hukum Allah tetap di.jadikan sebagai rambu- 

rambu dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu pemahaman jarfmah hudGd harus 

disikapi sebagai sebuah ijtihad ulama terdahulu. Pada perkembangan hukum modem 

tidak mustahil diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

zaman dengan tidak merubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syari'ah. 

Adapun teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori maslahah. 

Maslahah artinya menetapkan suatu aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu 

kebaikan yang tepat pada sasaran. Hal ini sesuai deiigali prinsip Maqagid al-Syari'ah 

yang bennaksud mencapai, menjamin dan ~~~elestariltaii kemaslahatan bagi umat manusia. 

Untuk itu dicanagkan tiga sleala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: al- 

dharuriyyat, al-Hajiyynt dan al-Tc117si~.riya/. Hal ini s'enada dengan tujuan 

disyari'atkannya hukum Islam, yakni mewujudlcan kemaslahatan manusia. Metode yang 

ditempuh dalam memahami teks 11ukun1 guna nlerealisir toeri masalahah melalui 

beberapa cara: a) interpretnsi Iiternl Penafsiran teks hukum artinya hukum yang 

ditemukan adalah bukan hukum 11ukun1 baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada 

dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau lcurang adanya kejalasan hukum. 

Misalnya lafad "qatl al-ycrd maknanya hal<iki "potong tangan" atau majazi "potong 

kemarnpuan" b). Kausasi (ta'lili), adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan 

66 Haliman, Hukum Pidana lslani Met7zirz1r A~$r,t-nt7 Aldi Szinnh wal Jamaah, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1968), hlm. 384. 



dasar konsepsi (penetapan) hukum. yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi 

alasan (illah) maupun tujuan-tujuan ditetapkan (nzaqa~id asy-syari 'ah). c) Teori tadrij 

atau graduasi, artinya adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum. Sejarah telah 

menunjukan adanya tahapan pemberlal<ul<an hukum inisalnya dalam delik perzinaan. 

Teori maslahah bisa didukung dengan prinsip-prinsip nzaqashid asy-Syari 'ah, ada 

empat pasangan sifat yang terdapat dalam Hukun~ Islam berdasarkan teori ini. Pertama, 

Hukum Islam adalah sakral (divinehlahi) dan sekaligus profan (hurnan/manusiawi), sebab 

tanpa keterlibatan manusia kesakralan wahyu tidak akan mungkin dioperasionalkan. 

Perintah untuk menghadap kiblat, misalnya, adalah bersifat ilahi, tetapi metode penetapan 

arah kiblatnya bersifat manusiawi. Kedzlcr, sifat Hukum Islam yang disamping absolut 

juga relatif. Perintah shalat lima waktu merupakan kewa-jiban bagi setiap mukallaf, tetapi 

bagi perempuan haid tidak diwajibkan, bahkan tidak harus menggantinya setelah masa 

haid berakhir. Demikian pula. bagi musafir diberi pilihan untuk menjamak shalatnya atau 

menqasharnya. Ketiga, sifat hukum Islam yang disatnping universal juga partikular. 

Waktu shalat, misalnya, adalah universal, yang berlaku ba'gi setiap mukallaf di mana pun 

ia berada. Tetapi, di sisi lain, durasi jam shalat itu berbeda di setiap tempat atau negara. 

keempat- disamping permanen juga 

Konsep maqa8id asy-syarialz merupakan teori sentral dalam pemikiran hukum 

Hassan Hanafi menyangkut prinsip-prinsip sekuler dalam Hukum Islam (Wad'i). Konsep 

ini dibangun untuk men.jawab tiga kepentingan berbeda tetapi saling melengkapi. 

Pertama, Kepentingan terhadap kebutuhan eksistensi yang bersifat primer (dharury) di 

6 7 ~ u d i a n  Wahyudi, Is Islamic Lalv Seczilar?: A Critical Study of Hasan Hanafi's Legal 
Philosophy, Yogyakarta: Nawesea. 2005): hlni. 43. 



mana jika tidak dimiliki manusia akan membahayakan dirinya. Kebutuhan yang bersifat 

primer itu terdiri dari aspek agama, jiwa, alcal, harta, dan ketururnan, yang dikenal 

dengan istilah "Lima Prinsip Pokok". Kelima prinsip ini, menurut Hanafi, merupakan 

prinsip Hak Asasi Manusia dalam pengertian modern. Kedun, kepentingan terhadap 

kebutuhan yang melahirkan lceseluruhan aspelc dhnr2n-y di atas, yang jika tidak dimiliki 

manusia tidak akan membahayakan hidupnya, tetapi hanya akan menyulitkannya. 

Kebutuhan kedua ini mencakup aspek fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk 

mewujudkan kebutuhan utama di atas, sepesti kebutuhan terhadap listrik untuk 

perlindungan dalam rumah, sehingga karenanya bersifat sekunder (haji). Ketiga, 

kepentingan terhadap kebutuhan yang bersifat ornamental (tahsini) yang jika tidak 

dipunyai manusia tidak akan membal~ayakan l~idupnya. Kebutuhan ornamental ini 

mencakup hal-ha1 yang berkenaan dengan keindahan, seperti memberi wama dekoratif 

pada rumah agar tampak lebih indah. Status hukum dari ketiga kepentingan ini dapat 

berubah dari hajy ke dharul-i atau tnhsini sesuai dengan kaidah "Tnghayyurzrl AhkZm Bi 

Taghayyuril Azminah Wal Amkinnh ". '* 
Dalam mengkaji hukun~ pidana Islam kita alnbil conto11 dua persoalan yakni hukum 

rajam dan potong tangan. Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan 

umat Islam adalah hukum sajam. Ju11111ur ulama menganggap hukum rajam tetap eksis, 

sekalipun bersurnber pada kl7abnr nhnd. Se111e11tara golongan Khawarij, Muktazilah dan 

sebagian fuqaha Syiah menyatalcan bahwa sanksi bagi pezina adalah hukum dera 

( ~ a m b u k ) . ~ ~  Adapun alasan mereka yang menolak hukwn rajam adalah: 

G8 Ibid. 
69 Abdurahrnan al-Jaziri, Kit66 01-Fiqh A16 A/lnZhib nl- 'At-60 'ah, (Beirut: Dar al-Fiqh, t.t.), IV: 

179. 



1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hulcum yang ada dalam Islam, namun 

tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan hukurn rajam 

mestinya ditetapkan secara defiilitif dalanl nas. 

2. Hukuman bagi hamba sahaya adalah setengah dari orang merdeka. Kalau hukum 

rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada llukunlan separoh mati. 

Demikian juga ketentuan hukuman bagi Iceluarga Nabi dengan sanksi. dua kali 

lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah 

surat an-Nisa ayat 25 : 

". . . jika para budak yang telah terpelihara melak~ilcail perbuatan keji (zina), maka 
hukumannya adalah separoh dari wailita merdeka . . ." 

Ayat di atas menunjukan bahwa hukum rajanl tidak dapat dibagi dua, maka 

hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, 

maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 aclalah separoh, yakni lima puluh 

kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30. 

"Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbulcti melakukan perbuatan keji (zina), 
maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat.. .'' 

Ayat di atas menggarnbarkan bahwa l~ukum raja111 tidak dapat dilipatgandakan, yakni 

dua kali lipat. Jika diberlalcukan hulcum dera 100 kali malca dua kali lipatnya adalah 

200 kali. 



3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina 

muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya 

hukum rajam adalah lemah.70 

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam, sebagaimana dikutip oleh Fazlur 

Rahman, menyatakan bahwa hulcurn rajam dengan argun~entasi seluruh materi yang 

bersifat tradisional bersifat non reiable, di sanlping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an 

juga warisan sejarah orang-orang ~ a h u d i . ~ '  

Anwar Haryono menyatakan bahwa hukum rajal~z pertama kali diterapkan dalam 

sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. 

Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.72 

Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan 

dipraktekan dalam Islam, tetapi terjadi sebelu~n diturunlcannya surat an-Nur ayat (2). 

Hukum yang mtrhkun? sampai sekaranz bagi pezina adalal~ didera.73 Alangkah 

bijaksananya kalau kita mengatakan hukum hcrd itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali 

telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dsn tanpa 

adanya unsur subhat. 

Tidak ada maksud mengklainl kebenasan pada salah satu pihak yang pro dan kontra 

tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan 

mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. 

Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hulcum rajanz bukan hukum yang hidup 

70 Ali as-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkai~i, (Beirut: D2r al-Fikr, t.t.), IT: 107. 
7 1 Fazlur Rahman, Islam dun lLlodei.iiit~rs Transforinasi lntelek~zinl, alih bahasa Ahsin Muhammad, 

(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 35. 
72 Anwar Haryono, Hzrkzii~i Isluin Kelriosui7 cluti Keuclilinluntiycr, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 

178. 
75 Hasbi ash-Shiddieqy, Tlinjsir ..., hlm. 88. 



dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak 

lepas dari adanya perubahan koilstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi 

masyarakat muslim pada saat hukum rajain diterapkan. Perubahan masyarakat pada 

gilirannya merubah rasa hukzlm masyarakat, sehiilgga nlasyarakat enggan melaksanakan 

hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Di sini 

perlu dipahami bahwa perintah Rasul ulltuk rne~~ghul<um rajam bagi pezina harus 

diperhitungkan latar belakang historisnya: 

Adapun hukum potong tangan perlu djpahami secara kontekstual, dan dikaitkan 

dengan surat al-Maidah ayat 39: 

"Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimi1ya da11 mau menlperbaiki diri, maka Allah 
menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." 

Ayat tersebut di atas menggarnbarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para 

pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi 

sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapu~  hukum 

potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah professional. Hasbi ash- 

Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz ns-sariq, nmenunjukkan rnn 'rifnh, artinya orang yang 

jelas sebagai pencuri, profesi yang kel-jaannya ~nenlang berulang-ulang menc~r i . '~  

Sementara pencuri yang telali mengembalikan bzrang sebe!um kasusnya ke tacgan 

hakim, hanya berlaku hukum ta'zir. 

Selanjutnya Fazlur Rahman mengatakan, dalarn kasi~s pencurjan perlu diterapkan 

teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali niencuri tidak harus dipotong 

74 Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta Kecrgui?gm? Syai.i'at lslnin, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14. 



tangan, melainkan hukum t a ' ~ i r . ~ j  Teori tersebut didukung oleh M. Syahrur dengan teori 

halah al-had al- Ylii (batas Maksimal), artinya adanya batas hukum tertinggi tentang 

ketentuan hukum yang ada di dalan~ al-Quran. Contoh hukum potong tangan bagi pencuri 

berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 38 dan hukum qishash bagi pembunuh 

berdasarkan ketentuan hukum surat al-Baqarah ayat 178. 

Muhammad Syahrur memahami hukum potong. tangan dalam al-Qur'an sebagai 

hukum yang tertinggi dalam al-Qur'an. Al-tinya kita bole11 berijtihad mengurangi 

hukurnan tersebut dan tidak bole11 melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al- 

Qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang 

lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengall hukunlan yang lebih Jika ternyata 

kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah 

delik hirirbah. Beliau secara tegas menyatakan dalam' teori halah 01-had al-a'lii (batas 

maksimal): 

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang 

tertinggi dalam  slam.^^ Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi 

syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan 

berdasarkan al-Qur'an adalah hukum potong tangau. Hukum ini, menurut Syahfir adalah 

7' Fazlur Rahman, Metode dun Alternutif Neomodet.Mis,ne dalunl Islarn, (Bandung: Mizan, 1986), 
hlm. 60. 

76 Muhammad Syahrur, Al-Kit& ..., hlm. 455. 
77 Ibid., hlm. 455.-456. 



batas tertinggi dalarn al-Qur'an. Artinya hakim bole11 meniadalcan hukum potong tangan 

jika ada alasan yang mengharuskan untuk inenghindari hulcum potong tangan. 

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi 

ada alasan-alasan yang n~enguatkan dan mengharuslcan diberlakukannya hukum selain 

potong tangan. Seperti pencurian lcarena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan 

dalarn kaidah: 78 

Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan. 

Termasuk alasan yang mengharuskail untuk menghindari hukum potong tangan 

adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al- 

Khattab: 

Tidak ada hukum potong tangail bagi pencuri di saat nlusim kelaparan (paceklik).79 

Peristiwa ini terjadi pada musim keinarau panjang, tanah gersang bumi berubah 

menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu ('am ar-ramada). 

Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak 

memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik 

budak Hatib bin Abi Balta'ah hams lnengganti dua kali harga ~ n t a . ~ '  

Sanksi potong tangan dalam arti ~znjazi (potong kemampuan) atau penjara dalam 

konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan dengan syari'at 

'' Asjmuni A. Rahrnan, Qaidah-qaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86. 
79 Ibn al-Qayyim, I'lam at-Mz~waqi'iti ..., J [I: 22. 

Ahamad Hasan, Pintzi fjtihad Sebehinz Terttitz~p, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung: Pustaka, 
1985), hlm. 109. 



 slam." Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selanlanya menghukum potong 

tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran qaf'u al-yacl yang artinya potong 

kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara' jika dinilai 

efektif dan mampu membuat jesa bagi si pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat 

umum untuk tidak berbuat jahat. Untuk lnernperkuat argumentasi tersebut dapat 

dianalalogikan pada penafsiran ayat: 

s 4  k&\ &I \& 

Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia aka11 binasa (al-Lahab: 2). 

Demikian juga dalam kasus delik pencurian yang oleh sebagain pihak dianggap 

sebagai hukum yang dehumanis, yakni "potong tangan". Peneliti berpendapat dalarn 

kajian masalah ini perlu diterapkan teosi batas maksimal. Artinya, pencuri yang baru 

pertama kali mencuri tidak hasus dipotong tangan, melainkan hukum t a ' ~ i r . ' ~  Sementara 

Muhammad Syahrur, menlahami hukum potong tangan dalanl al-Qur'an sebagai hukum 

yang tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya kita bole11 berijtihad mengurangi hukuman 

tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan huku111 yang ada di dalam al-Qur'an. Dengan 

demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukunlan lain yang lebih rendah 

tetapi tidak boleh diganti dengan l~tikuman yang lebil~ t i ~ ~ g ~ i . ' ~  Jika ternyata kejahatannya 

lebih tinggi dari kas1.1~ pencurian, rnaka hukuman yai:g diterapkan adalah delik hiriibah. 

Beliau secara tegas menyatakan, bahwa 11ultun1 potong tangan dalam al-Quran adalah 

81 Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya hukum potong 
tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif terakhir sebagaimana hukuman mati. 

82 Fazlur Rahman, Metocle dan Altel-nnfif~Veon~oc/e~.~ii.rlne c l a / n ~ ~ ~  Islntn, (Bandung: Mizan, 1986), 
hlm. 60. 

83 Muhammad Syahrur, Al-Kifc?b JVa nL-Qzvan; Qil-u'nh ul-Mz1'asirah.(Syiria; D2r al-Kutub, 
1998).., hlm. 455. 



hukum tertinggi bagi pencuri.84 01eh lcarena itu hukum Pidana Islam bukanlah harga mati 

yang harus diterapkan berdasarkan teks, melainkan sangat kontekstual. 

Problem yang mandasar dalam pemikiran Hukum Islam adalah fungsi hukum 

Islam ketika dan perubahan sosial. Hukuin Islam yailg pada umumnya dipahami sebagai 

sebuah paradigma yang sakral dan relegius selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, 

yakni kepastian hukum disatu sisi dan realitas sosial yang selalu berubah dan menuntut 

adanya proses adaptasLS5 Perubahan sosial yang n~endasar, lcadang-kadang membawa 

tuntutan dan impilaksi yang mendasar terhadap konsep dan tuntutan hukum yang ada, 

karena Hukum Islam disyari'atkan untuk kenlaslahatan umatnya. 86 

Kedua, teori obyektivikasi, artinya upaya menjadikan hukum pidana Islam 

sebagai nilai-nilai yang obyektif, sehingga diterima ole11 seluruh lapisan masyarakat, 

bukanlah ha1 yang mudah, mengingat pemikiran suatu bangsa yang pluralis, 

menimbulkan keberagaman pula dalam menerima suatu aturan, termasuk di dalarnnya, 

pemberlakuan nilai-nilai hukum Pidana Islam. Karena itu sangat perlu dilakukan 

penggalian nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dari setiap aturan dan ketentuan yang ada 

dalam hukum pidana Islam. Penggalian nilai-nilai dasar tersebut hams dilakukan 

terhadap tiga permasalahan paling pokok yang biasa dikenal dalam kajian hukum pidana, 

yaitu konsep tentang tindak pidana: konsep tentang pertanggungjawaban pidana, dan 

konsep tentang sanksi. Dengan demikian tiga permasalahan tersebut perlu dikaji dari 

sudut pandang hukum pidana Islam sel-ta ditelusuri nilai-nilai filosofisnya masing- 

masing. 

84 lbid., him. 455.-456. 
8 5 ~ .  Larnmens, lslant Belief and I ~ S I ~ I L / ~ ~ O I ~ S ,  cet. 2 ,  (New Delhi: Oriental Books Reprint 

Corporation, 1979), him. 48. 
8 6 ~ b d u l  Wahab Khallaf, llmzr Upil 01-Fiqh, (Kairo: DHr al-Qalam: 1990), hlrn, 198. 



Dalam kaitannya deilgan masalah ini, tawaran Kuntowijoyo tentang 

"Obyektivikasi hukum Islam" sangat relevan uiltuk dijadikail dasar pijakan bagi upaya 

pembangunan hukum di Indonesia. Di sini ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai 

Islam, sebagai nilai universal tidak hanya diterima ole11 umat Islam sendiri, tetapi juga 

oleh umat agama lain tanpa harus meyakini nilai-nilai asal  slam).'^ Menurut 

Kuntowijoyo, nilai-nilai Islam harus diterjemahltan dalam Itategori-kategori obyektif 

sehingga dapat diterima semua pihak. Suatu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu 

dirasakan oleh orang non muslim sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai 

perbuatan keagamaan, walaupun di sisi lain orang Islam boleh jadi tetap memandang 

sebagai ibadah. Misalnya hukuin potong tangan dalam kasus pencurian, sebagaimana 

dijelaskan dalam ayat: 

&\* &,I & & 5 1' ' 3 s 
iz &;I 1+f4 zJul> SJG14 

..- .- 

Laki-laki dan perempuan yang n~encuri potonglah tailgan keduanya sebagai 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan 

\sans. Allah maha perkasa lagi maha bjjal. 88 

Ayat di atas mengandung sanltsi yang keras dan tegas dalam kasus pencurian, 

yakni hukum potong tangan. Namun peillahainan sanksi potong tangan tidak bersifat 

subyektif sebagai balasan belaka, tetapi mempunyai dua tendeilsi atau dua tujuan., yakni 

edukatif dan preventif. Tujuan yang bersifat edukatif dimaksudlcan sebagai penjeraan 

bagi pelaku tindak kejahatan (terpidana), sedanglcan preventif berfungsi memberi 

pelajaran bagi orang lain untuk tidak inelakukan kejahatan yang ~ e r u ~ a . ' ~  Maka tidak 

hams pencuri dipotong tangan. Obyelctifikasi Islaill tetap memandang hukum Islam 

87 Kuntowijoyo, Identitas Politik Utttot lsloni, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 67-69. 
"AI- aida ah (5): 3 8. 
" Abd al-Qadir Awdah, 01-Tnsyri' nl-.Ji17fi'i 01-lsllitlli, (Beiri~t: DBr al-Fikr, tt.), 1:392. 



sebagai sumber hukum, namun untuk dapat lnenjadi hukum positif hukum Islam hams 

diobyektivikasikan terlebih dahulu dengan melibatkan persetujuan seluruh 

warganagara. 90 

Arti penting gagasan "Obyektivikasi Islan~" terletalt pada tawaran untuk menjadi 

jalan tengah antara sekularisasi dan islamisasi, serta jalan tengah bagi berbagai 

kepentingan yang berbeda dari tiap agama. Penerapail hukum Islam secara penuh, seperti 

yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik, dipandang tidak lagi memungkinkan untuk 

konteks umat Islam Indonesia sekarang, di sainping juga karena realitas obyektif bangsa 

Indonesia yang plural mengharuskan kita untuk menghormati aspirasi golongan lain di 

luar Islam. Obyektivikasi inenawarkan sebuah metode untuk mentransformasikan hukum 

Islam ke dalam hukum nasional yang kenludian diberlakukan tidak hanya untuk umat 

Islam sendiri tetapi juga untuk umat beraganla lain. Contoh, jurin.lah qisas diyat dalam 

hukum Islam itu harus diparalelkan dengan tindak pidana pembunuhan, baik sengaja, 

semi sengaja atau pembunuhan salah. Sebagaimana di-jelaskan dalam surat al-Baqarah 

ayat 178- 179: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian kisas berkenaan 
dengan orang-orang yang terbunuh. Orang nlerdeka dengan merdeka, hamba- 
dengaIi hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang dimaafkan oleh 
keluarganya, hendaklah yang memberi maaf mengikutinya dengan cara yang 
baik dan orang diberi maaf hendaklah memberi diyat dengan cara yang baik 
pula, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhannya. Barang 
siapa yang melalpaui batas setelah itu, maka baginya siltsa yang amat pedih. 



Dalam ayat tersebut terkandung nilai-nilai humanisme yang bisa diterima oleh 

seluruh lapisan masyarakat, karena yang diterapkan tidak semata-mata hukum qisas yang 

hams diterapkan, melainkan hukuman diyat atau ganti rugi yang berimbas kepada nilai- 

nilai kemaslahatan. Oleh karena itu ltetika terjadi pembunuhan, maka hukurn yang 

diterapkan sangat kasuistik, apakah pembunuhan itu sengaja, semi sengaja atau salah. 

Perincian tindak pidana ini akan berpengaruh pada persoalan eksekusi dalam hukuman 

pidana Islam. 

Hukum Islam, termasuk aturan hukum telltang pemidanaannya, merupakan ajaran 

yang sesuai dan relevan untuk seluruh umat manusia. Namun karena kondisi masyarakat 

di setiap tempat dan waktu selalu berubah, maka perlu dilakukan pembumian hukum 

Islam tersebut sesuai dengan situasi dan ltondisi masing-masing wilayah. Apalagi 

kemudian secara metodologis, hukum Islam menerima kemungkinan untuk ditafsirkan 

berbeda-beda tergantung metodologi yang digunakan. Karena itu penelitian ini hendak 

melakukan upaya obyektivikasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konteks 

masyarakat Indonesia, sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum yang dapat diterima 

oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pada gilirannya menjadi hukum nasional, atau 

setidaknya menjadi kontributor terbesar bagi penibentukan hukum pidana nasional. 

Untuk melakukan ha1 itu, kajian penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan pokok, 

yaitu merumuskan nilai-nilai universal dan landasan filosofis yang terkandung dalam 

hukum pidana Islam, memformulasikan metodologi obyektifikasi hukum pidana Islam 

dalam konteks masyarakat Indonesia dalam bentuk trnasformasi pemikiran, dan 



kontribusi hukum pidana Islam dlam bentuk iiltegritasi dan interkoneksitas terhadap 

pembangunan hukum pidana nasional. 

Adapun transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam kerangka metode 

obyektivikasi diarahkan pada dua kategori, yaltni mentransformasi pemikiran dari 

pemahaman yang bersifat idiologi ditrailsfer ke sebuah ilmu, pemahaman yang bersifat 

subyektif ditarik ke sebuah pemikiran yang bersifat obyektif. Sementara dalarn tata 

hukum nasional di Indonesia, hukuill Isla~n telah dialtui sebagai sebuah sistem hukum 

yang dapat dijadikan bahan bagi pembentukan huku~n nasional, bersama-sama dengan 

sistem-sistem hukum yang lain seperti hukum Barat dan hukum ~ d a t . ~ '  Karena itu 

langkah yang diperlukan adalah mempersiapkan secara matang rumusan hukum Islam 

yang relevan dengan konteks keindonesiaan, agar norma-norma hukum pidana Islam 

dapat transform dalam konteksdimasyarakat Indonesia. 

Pertama, davi ideologi ke ilnw. Ideologi bersifat subyektif? normatif, dan 

tertutup. Ilmu bersifat obyektif, faktual, dan terbuka. Contoh, hukum rajam, hukum 

potong tangan, dan hukum qisas jika dipahami sebagai sebuah ideologi akan 

menghasilkan hukum yang bersifat tekstual atau leterhjk. Illnu ~nempunyai obyek dan 

obyek dari sebuah ilmu dapat dikaji aka11 kebenaranya.. Ideologi sering mengalami 

kesulitan ketika harus berhadapan dengan realitas yang ternyata berbeda dengan konsep 

normatif dari ideologi tersebut. Marksisnle gaga1 n ~ e m a h a ~ l ~ i  realitas bangsa Indonesia 

karena ia berusaha memaksakan teosi kelas dwi modelnya uiltuk memahami stratifikasi 

masyarakat yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Dikotomi antara tradisionalis dan 

modernis, antara nasionalis dan Islam, antara sekuler dan Islam, juga akibat dari berpikir 

9 1 Mudzakkir, "lntegrasi H u k u ~ n  Islam dalam H u k u ~ n  Nasional: Upaya Restrukturisasi 
Perundang-Undangan Nasional" dalam jurnal Morhcrbvna, No. 2 Tahun 11/2003, I~ lm.  23. 



ideologis. Akhimya umat tidak tidak dapat bersikap terbuka dan merangkul semua 

golongan. Umat Islam, termasuk dalarn ha1 memahami dan mengkaji hukurn pidana 

Islam, hams merubah pandangan ideologis menjadi pandangan ilmu. Fakta harus dilihat 

sebagai fakta yang otonom. Pandangan normatif yang tertutup tidak dapat dipaksakan 

terhadap realitas. Umat harus lebih terbuka sehingga sebanyak mungkin orang bisa 

masuk dan hukum Islam dapat lebih tampak sebagai rahn?ntnn lil 'nlamin. 

Kedua, dari subyektif ke ohyektg Perubahan dari cara berpikir subyektif ke 

obyektif bertujuan untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita obyektif. Zakat, misalnya, 

bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, namun sesungguhnya secara obyektif, 

tujuan zakat pada intinya adalah Itesejahteraan sosial. Demikian juga hukum potong 

tangan, secara subyektif sebagai pembalasan namun secara obyektif sebagai keamanan 

dan ketenteraman. Umat juga dituntut untuk menyikapi realitas secara obyektif dan 

membuang jauh-jauh sikap egosentris. Pluralisme sosial, budaya. dan agama merupakan 

kenyataan obyektif yang harus diterima dan disikapi secara arif bi.jaksana, karena dalam 

Islam perbedaan adalah sunnntullnh yang tidak dapat d i t ~ l a k . ~ ~  

Dari realitas sebagaimana terganbar pada paragrap di atas, maka agenda-agenda 

untuk mentransformasikan nilai-nilai huk~inl Pidana Islam ke dalan~ sebuah wacana yang 

yang sangat kontekstual menjadi amat strategis dan urgen, lebih-lebih jika dikaji secara 

mendasar dengan mengacu kepada hukum asal dan selalu berpegang pada prinsip 

maslahah al-amah. 

Di era pembaruan hukum pidana di Indonesia, berijtihad dalam menyelaraskan 

istilah-istilah tersebut merupaltan suatu tuntutan, bahkan dapat dikatakan suatu keharusan 

92 Kuntowijoyo, Identitas, hlrn. 3 5-26. 



dalam rangka memberikan kontibusi pemikiran norma-norma hukum pidana Islam bagi 

pembangunan hukum di Indonesia. 

3. Teori Perundang-undangarz 

Dengan adanya pluralitas wasisan hukum, terutama dari masa kolonial, dan 

berpengaruh sarnpai dengan sekarang maka di Indonesia belum terdapat apa yang disebut 

sebagai "hukum nasional" yang sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicita- 

citakan dalam UUD dan berlaku untuk semua penduduk. Dengan kata lain di samping 

belum ada "hukum Indonesia" juga belum ada unifikasi hul<um. karena dalam realitasnya 

secara garis besar ada tiga sumber hukun2 yang berlaku di Indonesia: yaitu hukum Barat, 

hukum Islam dan sistem hukum Adat. 

Menurut Roesco Pound hukuin itu hasus berasal dari atas ke bawah (top down), 

maksud teori itu, bahwa hul<um itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh 

masyarakat, karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Berdasarkan pernyataan di 

atas menurut teori perundangan-undangan di Indonesia. Hukum dapat dibentuk harus 

mempertimbangkan beberapa landasan, yalcni landasan filosofis, landasan yuridis, 

landasan politis dan sosiologis. 

G Metode Penelitian 

1 .  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan didukung data lapangan. Data 

yang digunakan dalam penelitian adalah data kepustakaan, yakni literatur yang terkait 

dengan kajian seperti kitab Hikn~ah at-Tasyri lva Falsafattrhtc, Kitab at-Tasyri' al- 

Jind 'ial-Isldmf karya A bdul Qadir ' Awdah. Kitab 01-Jar.h;lah M ~ G I  01- 'UqCbah fl al-Fiqh 

al-isliimr^, karya Muhammad Abii Zallrah, Al-Jard 'in? lva 01-Durb baina asy-Syari'ah w a  

al-Qanun karya Abd al-Khaliq. Kitab Nihoyat a/-M~~htfij, kasya Imam Ramli. Wahbah az- 

Zuhaili dalam kitab al-Fiqh 01-Isllir.~~f li:c1 Adilnttlhtl. Abdullahi Ahmed an-Na'im dengan 

Dekonstruksi Syari 'ahnya, AI-Kitfib ll!a 01-QurYin Qird'ah 01-h//t~'ojirah karya M. Syahriir 



bertemakan teori-teori yang dibangun dalam al-Al-Quran. Haliman dalam karyanya 

Hukum Pidana Islam menurut Adjaran Ahltlsunnah Waljama 'ah. Karya Topo Santoso, 

Menggagas hukum Pidana Islam, dan ~lzembunzikan Htlktlm Piduna Islam, RUUKUHP 

2008 dan leteratur lain yang sangat relevan dengan pembahasan disel-tasi ini. 

Data pendudung didapat berdasaskan hasil interview atau telaah pemikiran 

terhadap tokoh-tokoh progresif terhadap penerapan syari'at Islam di Indonesia, seperti 

Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, Mahfud MD, Yusril Ihsa Mahendra dan pemikir Islam yang 

ekstrim, mislanya dengan Ismail Yusanto dan Abu Bakar Ba'asyir. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptifunulitik, atau dapat dikatakan preskriptif; yaitu 

peneliti memberikan penilaian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan hukum, baik dalam al-Quran, as-Sunnah maupun pada model ijtihad para 

sahabat sepeninggal Nabi saw. Maka pada penelitian ini digali landasan norma-noma 

hukum pidana Islam secara normatif. Melakukan Icajian terhadap penerapan hukum 

normatif oleh Nabi dan ijtihad para sahabat yang secara tekstual bertentangan dengan 

teks hukum, akan tetapi secara substansial terdapat semangat merealsisir tujuan hukum 

Islam. Peneliti selanjutnya memberikan penilaian terhadap kondisi sosial pada saat 

hukum pidana Islam itu diterapkan. selanjutnya ditarik kepada suatu pemikiran agar 

transformasi hukum pidana Islam pada konteks masyarakat Indonesia, karena adanya 

perubahan waktu dan tempat. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif; artinya peneliti 

akan meneliti bagaimana bunyi teks baik dalam al-Quran dan as-Sunnah yang terkait 



dengan norma-norma hukum pidana Islam. Teks hukum dipahami dan tafsirkan sampai 

oleh Nabi dan sahabat akhirnya diterapkan. Pendekatan dimaksudkan guna mencarai dan 

menemukan model penafsiran teks dan penggaliail llukum, sehingga teks diterapkan 

secara kontekstual. 

Pendekatan Historis, artinya peneliti akan melihat se.jara11 transformasi pemikiran 

norma-norma hukum pidana Islam. Bentuk tl-asformasi dapat dilihat dari sejarah 

penafsiran teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejalasan hukum 

dan sejarah penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkan 

hukum syara7. 

Pendekatan Sosiologis, artinya penelitian akan melihat bagaimana sistem hukum 

yang ada di Indonesia dan kondisi masyarakat yang pluralis. Maka titik tekan pada 

penelitian ini adalah menjadikan hukum pidana Islam sebagai produk pemikiran hukum 

nasional yang dapat diterima ole11 seluruh lapisan illasyarakat Indonesia. Pendekatan ini 

sesuai dengan prinsip hukum yang dapat berubah karena adanya perubahan waktu, zaman 

dan tempat. 

4. Analisis data 

Penelitian ini akan menganalisis data berdasarkan perincian sebagai berikut: 

Pertama, peneliti menjelaskan ayat-ayat dan hadis Nabi yang terkait dengan ketentuan 

hukum pidana Islam. Mengapa terjadinya perubahan hukum (transformasi hukum) dalam 

al-Quran maupun Sunnah Nabi. Bahl<an terjadi trausforn~asi hukun~ Islam antara Nabi 

dan Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat Nabi. 

Kedua, Sejarah transformasi hukum disebabkan disamping dinamika waktu dan 

sosial, juga karena teks hukum bersifat dhnni dari segi dc~lc~lc~h dan qar'i dari segi matun. 



Maka terjadi multi tafsir dalam menterjemahkan teks hukum dan ini sangat berpengaruh 

pada produk hukurn tergantung dari author, waktu dan tempat. 

Ketiga, Peneliti akan menginterkoneksikan perubahan hukum dengan prinsip 

maslahah. Maka peneliti menggunakan lnetode penafsiran teks dan kausasi, disamping 

teori obyektivikasi dan teori perundang-undangan. 

Keempat, peneliti melihat fenomena lnasyaraltat Indonesia yang pluralistik. 

Mengingat sumber hukum nasional berasal dari hultum adat, barat dan Islam, maka 

secara obyektivitas ketiga sumber hultum tersebut berpeluang memberi kontribusi 

pemikiran terhadap pembungunan hukunl di Indonesia. 

Kelima, peneliti mengkonkritkan kaidah-kaidah llukun~ pidana pidana Islam 

dalam konteks keindonesiaan. Yakni upaya lnelljadi Itaidah hultum menjadi tenvujud. Hal 

ini dilakukan dengan adanya tshapan-proses-formulasi-legeslasi dan eksekusi. Peneliti 

hanya membatasi pada dataran formulasi hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip 

pembangunan hukum di Indonesia yakni ballwa dalam inembangun hukum di Indonesia, 

seharusnya semua pihak menghargai tata hultum nasional, yakni: 1) hukum nasional tidak 

boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) hukum Nasioanl harus mencerminkan asas 

demokrasi dan nomokratis, 3) mengandung nilai keadilan sosial. serta 4) menghargai 

pluralitas. 

Sistematika Pembahasan 

Di dalam kajian transformasi pelnikiran hukum pidana lslam dalam konteks ke 

Indonesiaan diawali dari pembahasan bab pendahuluan. Bab ini berangkat dari dasar 

pemikiran yang mana perdebatan penerapan hultum pidana Islam antara legal formal di 

satu sisi dan penerapan hukum pidalla Islam secara substansial di sisi lain menjadi 



perdebatan panjang, bakkan tak berkesudahan. Islam tidak inengatur tentang bentuk 

pemberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Sejarah pemberlakuan hukum Islam 

secara komprehensif menunjukkan ada fakta transformasi pemikiran, termasuk masalah 

penerapan hukum Pidana Islam. Pada perkembanganya tuntuan adanya transformasi 

pemikiran merupakan suatu keharusan, termasuk pemberlakuan hukum pidana Islam 

dalam konteks keindonesiaan. Dari dasar perniltiran tersebut di atas dapat dijadikan acuan 

untuk menentukan problem research dan pentingnya masalah untuk dikaji secara ilmiah 

serta tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Kajian selanjutnya berkisar tentang 

kerangka konseptual, yakni teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang dimunculkan dalam pokok masalah yakni teori obyektifikasi hukum pidana Islam 

dalam upaya memberikan kontribusi dalaln pembangunan hukum nasional. 

Bab kedua membicarakan tentang pengertian, unsur-unsur, klsivikasi dan asas- 

asas hukum pidana Islam. Bab ini besisikan pengertian, unsur-unsur tindak pidana, 

pembagian tindak pidana, asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak 

bersalah, asas kesamaan di depan hukun~ dan asas opui-tunitas. Bab ini penting untuk 

dikaji karena hukum manapun akan lnengawali pelnbicaraan tentang ruang lingkup kajian 

hukum pidana Islam. 

Bab ketiga membicarakan tentang transformasi hukum Islam, yang dikaji dalam 

bab ini adalah Sejarah Transforlnasi Hukum Islam Pidana Islam: antara teks dan konteks. 

Bab ini berbicara tentang dasar Fiqh dan Hukuin Islam, Ijtihad dan pembaruan hukum 

Islam, transformasi pemikiran dan perubahan sosial. Dibahas juga dalam bab ini tentang 

Transformasi penerapan hukum pidana Islam dalam lintasan sejarah: Masa Nabi, sahabat, 

Tabi'in, masa Stagnan dan masa kebangkitan. Pentingnya pelnbahasan pada bab ini, 



dikarenakan pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya 

pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan 

dengan spectrum masalah dewasa ini yang selnakin luas dan kompleks. Satu pertanyaan 

yang muncul adalah apakah hukum Islam lnalnpu mengantisipasi perkembangan dunia 

modern atau tidak?, apabila dilihat se.jara11 perkembangan hukum Islam dari masa ke 

masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem yang muncul. 

Bab keempat membahas tentang kedudukan Hulcum Islam dalam Tata Hukum di 

Indonesia, pembahasan dalam bab ini meliputi: Sistem Hukum di Indonesia, Masalah 

koodifikasi aspek politik hukum islam di indonesia dan aspek politik hukum islam di 

Indonesia. Sub kajian dalam bab ini meliputi syari'at islam dalam bingkai negara 

pancasila, formalisasi syari'at Islam di Indonesia antara pro dan kontra, syari'ah dan 

qanun. 

Bab kelima menkaji tentang Politilc Hulcum Pidana Islanl di Indonesia. Kajian 

dalam bab ini tentang prospek hukum pidana Islam di Indonesia, Model Obyketivikasi 

hukum Pidana Islam di Indonesia serta kemungkinan penerapan hukum pidana Islzim di 

Indonesia. Adapun obyektivikasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia diperinci 

dalam pembahasa Pengertian Obyektivitas Islanl Dasar Pemikiran Obyektivikasi 

Gagasan Pemikiran Obyektivikasi Obyelctivikasi sebagai Jalan Tengah 

Bab keenam berbicara tentang model tsansforn~asi norma-norma hukum pidana 

Islam dalam tata hukum Indonesia. Transformasi ini nleliputi klasivikasi tindak pidana, 

ketentuan pidana, yakni menkaji tentang konsep jnl-h?nh hz~diid, kisas diyat dan ta'zir. 

Bab ketujuh dibahas tentang transforl~~asi tentang transformasi ketentuan sanksi 

dalam konteks keindonesiaan. Konsep yang dibahas adalah sanksi delik perzinaan, saksi 



qazJ, sariqah, hiriibah, bughat, syurb 01-khci~nr, riddc~h dan kisas diyat. Juga dikaji 

pertanggungjawaban pidana dalam konteks lteindonesiaan. Kajian ini meliputi konsep 

pertanggungjawaban pidana, maksud inelawan hukuin, alasan pemaaf dan pembenar 

yang dapat mempengaruhi pertanggunpjawan pidaila sel-ta kontribusi konsep-konsep 

pertanggungjawaban pidana dalam ranglca pembangunan hukunl pidana di Indonesia 

Bab delapan yakni penutup yang berisilcan kesimpulan, saran dan rekomenadsi 

I. Desain Penelitian 

Secara keseluruhan, penelitian tentang transformasi pemikiran norma-norma 

hukum pidana Islam sebagai upaya bentuk baru tentang penerapan hukum pidana Islam 

ke dalam hukum yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Penelitian akan dilakukan 

dalam beberapa tahap, dari kajian terhadap teks hukum yang terkait dengan asas-asas 

hukum Pidana Islam, model penfasiran sampai diterapkannya asas-asas tersebut oleh 

Nabi dan sahabat berdasarkan dinalnika waktu dan sosial. Manhaj yang dibangun oleh 

Nabi dan sahabat yang menghasilkan produk hukum selanjutnya akan ditarik pada masa 

tertentu dan tempat tertentu, yakni Indonesia. Dari sini diharapkan dapat menemukan 

nilai-nilai universal dan filosofis serta asas-asas yang berkaitan dengan hukum Pidana 

Islam dan menjadi tujuan dari pensyari7atan atau penetapan aturan hukum pidana Islam. 

Kemudian pada tahapan kedua, setelah didapat nilai universal dan landasan filosofis dari 

hukum pidana Islam. Dengan teori maslal~ah, teori obyektivikasi hukum pidana Islam di 

Indonesia dan dukungan teori perundang-undangaq nlaka bentuk dan model transformasi 

hukum pidana Islam dapat memenuhi harapan l ~ u k ~ ~ n ~  pidana bani di Indonesia. Yakni 

hukum pidana Islam yang sesuai dengan tata hulcuin Indonesia. 



Alur dan kerangka pemikiran serta tahapan penelitian di atas dapat dilihat 
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BAB I1 
HUKUM PIDANA ISLAM, UNSUR-UNSUR, SUMBER HUKUM DAN 

ASAS-ASAS UMUMNYA 

A. Pengertian Hukum Pidana Islan~ (Ji~lfiylyal~) 

Jiniiyah merupakan bentuk verbal noun (I~~ct.~dal;) dari kata,janfi. Secara etimologi jan2 

berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jil~fiynh diartikan perbuatan dosa atau perbuatan 

salah. ' Seperti dalam kal imat jana  'ala qaztnlihi jir~clyatan artinya ia telah melakukan 

kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga beral-ti "memetik", seperti dalam kalimat janif as- 

samarat, artinya "memeti k bual~ dari polionnya". Orang yang berbuat jahat disebut jiini dan 

orang yang dikenai perbuatan disebut mzdnfi 'cl~aih.~ Kata jinfiyah dalam istilah hukum sering 

disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata ji17ii)lah mempunyai beberapa 

pengertian, seperti yang di~lngkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah: 

Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan it11 mengenai jiwa, harta benda, atau 
lainnya). Jadi j i n q a h  merupakan s ~ l a t ~ ~  tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat 
menimbulkan baliaya bagi jiwa, hasta, keturunar~, dan akal. 

Sebagian fuqaha menggunakan ltatajin@ctl7 untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa 

atau anggota badan, seperti membunuh, melultai, menggugurkan Itandungan dan lain sebagainya. 

Dengan demikian istilahfiqh ji11Gall sania dengan Iiukurn pidana. Haliman dalam desertasinya 

menyebutkan bahwa yang dimaks~~d dengan ~ L I ~ ~ L I I I I  pidana dalam syari'at Islam adalah 

ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang ~lntuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan 

I Luwis Ma'luc a/-Munji~l: ( (Bai r~~t :  D ~ I .  al-Fikr. 1954): li11ii. 88. 
Ibid, hlrn. 67. 
Abd al-Qadi,. Awdah, ~t-Ta.r~t.i '  ul-Ji,x7'i rrl-l.rlfitnjt (L3ail~t:  D ~ I .  a I -Ku t~~b .  1963); 1: 67. 



pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dil;e~iakan Iiukuman berupa penderitaan badan 

atau ha~-ta.~ 

Dalam Undang-~indang Huk~lrn Pidana Republilc Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat 

tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasa~.l;an pada berat-ringannya hukuman, yaitu 

jincTyah , janhah dan rnz~khalafah. Jiriayah di sini adalali jiniiyah yang disebutkan dalam 

konstitusi dan merupakan tindakan yalig paling besbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak 

pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur 

hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan jarihah adalah perbuatan yang diancam dengan 

hukuman lebih dari satu m i n g g ~ ~  tetapi tidak sampai kepada penjat~lhan hukuman mati atau 

hukuman seumur hidup (Pasal 1 1  KUHP RPA). Adapl~n n~tlkhalafah adalah jenis pelanggaran 

ringan yang ancaman hukumannya tidak lebili dari satu lninggu (Pasal 12 KUHP RPA).~ 

Pengertian jincTyah dalaln bahasa 11idonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, 

delik atau tindak pidana. 

Para fuqaha sering pula ~iienggunaka~i istilali j inf iyah ata~l jarinlah6. Istilah jarimah 

mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jiniiyah , baik dari segi bahasa maupun 

dari segi istilah. Dari segi bahasa jaril~~ah nierupakan kata jadian (inasdar) dengan asal kata 

Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan jat.in1ah diyat (denda), karena pada suatu saat denda 
karena diyal tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya: tetapi bisa kepacla kauni kerabatnya yang bertanggungjawab 
kepadanya yang dinamakan aqilal7 atau bisa jugs denda it11 dibebalikan kepada perbendaharaan negara (bail 01-mag 
pada kondisi jarimah tidal< mampu. Sebagai contoh pembun~llian yang dilakukan karena kesalahan (kharay. Baca 
desertasi Haliman, Hukzrn~ Pidana S~.at.i 'a1 /slot11 i\,leti/~t.rt/ ..ljotat1 Alili SZI~:III)N/~, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 
64. Bandingkan dengan lbnu Rusyd: Bidayah al-i\*lrtjtahid I,Ya i\'iliryali 01-il.litqtasicl, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 11: 
405. Para ulama sepakat terhadap pel-soalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa 
dibebankan kepada orang lain karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana lir,t.it~iah). Dalam ajaran Islam, asas 
s~ruk~ural responsibilily in i  tercerlnin dalam konsep mengenai Diyo~ i\.l1tkhofl$hh. Dalam kasus ini, selain pelaku 
tindak pidana, keluarga pelaku pun dibebani kewajiban membayar cliyat ( ~ ~ a n g  ganti rugi) kepada korban/keluarga 
korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi seca1.a serupa, sengqja atau alpa. Bahkan negara melalui 
bairzrl maul-nya (kas perbendahal-aan) dibebani pembayal-an diyat tevseb~~t apabila uang ganti rugi dari si pelaku 
maupun keluarganya tidak mencukupi. Alimad Hanati. .4sn.r-o.wr 1-111kitt11 Pidrttio lslat11. (Jakarta: Bulan Bintang, 
1967), hlm, 289-293. 

Ahmad Hanati, Asas-asas Mrtk~ttn Pirlnt7a I.rlntr7. (Sakal-ta: Bulan ~ in tang ;  1967), him, 2; As-Sayid Sabiq, 
Fiqh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikl-. 1992). 11: 237. 

Abd al-Qadir Awdah, .4t-Ta.syt.i'...: I :  lilm. 67. 



jarama yang artinya berbuat salali, seliirigga jnl-i171nh rnernpi~nyai arti perbuatan salah. Dari segi 

istilah, jarimah diartikan: 

(larangan-larangan syara' yang diancam oleli Allali derigan Iii~lti~~nan llnd atau fa'zir). 

Hukuman had adalah s i ~ a t i ~  sanksi yang ltetenti~annya sudali dipastikan oleh nas. Adapun 

hukuman ta'zir adalah hukuman yarig pelaltsariaannya diserahkan sepenulinya kepada penguasa. 

Hukum ta Zir dijatuhkan dengall ~iie~npertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan 

kondisi masyarakat, serta tunt~~tan kepentingan urnurn. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman 

ta'zir diterapkan tidak secara definitif, ~nelainltan nielihat sit~lasi dan kondisi, dan bagaimana 

perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas 

dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslaliatan ~ ~ r n a t . ~  

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir sernua penetapan hukuman menerapkan jarimah 

taiir,  karena sifatnya yang lebih LllnLlrn dari elastis. Contohnya adalah Undang-undang No. 2 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. U~idang-uridang i r i i  sistem berlakunya berbeda 

dengan undang-undang sebelumnya, baik dari segi sanksi atau jenis pelanggarannya dan 

kemungkinan akan berubah lagi jika muncul i~~idang-~~ndang yang baru. Undang-undang tentang 

Linkungan Hidup, undang-undang tentang keperdataari mailpiln undang-undang kepidanaan 

sangat berpotensi mengalami peri~bahan dengari nienyesuaika~i siti~asi dan kondisi. 

Apa yang menyebabka~i suatu perbuatari dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak 

lain adalah karena perbuatan it11 sangat nierugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau 

kepercayaan-kepercayaan atau liarta benda, nama baik, keliormatan, jiwa dan lain sebagainya, 

Larangan-larangan syara' yang dimaksud ada kalanya menger:jakan perbuatan yang dilarang dan 
adakalanya meninggalkan perbuatan ynng dipcl.intnh, Al-h/lo\vardi, ,411-:lhkrSnr 01-Stlllnt~iyah, (Mesir: D5r al-Bab al- 
Halabi, 1973 ), hlm. 2 19. 

Abd al-Wahab Khalar; 11,~n1 Liyfil CII-FiqI,. (Mesir: D ~ I .  al-($lam. 1998). lilm. 198. 



yang kesemuannya itu menurut h~1k~11ii syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. 

Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara7 dengan t ~ ~ j u a n  agar seseorang tidak mudah 

berbuat jarimah. Dengan harapan derigan diterapkannya ancalnan dan hukuman bagi pelaku 

jarimah akan tenvuj ud kemaslahatan Llrnat. A bdul Wahab Kha laf mengatakan bahwa tujuan 

umum disyari'atkan hukum adalah ~ ~ n t ~ r k  merealisir kemaslaliatam ~11nat~.  Demikian juga hukum 

Islam ditegakkan untuk melindungi lima ha], yaitu ~ l n t ~ ~ k  perlindungan terhadap agama, jiwa, 

keturunan, aka], dan harta benda. 

Perlindungan terhadap agama harus selalu ditegakkan, sehingga terhadap tindak kejahatan 

penghinaan terhadap agama atau kepercayaan dikenai sanksi. Dalam jarimah hudijd ada jarimah 

riddah, yaitu murtadnya seseorang dikenai hukuman mati. Perlindungan terhadap agama sama 

artinya dengan larangan orang ~nerusak atau meninggalkan agama. 

Peclindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang 

mengganggu jiwa seseorang, oleh karena it11 liukuln Islani melarang membunuh, dan melukai 

anggota badan. Proteksi terliadap jiwa dala~n hukum pidana Islam dibahas dalam jarimah kisas 

10 diyat . 

Sedangkan dalam ha1 perlindungan terhadap keturunan, Iiukum pidana Islam melarang 

berbuat zina, karena perbuatan zina akan ~nenjadikan kaburnya keturunan. Hukum Islam datang 

untuk merombak bentuk perkawinan-perkavinan pada zaman jaliiliyah yang tidak mempertegas 

nasab. Proteksi terhadap nasab diri~aks~~dkan agar ~nereka yang dilahirkan juga mempunyai hak- 

hak yang sama, seperti status sosial, waris, perwalian dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi 

lo Jarimah kisas diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap j iwa atau anggota 
tubuh seseorang. Hukurnan terhadap lindak pidana ini adalali qiso.r; (yaih memberikan pel-lakuan yang sama kepada 
terpidana sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan: 1nisaln):a membunuh dibalas dengan hukuman mati) atau 
diyat yaitu ganti rugi dengan hal-ta melalui kepirl~isan hakim, Al-.I~i~:iani, At-To'~.f$a/, (Beirut: Dsr al-Fikr, t.t.). hlm. 
354. 



ketidakjelasan keturunan, rnaka hukum pidana Islarn rnelarang berbuat zina dan sebagai 

sanksinya adalah hukurn jilid (dera) atau r j an i .  

Perlindungan terhadap akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat 

merusak akal, sehingga tidalt tevbatas pada masalal1 kl~anlr (mir~uman keras), tetapi termasuk 

barang sejenisnya, seperti rnorfin, heroin, gan.ja, arak, bir, extasy, pi1 Itoplo, dan lain-lain. Oleh 

karena itu perbuatan seseorang yang dapat merugikan aka1 dikenai sanksi. Dalam hukum pidana 

Islam termasuk katagori jarinlah hz~dfid bagi perb~~atan perusak aka1 yang dikenal dengan 

sebutan jarimah syurb al-khalnr, al-tinya rn inutn-minuman keras. 

Perlindungan terhadap harta sangat ditekankan oleh agarna Islam. Setiap perbuatan yang 

dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh lslarn dan pelakunya ditindak tegas. Oleh 

karena itu pencurian, penipuan, penggelapan, rnenip~~ timbangan, semua itu tennasuk perbuatan 

yang dilarang. Hukum pidana Islarn menggolongkannya Ite dalarn hukum pidana pencurian dan 

hirabah (penyamunan). 

Demikian pula dalarn masalali-masalah yang apabila dilakukan dapat merugikan 

kepentingan umum, semua it11 diatur dan ditegaslsan dalalnjnl-;/nah Ia i i r ,  yaitu semua jarimah 

yang jenisnya dan sanksinya disesahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya 

kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan. 

Hukuman diancarnkan kepada seseorang pembuat ,jnrir~in/ agar orang tersebut tidak 

meng~rlangi tindak kejahatan, juga rnernberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat 

jarinzah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan 

perintah saja tidak cukup, seperti periiital~ shalat, zakat: haji bagi orang yang mampu. 

Pelanggaran terhadap perintah di atas terrnasuk ha1 yang biasa, darl orang tidak takut untuk 

melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan 

mencuri, zina, menipu, menyerobot liak orang lain: tidak rnernbayar zakat, tidak membayar 



kafarah dan lain sebagainya, ha1 it11 bole11 jadi rnembawa keuntungan bagi pelaku jarimah 

(perorangan tertentu). Keuntungan seniacam i tit sama sekal i tidak menjad i pertimbangan syara', 

perbuatan tersebut tetap dilarang, karena menganggap 01-akhlak al-karimnh sebagai sendi dalam 

masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan dikenai hukuman. 

Sedangkan hukum positif keberadaannya tidak demikian, baIil<an boleh dikatakan hukum positif 

tidak menganggap al-akhlak al-knrimah sebagai send i da lam masyarakat, sehingga suatu 

perbuatan baru diancam pida~ia kalau perbuatan it11 ~nernbawa kerugian pada masyarakat. 

Contohnya dalam delik zina, huku111 positif tidak menghukum perbuatan tersebut kecuali ada 

unsur perkosaan yang membawa kerugian pada salah sat11 pihak, akan tetapi hukum lslam 

menghukum perbuatan tersebut dalam keadaan apapiln setelah terbukti adanya perbuatan zina. 

Contoh lainnya dala~n ha1 delik minum-~ninuman keras. Hukum positif baru menjatuhkan 

hukuman bila pemabuk it11 mengganggu ketertiban urnurn, akan tetapi syari'at Islam 

menghukum peminum khan?,-, karena unsur perbuatannya, yaitlr bahwa minum khamr adalah 

perbuatan keji sehingga pelakunya liarus dikenai sanksi atau li~rkuriian". 

Hukum positif dalam ~nenjati~hkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa 

perbuatan seseorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang 

diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum lslarn dasar pertimbangan penjatuhan hukuman 

adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena j ika akhlak terpelihara maka 

akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat. 

Di mirka telah disebutkan terita~ig definisi jnrin~ah, pit11 "larangan-larangan syara' yang 

diancam dengan hukuman had atau 1c1'zir. Larangall-larangan tersebut berkaitan dengan sikap 

berbuat atau tidak berbuat. Sikap berbuat yang dianggap sebagai s ~ ~ a t u  tindak pidana, misalkan 

al-Quran melarang membunuh, dan bila seseorang melakukan pembunuhan maka tindakan orang 

' I  Abd al-Qadir Awdah. At-Tc~.sy~.i'...: I: lilm. 70. 



tersebut dianggap ~nelakukan tindak pidaria de~igan siltap berbuat. AI-Quran melarang berzina, 

maka zina dianggap pelanggaran hukum. Adapirn co~itoli tidak berbuat yang dapat dianggap 

sebagai tindak pidana adalah tidak ~iieriiberi ~iiakan ltepada orang yang ditahan. Perbuatan 

semacam in i  dianggap perbuatan tindak pidana dengari siltap tidalt berbuat. Ketentuan tersebut 

datangnya dari nas (al-Qur'an dari al-Hadis), hasil ijtiliad yang telali disepakati (ijmayr2 Contoh 

ijma' yang berkaitan dengan hukum pidaria Islam "pada waltt~r U~nar-bin Khattab menjabat 

sebagai khalifah ada seseorang yang ~nati dibunuli ole11 dua orang. Beliau ragu-ragu untuk 

menjatuhkan hukuman, maka beliau bertanya, "Dapatkali beberapa orang dihukum kisas lantaran 

membunuh satu orang?". Akhirnya ia mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Dalam 

musyawarah Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Bagaimana pendapatmu ya Khalifah, jika ada 

seseorang mencuri seekor kambing dan iliasing-masing dari mereka menikmati bagian dari hasil 

curian, apakah kau akan memotong tangari rnereka sebagai hukurnan?". Umar menjawab, "Ya". 

Ali akhirnya berkata, "Kalau begitu kasus i r i i  sama". Sidang riienyet~!jui pendapat Ali, akhirnya 

dalam kasus tersebut Umar bin Kliatab memerintalikan hukum kisas kepada semua pelaku yang 

terlibat dalam pembunuhan. Sela~ijutriya ia berfatwa seandainya penduduk Sana membunuh satu 

orang dengan cara keji, maka niscaya akan saya bunuh semua." 

Secara singkat dapat dijelaskan, baliwa suatu perbuatan dianggap delik ('jarimah) bila 

terpenuhi syarat dan rukun. Adapuri rukun ja~ininh dapat dikategoriltan menjadi 2 (dua): 

I2 ljnla' menurut istilah i~lama ahli LISIILII  ialali kesepakatan semua mi!jtahidin di antara umat Islam pada 
suatu masa setelah wafanya Rasulullali, atas hukum syar'i mengenai suatu perisliwa. Lihat Abdul Wahab Khalaf, 
Ilmu U$iil a/-Fiqh, alih bahasa Noel lskandar dkk. Koicloh-Kaidah I-1liklii11 Islaili (.lakarta: Rajawali Press, 1991), 
hlm. 64. 

13 . As-Sayid Sabiq, Fiqh us-Siinimli, (Beirut: D~I .  al-Fikr, 1992), 11: 127. 



pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, 

unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarin~ah tertentu14. 

Adapun yang termasuk dalan~ unsur-unsur umum jari~ilcrh adalah : 

1 .  Unsur formil (adanya undang-undang atau ~ias). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap 

melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang 

yang mengaturnya. Dalarn hulcu~n positif rnasalah ini dikenal d-engan istilah asas legalitas, 

yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap ~nelawan hukum dan pelakunya tidak dapat 

dikenai sanksi sebelum adanya peratiiran yang mengundangkannya15. Dalam syari'at Islam 

lebih dikenal dengan istilah ar-rzlkn a.s;y-syar'i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah 

"tidak ada perbuatan yang dianggap ~nelanggar hukum dan tidak ada hukuman yang 

dijatuhkan kecuali adanya ketentiran nas". Kaidali lain menyebutkan "tiada hukuman bagi 

perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan n a ~ " ' ~ .  

2. Unsur materiil (sifat melawan ~UI<LIIII). AI-ti nya adanya t ingkah laku seseorang yang 

membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam 

hukum pidana lslam disebut dengan ar-rukn a?-n~iidi. 

3. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana terhadap jcrri~nal? yang dilakukannya. Dala~n syari'at Islam unsur 

moril disebut dengan ar-rukn al-adabi. Hali~nan dalaln desertasinya menambahkan, bahwa 

orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan 

orang gila, bukan anak-anak dan bulcan karena dipaksa atau Icarena pembelaan diri." 

14 Ibid, hlm. 1 10-1 1 1 .  
15 KLIHP Pasal 1 ayat ( I ) .  
I 6  Abd al-Qadir Awdah, A[-Tasyri' ..., 1: 12 1 .  
17 Hal iman, Hzrkziin Pidaiia lslnin 11 /~IIIII.III .-ljrii.aii Alili Siinali i~~al-Jninanh, (.lakarta: Bu Ian Bintang, 1 968), 

hlm. 48. 



Unsur-unsur ulnum di atas tidak sela~na~iya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan 

guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan huku~ii pidana lslam dari sisi kapan 

peristiwa pidana terjadi.I8 

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan ilnsur khusus ialah unsur yang hanya 

terdapat pada peristiwa pidana (jari171ah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis 

jarimah yang satu dengan jenis jarilnah yang lainnya. Misalnya pada jarinlah pencurian, harus 

terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbi~atan it11 dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, 

barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak 

pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat 

penyimpanan dan mencapai sat11 nisab19. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak 

sama dengan jarimah hirabah (penyamunan), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh 

dari keramaian dan menggunakan senjata. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara ilnsirr yang irmilm dan khusus pada 

jarimah ada perbedaan. Unsur urnuln jari17lah macamnya hanya sat11 dan sama pada setiap 

jarimah, sedangkan unsur yang khi~si~s  bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis 

jarimah 

C. Sumber-sumber EIukum Pidana Islani 

Hukum pidana lslam Wqh jin8,vnk) rnei.i~pakan bagian dari kajian fiqh pada umumnya, 

sehingga tak ada perbedaan yang mengenai sumber hukumnya. Hanya ulama klasik 

mempertentangkan tentang surnber I I L I ~ L I ~  pendukung. Al-Quran dan sunnah tidak diragukan 

I8 Ahmad Hanafi: Asas-asas ..., hlm. 36. 

I 9 ~ b i i  Zahrah, A/-Jarhah   on 01-Uqlrbn/i,ji Fiqh 01-IsICTIII, (Ivlesil: D?ir al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 
t.t.), I :  147. 



lagi sebagi sumber hukum pidana Islam, tetapi ijma' qiyas, istihsan, isislah, issihab, saddudari'ah 

'urf, maihab sahabi dan syar'u man qablana diperselisil~kan.20 

Dalil-dalil hukum (al-adilah a/-syar'iyah) merupakan teks-telts hukum yang digunakan 

sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentilan l~ukum.~'  Untilk lnenjelaskan arti "sumber 

hukum Islam" ahli ushul nienggunal<an istilah dalil-dalil syar'iyyah (01-adillah al-syar'iyyah). 

Penggunaan ist ilah masiidir a/-ahkiinl oleh 11 lama sekarang in i tentit yang dimaksudkannya 

adalah searti dengan istilah a/-adillah al-~yar ' iyyah.~~ Walailpun sesungguhnya ada perbedaan 

kalau kita cermati, kata masdar jalnaknya niasc?cir berarti wadah yang dari padanya digali, 

ditimba dan ditemukan norma-norma huki~rn.~' Sedangkan kata dalil lnerupakan petunjuk yang 

membawa kita menemukan hukum te r ten t i~ .~~ 

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an dan hadis, 

karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedang kata dalil di samping dapat 

digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku ilntuk ijnicr', qiyas, isthsan, istislah 

sadudzdzari 'ah, u d  istishab karena lnelnang sem uanya rnenuntun kepada penemuan h ~ k u m . ~ '  

Sebagian ahli hukuln Islam yang lain berkesi~npillan bahwa silrnber hukum Islam ada 

tiga, yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu.26 Menyebutkan tiga macam sumber hukum Islam itu 

didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): 59 : 

'O~bd. Qadir Awda h, Ar-Tasyl,i a/-Jii12j'i a/-lsl2jini. . .I:  1 75.  
21 Wael B. Hallaq, A Histoty of Isla~~lic Legnl Theories. Sejarah Teori H ~ l k u m  Islatn, alih bahasa E. 

Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, ~ O O I ) ,  hlm. 277. 
22 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukutn Islatn, cet. Ite-2 (Jakarta: Bunli Aksara, i992), hlm. 20. 

23 Wael B. Hallaq. Sejarah Teori Hukum Islatn, alih bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. 
ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. I. 

24 Ibid. 
2.5 Muhammad Daud Ali, H~tk~rtn Islatn, Pengantar Iltilu H~rklrii~ clan Tata Huk~on  Islam diIndonesia, cet. 

ke-5 (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69. 
i6 Ahmad Azhar Basyir, Hukurn Adat bagi Utilnt is la ti^, cet. Ite-1 (Yogyaltarta: Nur Cahya, 1983), hlm. 7. 



Ayat ini memberikan penjelasan agar orang berinian taat kepada Allah, taat kepada 

Rasul-Nya dan ulul an7ri dari niel-eka, dali jika berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Perintah taat kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada 

al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sitmber hukum. Perintah taat kepada ulul amri menunjuk 

kepada ijma' sebagai sumber hukum. Sedangkan perkataan jika kamil berbeda pendapat 

kembalikanlah kepada Allah dan Rasill menunjuk kepada al-qiyds sebagai sumber hukum. 

Menurut akidah Islam, Tuhan menyatakan pada saat momen penciptaannya, bahwa Dia 

menciptakan sesuatu yang mengagitmkan yang layak mendapatkan penghargaan tertinggi. 

Sesuatu itu adalah kemampuan lnanusia untulc berfikir (menalar atail nql). Bahkan ketika sesuatu 

perkara dihadapkan kepada manusia dan tidak dijumpai hukumnya sebagaimana hukum Tuhan. 

Maka di sinilah dibutuhkan penalaran, sebagaitnana pernah diceritakan oleh Nabi: 

J G ~ I ~ U > L ~ & \  J & & S ~  JG~&IJI IJL+ +hIJgvJ~l 

. Hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum adanya suniber I~ukum bi ra'yu dan sekaligus 

sebagai landasannya, yang secara tegas diseritakari sebagai berikut: bahwa semasa hidupnya di 

suatu hari Rasulul lah saw. bertanya kepada Mu'adz bin .labal yang diiltlls Nabi untuk menjadi 

penguasa di Yaman. Nabi berlcata: "Bagaimana anda ~nengalnbil kep~ltusan jika kepada anda 

dihadapkan kepada suatu persoalan?" Muadz menjawab: "Saya ~nemittilskan berdasarkan apa 

27 Abii DBwiid Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani nl-Azdi, S~rrlan Abi Diiwfid (Bandung: Dahlan, 
tt.), 111: 303. 



yang ada dalam al-Qur'an". Nabi bertanya, "Seandainya anda tidalc lnene~nukan pemecahannya 

dalam al-Qur'an?" Muadz menjawab: "Saya niemutuskan berdasarkan Sunnah". Kemudian Nabi 

bertanya lagi: "Seandainya dalaln Sunnah tidak d itemukan pemecahannya?" Muadz menjawab: 

"Saya mengamalkan ijtihad dengan ra'yu dan saya tidak akan membiarkan persoalan itu tanpa 

putusan". Muadz mengatakan: "Mendengar jawaban it11 Rasulullah kemudian menepuk dadaku 

dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah mernberikan taufiq-Nya kepada utusan 

Rasulullah dengan ha1 yang melegakan hati ~ a s u l u l l a h " . ~ ~  Dengan dernikian sumber-sumber 

hukum Islam ada tiga yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu. Sebaliknya jika kita simak penjelaskan 

surat an-NisFi' (4): 59 di atas, ijma' dan qiyas dipandang sebagai salah satu metode ijtihad, di 

samping adanya metode lain, sepe~ti istihsan, maslahnh n7zir.raIah dan sebagainya. 29 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sumber hukum lslarn ada dua yaitu sumber 

utama (pokok): al-Qur'an dan hadis. Dan surnber pendukung yaitir ra'yu atau ijtihad3' yang 

merupakan metode berfikir dalam memahami al-Qur'an dan hadis dan metode menetapkan 

hukum sesuatu masalah yang tidak ada nasnya, demikian pula rnetode i~n t i~k  rnenetapkan kaidah 

kulliyah yang diambil dari berbagai ayat irntirk dasar penetapan Iiukum bagi masalah-masalah 

yang akan datang. Pada perke~nabangannya muncul sulnber hulcum Islam yang disusun secara 

hirarkhi dan sistematik, yakni al-Quran, al-Sunnali, al-ljma' al-Qiyas, L~tihsan, Maslahah al- 

mursalah, Istishab, UUJ: Saddziiiari 'ah, Mailiab Sa habi dan Syar 'ti nmn eablana3' .Sumber 

hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) pada hakilcatnya sarna dengan kajian fiqh yang lain, yakni 

Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber irtama .Adapun nl-ljr~ia' nl-Qiyas, Istihsan, Maslahah 

28 Ab- Dgwid Sulairnan bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sonan ilbi D611vid (Bandung: Dahlan, tt.), Ill: 
303. 

'"hmad Azliar Basyir, Hzrk~rril Arlof., him. 7.  
30 Mahrnud Syalt~lt berpendapat baliwa r0)zr snlna dengan i.jtihad. Caca Mallmud Syaltut, l s l~ in  'Aqidah wo Syari'uh 

(Cairo: Dlr al-Qalarn, 1966). hl~n. 56. 
3 1 Satria Efendi, Ushi11 Fiqh, . ..hlni.77. 



al-rnursalah, Istishab, Urf: Saddudzdzari'ah, Mazhab Saliabi dan Syar'u man ~ a b l a n a ~ ~ s e b a ~ a i  

sumber pendukung. 

D. Klasivikasi Tindak Pidana dalam Islam 

Di awal telah penulis singgung baliwa para fi~qaha sering lnenggi~nakan istilah jiniyah 

atau j a r i n ~ a h ~ ~ .  Istilah jar inah mernpirnyai kandungan arti yarig sarna dengan istilah jinfiyah, 

baik dari segi bahasa maupiin dari segi istilah. Jcrri117ah d iarti kan: 

(larangan-larangan syara' yang diancam oleli Allah dengan Iiukuman had atau ta'zir). 

Hukurnan had adalali suatir sanksi yarig ketentuannya sudali dipastikan oleh nas. Adapun 

hukuman t a i i r  adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 

Hukum t a i i r  dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan 

kondisi masyarakat, serta tuntiltan kepenti~iga~i ilmirm. Hal i r i i  dapat dikatakan bahwa hukuman 

taiir diterapkan tidak secara definitif, melainkan meliliat situasi dan kondisi, dan bagaimana 

perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas 

dikenakan demi menjamin ketentra~nan dan keniaslaliatan 11mat.j' Dari pengertian tersebut dapat 

dirumuskan tentang pembagian tindak pidana dala~n Islarii. Ulania fiqh lnelnbagi jarimah (tindak 

pidana) dari berbagai segi: 

1 .  Jarimah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hzldcd, kisas diyat 

dan ta iir. 

32 Satria Efendi, Ushzrl Fiqh, . . .hlm.77. 
33 Abd al-Qadir Awdah, A[-Tasyri' ..., 1: hlm. 67. 
34 Larangan-larangan syara' yang diniaksud ada kalanya men_eerjakan perbuatan yang dilarang dan 

adakalanya meninggalkan perbuatan yang dipelintali, Al-Maii~ardi, .4l-t1/7kC71i1 01-S~ilpniyah, (Mesir: DBr at-Bab al- 
Halabi, 1973 ), him. 2 19. 

35 Abd at-Wahab Khalaf: I lmu U~zilnl-Fiqli, (Mesir: Dc7r at-Qalam: 1998): hlni. 198. 



Para ulama sepakat bahwa yang termasuk katagori dalarn j a r i ~ l n h  hzldzld ada tujuh, yaitu 

(a) zina, (b) qazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan 

(hirGbah), (e) pemberontakan (01-bqhy), (0 minum-minuman keras, dan (g) riddah 

(murtad) 36. Ketujuh macam jnrill~ah hzldzid tersebu t akan d i bahas dala~n bab tersendiri. 

1 .l .  Jarimah Hudutl 

Jarimah Hudiid yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman 

hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu l i ~ ~ k ~ ~ r n a n  had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud 

tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si 

korban atau walinya) atau masyarakat yang lnewakili (ulil al~iri). 

Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang out of date dan 

dehumanis. Tudingan itu terjadi karena ketidaksanggupan ~nereka ~nenangkap ruh syari'at Islam. 

Padahal hukum pidana lslam sebagaimana yang tel-tera dalam nas tidaklah absolut (Zetterlijk). 

Nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagairnana bunyi teks tetapi sangat kondisional. 

Hukum pidana Islam bukanlah bersifat ortodoks melainkan ~ne~nberikan ruang gerak bagi aka1 

fikiran manusia untuk ijtihad. ljtihad ini diberikan dalam rangka menginterpretasikan teks-teks 

hukum sehingga mampu merespon kebutulian dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Oleh 

karena itu perlu diadakan reaktiralisasi pe~nikiran hukum pidana lslam terutama dari sisi 

klasifikasi tindak pidana sampai kepada persoalan sanksi. 

Sistem hukum pidana lslam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum 

jahiliyah yang diskriminatif. Kabilah yang kuat di kala it11 sangat berhak dalam persoalan 

intervensi hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita (tertindas) 

karena ketidakberdayaanya. Islam datang dengan lnembawa panji menegakan hukum dengan 

prinsip keseimbangan dan keadilan. 

36 Abd al-Qadir Awdah, A/-Tasyr.r^'...; 1: 79. 



Reaktualisasi pemikiran ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk 

menjadikan sesuatu itu baru di satu sisi dan di sisi lain tetap tidal< merubah nilai dasar dari 

sesuatu yang diperbarui.37 Jika dikatakan reaktilalisasi pemikiran, ~naka  aktualisasinya meliputi 

bidang pemikiran, sikap, mental, perilaku atau tindakan manusia yang ~neliputi bidang ilmu, 

iman, dan a m a ~ . ~ ~  

Berkaitan dengan pe~naha~nan hukum pidana Isla~n yang berorientasi pada penegakan 

amar ma'ruf nahi munkar, maka tegaknya a/-nlaqngid asy-syarf'ah merupakan sebuah 

keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hukum pidana 

Islam, ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan 

pribadi atau golongan. Reaktualisasi pe~nikiran huku~n Islam sebenarnya bukan ha1 yang baru. 

Umar ibn al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong 

tangan yang terjadi pada musi~n paceklik.'9 Sikap Umar bukan lnengkhianati hukum Allah, 

melainkan semangat menangkap ruh syari'at Islam dengan pernahaman yang kontekstual. Hal 

senada juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika 

Rasulullah tidak menghukum apapun bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.40 

Pengaktualisasian pelnidanaan di sini bukan berarti ingin merubah nilai dasar, akan 

tetapi memahami kembali teks secara konseptilal dengan tidak merubah jiwa (ruh) syari'ah. 

Jarimah hudz7d sering d iarti kan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya 

ditetapkan secara mutlak oleh ~ l l a l i . ~ '  Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan 

hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini 

57 Rahman Ritonga, dkk., E~wiklopedi Hzlkz~ril Islo,t7, ed. Abd Aziz Dahlan, dkk., (Jakarta: 
lntermassa, 1997), hlm. 1488. 

38 Umar Syihab, Hzlkum Islam dull T/.o/~sfor/nosi Pe~niki~~c~n, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 
14. 

59 Ibn al-Qayyim, I'lam al-Mzlwaqi'i17 or-Rob ul-'Alumint (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 1 1  1: 22; Subhi 
Mahmasani, Falsafah at-Tasyri ' j i  al-Isliinz, (Mesir: D2r al-Qalam, 1949, hlln. 167. 

40 Abu Yusuf, Ar-Rad 'Ala Siyar al-Aura 'i, (Mesir: Dar al-Qalam, I 357 H.), hlm. 50. 
4 1 Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri ul-.Ji17a'i 01-lslii~n;, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 1: 79 



sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para i~lalna terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan 

para fuqaha mengklasifikasikan jariniah hzldzid sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan 

yang disebut secara rinci oleh al-Qu'ran sangat ~nendatangltan kemaslahatan baik perorangan 

maupun k o ~ e k t i f . ~ ~  Kedzla, Jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung 

oleh lafad yang ada di dalam al-Qur'an, sernentara tindak pidana lainnya tidak. 

Kejahatan hudiid adalah kejahatan yang paling serii~s dan berat dalam hukum pidana 

Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi i n i  tidak berarti bahwa kejahatan 

hudiid tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan 

dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini  dapat didefinisikan sebagai 

kejahatan yang diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak 

Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun 

kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Hasil ijtillad ini  diikuti oleh pemikir yang 

datang kemudian karena melihat i~rgensinya ketika ada pembagian jariniah berdasarkan berat 

ringanya hukuman, yaitu: h z ~ d ~ d ,  kisas diyat dun fakir. Mengingat ini adalah bentuk ijtihad, 

sehingga penggolonganyapun terjadi perselihihan pendapat. Jumhur ularna merumuskan jarimah 

hudud ada tujuh yaitu zina, qaif (tudul~an palsu zina), sariqah (pencurian), hiribah 

(perampokan), riddah (murtad), a/-baghy (pemberontakan), dan syzlrb a/-kharnr (meminum 

khamr).43 Sementara mazhab Malikiyah hanya n~emasukkan jariniah hz~dzid dalam lima kategori 

yaitu zina, qaif (tuduhan palsu zina), sariqnh (pencurian), hirfibah (perampokan) dan baghy 

(pem brontakan) .44 

Sejarah telah mencatat, bahwa tesjadi perbedaan ketika menerapkan sanksi dalam kasus 

yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai jariniah hz~dz~d. Teori gradasi diberlakukan 

lbid 
-13 Abd al-Qadx Awdah, At-Tqri.  .., I: 79; As-Sayid Sabiq, Fiqh a~.-S~flflOh, (Beirut: DBr al-Fikr, 1992), 

11: 302. 
Marsum, FiqhJiney~h, (Yogylkarta: Fakultas Hiiku111 UII, 19S6), hlm. 86. 



dengan prinsip adanya tahapan-taliapan dalam nienerapltan hukum dengan melihat kondisi 

individu dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa 

ayat 16), selanjutnya kurungan dalani rumah (surat an-Nisa ayat 15), tahap berikutnya hukuman 

dera (surat an-Nur ayat 2). Sementara huku~n rajam yang sumbernya hadis Nabi diperdebatkan 

keautentikannya. Terlebih jika hukum rajarn diltaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan surat al- 

Ahzab ayat 30. Dengan dernikian para fi~qalia di sa~nping rnenerapltan teori gradasi juga 

merasionalisasikan prinsip nasakh. 

Pada kasus pencurian yang ditegaskan dalam al-Qur'an dikenakan hukum potong tangan. 

Ternyata hukum tersebut bukan harga mati dalam Islam. Umar ibn al-Khattab pernah 

mengadakan penyimpangan asas legalitas dalarn hukum potong tangan yang terjadi pada musim 

paceklik (larang pangan).45 Sikap Umar bukan mengkhianati hu kum Allah, melainkan semangat 

menangkap ruh syari'at Islam dengan pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan 

oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa- 

apa bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat." ln i  bukti bahwa hukum Islam tidak 

tertutup bagi ijtihad. 

Persoalan konversi agama, yang jelas dilegalkan dalarn al-Qur'an, la ikraha ji ad-din 

(tidak ada paksaan dalam agama), dan hadis Nabi yang mengatakan man badala dinahzl 

faqtuluhu (siapa menukar agama bunuhlah ia), ini jelas suatu yang sangat apriori dalam 

pemikiran, karena sesunggi~hnya yang dibunuh bukan karena riddah-nya tetapi sifat desersi 

(pengkhianatan negara yang dibarengi dengall rni~rtad).~' 

Demikian halnya dengan kasus minum-minuman keras, pe~nberontakan dan qaif yang oleh 

jumhur dimasukkan dala~n jariniah hz~dzid. Jadi pada hakikatnya ada kebebasan untuk 

45 Ibn al-Qayyim, I ' h . .  ., 111: 23; Subhi h,lalu11asa1u, 1;~1ls~/bl?.. ., hhn. 167. 
46 Abu Yusuf, Ar-Kad.. ., hlnl. 50. 
47 Halirnan, Huktlm I'ici~rno l.iLlm ~\!lenu~.u~/l~~rlz~rr ,ll)li Sun~rl) w~rl J~r/?/rrrrl). (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 

hlm. 384. 



menetapkan hukuman, akan tetapi h i ~ l < i ~ m  Allah tetap dijadikan sebagai rambu-rambu dalam 

menegakkan keadilan. Oleh ]<arena it11 pemaharnan jnrin~ah hudz7d harus disikapi sebagai sebuah 

ijtihad ulama terdahulu. Pada perkem bangan hi~l<i~rn modern tida k lnustahil diinterpretasi kan 

kembali sesuai dengan perkembangan dan ti~ntutan zalnan dengan tidak merubah nilai-nilai 

dasar yang terkandung dalam syari'ah. 

a. J a r h a h  Zina 

Zina adalah hubungan kela~nin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan 

perkawinan yang sah dan dilaki~kan dengan sadar serta tanpa adanya unsilr ~ubhat .~ '  Delik 

perzinaan ditegaskan dala~n al-Qur7an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum 

menikah (ghairu mzlhsan) didasarkan pada ayat al-Qur7an, yakni didera seratus kali. Sementara 

bagi pezina mtlh~dn dikenakan sanksi rajanl. Rnjn~n dari segi bahasa berarti melempari  bat^.^' 

Sedangkan menurut istilah, raja111 adalah ~nelempari pezina nlzll~~nn sampai menemui a j a ~ n ~ a . ' ~  

Adapun dasar hukum dera atail cambilk serati~s kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 

Pezina pere~npuan dan laki-laki hendaklah dica~nbi~k seratils kali dan janganlah merasa belas 

kasihan kepada keduanya sehingga lnencegah kamu dala~n lnenjalankan hukum Allah, ha1 ini 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi 

(mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 

- -- 

.'a Abu Zahrah, A/-Juri~uh WLI a/-UqZ71?~1h f i  a/-Fiqh a/-%r/cS/ni, (Bei~xit: DDgr al-Fikr, t .  t.), 11: hlrn. 1 09. 
4Wasbi  ash-Shiddeqy, Tafsird-Qur'dn ~1/-1Lld~i'cIum-A~Z7r, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), AT: 136. 
jOAbU Zahrah,A/+rimah ..., hlrn. 142.: 



Sedangkan dasar penetapan hukun1 rajam adalah hadis Nabi: 

Terimalah dariku! Terilnalah dariku! Su~iggi~li Allah telah me~nberi jalan kepada mereka. 
Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. 
Dan orang yang telah kawin yang berzina didera serati~s kali dan dirajam. 

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat 

berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukulnan berat. Hal ini disebabkan karena 

perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam 

(dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia 

ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena 

muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri i~nt i~k melakukan pel-buatan tercela itu, apalagi kalau 

masih dalam ikatan perkawinan yang berarti ~nenyalciti dan ~nencemarkan nama baik 

keluarganya, sementara ghain~ mzrh.yii!i belum pernali menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih 

besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam 

dan tidak boleh diberi belas kasihan, sebagaimana firman Allah: 

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut kal-ena dala~n pandangan Islam zina, merupakan 

perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat ken~anusiaan secara umum. Apabila zina 

tidak diharamkan niscaya martabat manusia al;an hilang I;al-ena tata atwan perkawinan dalam 

3' Imam an-Na\b-a\vi, Sobill I\ l w s h  hi $ur5 on-Naiuo~ui, (ncirut: D 2 r  nl-Fikr, t. t.), XI: 1 SO. 



masyarakat akan rusak. Di sarnping it11 pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang 

kebolehan dan anjuran Allah i~nt i~k ~nenikali.'~ 

b. Jarimah QaZf 

Qaif dari segi bahasa berarti ur-ruri~yzl (riielernpar). Menurirt istilah, qaif adalah menuduh 

wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang ~ n e ~ a l t i n k a n . ~ ~  Dalam Islam, 

kehormatan merupakan suatu hak yang Iiarils diliridungi. Ole11 sebab itir, tuduhan zina yang tidak 

terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam huku~n Islam, perbuatan seperti 

ini masuk kategori tindak pidana hudzid yang diancarn dengan Iiukuman berat, yaitu 80 kali dera. 

Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti (quifl didasarkan pada firman Allah 

dalam surat an-Nur ayat 4: 

Dan orang-orang yang menuduh wanita-\vanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, rnaka deralah rnereka (yang menuduh itu) delapan puluh 
kali dera, dan janganlah kamu terinia kesaksian mer-eka buat selarna-lamanya. Dan mereka 
itulah orang-orang yang fasik. 

Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempiran dan bisa laki-laki. Perempuan baik- 

baik dinyatakan secara jelas dalani ayat sebagai contoli karena tuduhan palsu terhadap 

perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya ketimbang pals11 terliadap ~aki-laki.'~ 

Unsur tindak pidana dalam jarimnh gntf in i  ada tiga, yaitir (1) rnenuduh zina atau 

mengingkari nasab; (2) orang yang dituduh it11 mzlh,yi5n, dan bukan pezina; 3) ada itikad jahat. 

Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran t i ~ d u h a n n ~ a . ~ ~  Tuduhan zina itu 

5' Al-Ju rjawi, Hikmuh a t - T n y i ' m  .Falrufatt/ht/, (Beirut: Dilr a l - F h ,  t.t.), hlm. 31 6-31 8. 
5' Pengertian h i  dapat dipaharni dari isi surat 211-Nur ayat 4: "Barang siapa yang rnenuduh wanita baik- 

baik berbuat zina tanpa rnendatangkan einpat orang saksi, maka deralah ia delapan puluh kali deraan." 
54 Ibid, hhl.  68-69. 
55 13. A. Djazuli, Fiqh Jinyuh: Upuyu Mct~ungy~L~qi  Kcy",h~rf~rn d~rlrrm J.rl'~rn, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 

klm. 66. 



harus diucapkan dalam bahasa yarig tegas (eksplisit), sepel-ti "Hai Pezina", atau "Aku telah 

melihatmu berzina".j6 Sementara itu, terhadap tuduhan p r i g  berupa sindiran harus ada bukti- 

bukti lain yang menunjukkan maksud qozj Untuk menuduh zina tidal< disyaratkan menggunakan 

kata-kata tuduhan, tapi cukup dengan membenal-l<an tuduhan. Contohnya, A berkata kepada B, 

"Ibumu pezina", kemudian C bel-kata, "Itu benar", maka A dan C sama-sama penuduh zina. 

Namun demikian, dalam tuduhan disyaratkan sasarannya atau orang yang dituduh itu harus jelas. 

Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang yang terkena 

tuduhan zina.j7 Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat diperoleh baik melalui pengakuan 

terdakwa maupun alat bukti dua orang saksi.j8 

Tuduhan palsu sodomi dan lesbian, sarna hukumannya dengan tuduhan palsu zina, tetapi 

tuduhan palsu terhadap sodorni dan lesbian tidak dijatuhi huku~nan had, melainkan dengan 

ta iir. j9 

Syara' mengharamkan tuduhan zina, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman dera 

(cambuk). Karena tindakan ini  semata-mata karena kebohongannya saja, tetapi juga karena 

pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengall masyarakat. Dihukum 80 kali 

cambukan karena memang dosa penuduh zina lebih kecil dari pada pelaku zina, dan tidak 

diterima persaksiannya, kecuali penuduh it11 bertaubat. 60 

c. Jarimalz Sariqah 

Sariqah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatari mengambil harta orang lain secara 

diam-diam dengan maksud i~ntuk mernilil<i serta tidal< adanya paksaan. Menurut Syarbini al- 

Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat 

jqbid, hlm. 69. 
s7 H. A. Djazuli, .Figh ..., hlm. 66-67. 
58 As-Sayid Sabiq, Fiqb..., 11: 372-74. 
j T o p o  Santoso, Adembnmiknn Hz/kum l'id~u~a Ijlam, (Jakarta: Gema Ins;ani, 2003), hlm. 27. 
"JAl-Jurjawi, Hikm~lb..., 11h11. 299-230. 



penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan 

serta memenuhi syarat-syarat t e r t e n t ~ ~ . ~ '  Salin~ al-Uwa rnengastikan pencurian sebagai 

mengambil barang secara sembunyi-sembuyi dengan niat ~lntuk rnerniliki barang t e r s e b ~ t . ~ ~  

Al-Qur'gn menyatakan, orang yang lnencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum 

potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman 

Allah dalam surat al-Maidah ayat 38: 

Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan 
terhadap apa yang tnereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha 
perkasa lagi maha bijaksana. 

Dalam hadiS disebutkan: 

Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran ulnat sebelum kamu ialah mereka 
menegakkan had terhadap kaum lelnah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. 
Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimali putri Muhammad mencuri niscaya akan 
kupotong tangannya. 

Hukum potong tangan diberlakukan dalaln lslarn dengan melnpertimbangkan syarat dan 

rukun yang sangat ketat. Pertanla, syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, 

tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan it11 dilarang. Kedztrt, syarat yang berkaitan dengan 

materi curian yaitu menga~nbil hal-ta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan 

pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti ~nengalnbil barang dari rumah orang lain ketika 

penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari telnpat penyimanan, barang 

curian telah di tangan pencuri secara penul~.64 Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu 

barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta lnencapai satu nilai minimum tertentu 

f l  Syarbini al-Khatib, A4t/ghnial-A4t(htq, (hlesk DBr al-Bab al-Halal3i wa A\vladuhu, 1958), hlm. 158. 
Q Salirn al-Uwa, Fz UsCL a/-Niiami alJinG1i a/-lsldmi Dira.s~rh lrl-lllt(qurlm, (Icairo: D2r al-Ma'arif, 1978), 

hlm. 160. 
f l  Imam al-BukhSri, Sahih a/-BukhG,.;, ( B e b u t : ~ 2 r  a l - F h ,  t.t.), I\.': 48. 
64 Ibid, hlm. 73. 



(nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar % dinar atail lebih, sedang lmam Abu Hanifah 

menyatakan bahwa nisab pencilrian itit senilai 10 dirham atail 1 dinar.65 

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hultu~nan potong tangan pada pencurian 

harta dalam keluarga yang inti karena mereka diperbolehltan keluar ~nasilk tanpa izin. Menurut 

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai huku~nan potong tangan karena 

mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterilsnya salnpai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, 

anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, ltarena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan 

seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus 

pencurian antara suami i ~ t r i . ~ ~  

Sebagaimana tindak pidana lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia 

karena ada pertimbangan syara' yang rne~nbawa kernaslahatan inasyarakat luas. Sebagaimana 

diungkapkan oleh al-Jurjawi: 

Pencurian dilarang oleh Islam guns memeliliara keterati~ran masyarakat dalam hak 

pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitil potong tangan, adalah karena pencurian 

merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah 

masyarakat. Pencurian itu diharalnkan dalaln Islam karena beberapa alasan, antara lain 1 )  

manusia mencari harta untuk hidup dengan cara si~sah payah dan melelahkan, baik itu petani, 

pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka mengilras tenaga, pikiran, dan 

banyak menghabiskan waktil ilnti~k mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah 

dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicilri maka sangat menyaltitkan. 2) Harta yang diperoleh 

dari bekerja keras tersebut, mungkin saja i~ntilk persiapan lnakan dan hidup sehari-hari, atau 

untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan ilntuk kebutuhan masyarakat 

lainnya. Apabila harta itu dicuri, lnaka hak orang banyak akan hilang. 3) Pencuri merusak 

63 Ivlarsurn, Fiqh ..., ldrn. 96. H.A. Djazuli, Fiqh Jiiz~/~ah .... hlln. 77 
66 I b d ,  hlrn. 76. 



ketentraman masyarakat yang sel~arusnya rnerasa arnan di rurnah dan daerahnya masing-masing. 

Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bal~kan pernbunuhan, ha1 ini akan 

membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan 

demikian pencuri merupakan anggota rnasyar.akat yang tner~rsak tata keliidupan dan ketentraman 

masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri ~ a ~ i . ~ '  

Dari pernyataan al-Jurjawi tersebut dikertal~ui betapa bahayariya bagi masyarakt luas jika 

tindak pencurian merajalela di mana-maria. Sernentara hukuni tidak rnampu mencegah kejahatan 

tersebut. Islam menegaskan ajarannya tentang "potong tangan". Pertnasalahannya, benarkah 

Islam secara letterlijk memberlakulcan sanksi potong tangan setiap terjadi tindak pidana 

pencurian. Jawabnya tidak. Hukum potong tangan adalah hukuman alternatif terakhir, jika tidak 

dapat dikenakan hukum selain potong tangan. 

Di muka telah disinggung, bahwa hukum potong tangan bisa diterapkan jika telah 

terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek rnaupun materi curian. 

Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tlla yang menc~rri harta anaknya, pembantu 

mencuri harta tuannya, pencurian di musim larang pangan (pacelclik). Umar membebaskan 

budak yang mencuri dengan merninta tuannya untlrk ~nengganti harga barang yang dicuri dengan 

2 kali lipat. Rasulullah tidak rnengl~ukurn tangali kepada pencuri yang mencuri buah-buahan 

yang dimakan di tempat. 

Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukurn potong tangan lharus secara kontekstual, 

dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39: 

Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan nhau n~ernperbaiki diri, maka Allah 
menerima taubatnya dan sesunggul~nya Allal~ malia pengamplrn lagi maha penyayang. 



Ayat tersebut di atas menggambarkan bal~wa adanya ampunan Allah kepada para pencuri 

dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai di 

tangan hakim sesuai ketentiran I~ukiirii yang berlaku. Adapirri hukum potong tangan hanya 

diberlakukan kepada pencuri yang sudah PI-ofessional. Hasbi ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa 

lafaz as-sariq, menunjukkan nia'rlfcrh, artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang 

kerjaannya memang berulang-irlang me~icirri .~~ Sernentara pencuri yang telah mengembalikan 

barang sebelum kasusnya ke tangan haltiri~, hanya berlaku hukum ta'zir. 

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori 

gradasi. Artinya, pencuri yang baru pet-tarna kali mencuri tidak harus dipotong tangan, 

melainkan hukum ta '~ i r .~ '  Sementara llmuan Barat, Muharnrnad Syahrur, memahami hukum 

potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang ter-tinggi dalarn al-Qur'an. Artinya kita 

boleh berijtihad mengurangi hukuman tessebut dan tidak boleh rnelebihi ketentuan hukum yang 

ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian Iiukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman 

lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.'' Jika 

ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, rnaka hukuman yang diterapkan adalah 

delik hirlibah. Beliau secara tegas rnenyatakan dalarn teori halnh al-had al-a'lii (batas 

maksimal): 

68 Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta h'cngunpn @ ~ ~ ~ i ' n t l ~ l ~ ,  (Jakarta: Tinta T\,las, 1972), hlm. 13-14. 
69 Fazlur Rahman, Metode doll Alten~~zf~'A~eomader~~isme r/~zku~n I~.lunl: (Bandung: hflizan, 1986), hlm. 60. 
70 Muhammad SyahrOr,Al-fits b..., li!.111. 455. 



Ayat di atas menjelaskan bahwa liukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi 

dalam   slam.^' Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi syarat-syarat dan 

telah sampai ke tangan hakim, maka 11 ~lkurnan yang d iterapkan berdasarkan al-Qur'an adalah 

hukum potong tangan. Hukum ini, menurilt Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-Qur'an. 

Artinya hakim boleh meniadakan huk~uii potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan 

untuk menghindari hukuin potong tangan. 

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi ada 

alasan-alasan yang menguatkan dan mengliaruskan diberlakukannya hukum selain potong 

tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah: 

+\'& q h\">>l .-. 
Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan. 72 

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hul<um potong tangan adalah 

keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagairnana dipraktekan oleli Umar ibn al-Khattab: 

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat lnitsirn kelaparan (paceklik).73 

Peristiwa ini terjadi pada musirn kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah menjadi 

abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu ('am nr-rn~~inda). Peristiwa ini terjadi 

menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak meriiotong tangan seorang budak 

yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak Hatib bin Abi Balta'ah harus 

mengganti dua kali harga ~ n t a . ~ ~  

7' Ibid, hlm. 455.-456. 
'2 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-yaidzh .Fzql~ (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86. 
7" bn al-Qa yyim, l'hm al-n/ftlw~zyiin ..., I11 : 22. 
74 Ahamad Hasan, l'inttl gtihad Scbclzlm To-t~tnp, alih bahasa Agzah Barm;adi, (Bandung: Pustaka, 1985), 

hlm. 109. 



Sanksi potong tangan dalarn arti niajazi (potong kernampuan) atau penjara dalam konteks 

Indonesia, merupakan bentuk hukunian yang tidak bertentangan dengan syari'at  slam.^^ Hal ini 

didukung oleh fakta sejarah yang tidak selanianya ~nengl i~~kuni  potong tangan bagi pencuri, juga 

adanya penafsiran qaf'u al-yad yang artinya potong I<ernampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi 

hukum penjara dibenarkan syara' jika dinilai efelctif dan lnarnpu tne~nbuat jera bagi si pelaku 

sekaligus mendidik bagi masyarakat Lllnurn ~ ~ n t u k  tidal< berbuat jahat. Untuk memperkuat 

argumentasi tersebut dapat dianalalogikan pada penafsisan ayat: 

0 ,  G I&- 
Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia aka11 binasa (al-Lahab: 2). 

Ayat di atas menjelaskan, bahwa lafaz yad bukan berarti tangan tetapi kekuasaan. Sikap 

atau pernyataan yang menganggap Iiukum Islam kejam, kolot dan tidak berperikemanusiaan, 

jelas suatu sikap yang apriori. 

d. Jarimah Hirabnlz 

Hirbbah sama dengan qa/'zl tariq y a i t ~ ~  sel<elompok liianusia yang lnembuat keonaran, 

pertumpahan darah, merampas harta: kelior~natan, tatanan serta lnembuat kekacauan di muka 

b ~ m i . ~ ~  

Dasar huku~n jarinzah hirdDcrl7 adalah firman Allah dalani susat al-MFi'idah ayat 33 sebagai 

berikut: 

'5 Sanksi penjara &benarkan selagi bukan l~ukuman maksin~al bagi pencuri, artinya hukum potong 
tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif rerakllll- sebagaimana hukuman rnati. 

76 As-Sayid Sabiq, .Fiqh.. ., 11: 393. 



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yarig memerangi Allah dan Rasul-Nya, 
membuat kerusakan di multa bumi, hanyalah merelca dibunuh atau disalib atau dipotong tangan 
dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediarnannya). Yang demikian itu 
sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di  akllirat n~ereka rnendapat siksaan yang besar. 

Jarimah hirc?bah dapat terjadi dalan~ berbagai kasus: ( I )  seseorang pergi dengan niat untuk 

mengambil harta secara terang-terangan dan ~nengadakan ir~timidasi, namun ia tidak jadi 

mengambil harta dan tidak mem bunirli; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengam bil 

harta dengan terang-terangan dan kernudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak 

membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak 

mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat i r n t i ~ k  merarnpok kemudian ia mengambil 

harta dan mem bunuh pem i I iknya.77 

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifal~, l~nam Syafi'i, dan Imam Ahmad 

berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. IVereka beral-gumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 

di atas dengan memfungsikan Iiirruf npf n\,v litcunvi artinya perir~cian.78 Bila hanya mengambil 

harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidal< rnengarnbil harta, tetapi membunuh, ia 

dihukum bunuh. Jika hanya mengan~bil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka 

sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka 

dihukum penjara.79 Menurut Imam Malik, sanksi hirnbah ini diserahkan kepada Imam untuk 

memilih salah satu hukurnan yang tercantum dalarn ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. 

Bagi pelaku yang mengambil harta dan ~~~enibunuh n~aka hukumannya menurut pendapat Imam 

Syafi'i, Imam Ahinad, dan Imam Zaidiyyali adalah d i h u k u m  mati lalu disalib. Sedangkan 

menurut Imam Abu Hanifah, Uli l  Amri dapat memilili apalcah dipotong tangan dan kakinya 

dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihirkirn~ mati saja tanpa dipotong tangan dan 

kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa aw dalam ayat di 

77 Tbd,  hlm. 87. 
jX As-Sayid Sabiq, .Figh.. .. 11: 400. 
'"bid hlm. 40 1 .  



atas berfungsi sebagai takhyir (pilihan). Maka lrnaln dapat memilih alternatif di antara empat 

hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu Iiukuman mati, salib, potong tangan dan kaki 

secara bersilang atau hukuman pengasingan. Narnirn tidak boleli menggabungkan sanksi-sanksi 

yang ditentukan dalam ayat di atas.$' 

Ketentuan sanksi bagi mz~hiirib, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat 

Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jib14 tentang hiikuman orang yang melakukan hiriibah. Jibril 

menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan 

sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan 

barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan sa~iblah.~'  Dan barang siapa yang membuat 

kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuli, rnaka buanglah atau penjarakanlah." 

Hikmah hukuman had bagi perampok ~nutlak untuk ditegakkan, sebab perampokan 

merupakan kejahatan besar yang sangat rnernbahayakan sel-ta rnengganggu keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Perampok biasanya s~tdah metnpitnyai niat i~ntuk melakukan tindakan 

pencurian dan pem bunuhan sekaligus dalam satir waktu. Dengan demikian perampokan 

merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan 

lebih jahat dari pada pencurian karena di sarnping rnerarnpas harta kekayaan dan rizki orang lain 

yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan 

membunuh pemilik harta. Dengan deniikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat 

Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaiti~ kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian 

tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, 

syari' memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tirigkat kepada perampok sesuai bentuk 

perampokan yang d i l a k ~ k a n n ~ a . ~ ~  

80 ]bid., hlm. 402. 
8' lbid. 
" Al-Jurjawi, Himah nt-Tc~qri' ..., 312-314 



Hukum yang tegas sangat ditunti~t dalam tatanan dunia modertl, karena itu sebagai sarana 

terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini 

sangat terorganisir dengan baik, Inaka syarat ~~ la rna  klasik mengenai ketentuan jarimah hirabah 

perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan te~npat dan sasaran. Hirabah bukan hanya 

terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketilca dilakukan di tempat yang 

jauh dari keramaian tidak mungkin si korban ~nendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa 

terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis 

penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak 

hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran 

listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk 

kejahatan lain yang pada akhirnya tnemakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan. 

Bahkan hasil ljtima Ulama di Jakarta tangal 14-16 Dese~nber 2003 memasukkan terorisme 

dalam jarimah hirGbnh. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 33 di atas: 

Maksud ayat di atas, yang diperangi bultan A.llah dan Rasul-Nya, tetapi orang-orang yang 

menjadi kekasih Allah, yakni orang yang tidak berdosa mel~~iadi korban akibat perbuatan 

seseorang, seperti pengebornan di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain. Adapun ciri-ciri 

terorisme menurut fatwa MU1 adalah: 

1 .  Sifatnya merusak (ifsad) 

2. Tujuannya unti~k ~nenciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain, 

3. Dilakukan tanpa a t ~ r a n . ~ ~  

~3 Fahva MU1 tentang Terorisme, udak diterbitknn, hlrn. 5. 



Dalam sejarah, sanksi hirabah tidak selarnanya diterapkan secara letterlijk, sebagaimana 

bunyi teks. Pengeculian diberlakukan j uga dalaln kasus ini, keti ka dipahami ayat selanjutnya 

surat al-Maidah ayat 34: 

Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan Ii~rku~nnya bagi mereka. 

Ayat di atas menurut Ibn KaSir lnenjelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman 

sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sarnpai di 

pengadilan.84 Seperti peristiwa pembebasan Ali al-Asadi pada pernerintahan Bani Umayah. Ia 

membunuh, rnenakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat setelah mendengar ayat 6fl. 

e r r 0  e -  \>>.s 6_jiI & & l$G $91 la masuk ~nasjid rlntrrk shalat subuh dan mendekati 

Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di masjid dan 

berkats, "Orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun 

untuk menangkap dan menghuk~rrnnya".85 

e. Jarimuh ul-Buglzy (Pem beron ta ka n) 

AI-baghyu (pembrontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan 

kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa yang dimaksud al- 

baghytl (pemberontak) adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak 

mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau rnenolak kewajiban dengan kekuatan, 

argumentasi, dan memiliki pemi~npin.s6 Sementara menurut irlarna lnazhab Maliki, al-baghy 

diartikan sebagai penolakan i~ntirk lnentaati ilnarn yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan 

" Ibn KaSir, Taj5;rul-Qur.'a17 nl-Aim (hlesir: D2r 21-Bab 21-I-Ialabi, t.t.), 11: 52. 
" Ibid. 
8%. Djazuli, Fiqbjin~yub., ~ L I I .  105-106. 



untuk taat ini rnungkin didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka rnendefinisikan bughat 

sebagai satu kelornpok orang-orang Islam yang menentang irnam atau ~ a k i l - w a k i l n ~ a . ~ ~  

Hukurn bunuh bagi pernberontak dipalialni oleh sebagian u~larna sebagai serangan balik 

dan hanya ditujukan untuk ~nernatahkan pemberontak gurna rnengernbalikan ketaatannya kepada 

penguasa yang sah. Memerangi pemberontak hukumnya adalah wajib, karena menegakkan 

hukurn Allah, sebagimana dijelaskan dalarn al-Qur'an dalarn surat al-Hujurat ayat 9: 

Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, rnaka 

perangilah golongan yang berbuat aniaya it11 sehingga golongan it11 kern bal i (kepada perintah 

Allah). . . 

Para pernberontak nieru~pakan kelornpok jaliat ]<arena beru~paya ~nelakukan kerusakan di 

rnuka burni. Mereka rneresalikan rnasyarakat, riierursak kea~nanan dan ketentrainan negara, dan 

rnenirnbulkan fitnah di tengah-tengah ~nasyarakat. Islam mernerintahkan pernerintah yang sah 

untuk rnengajak dan berunding sulpaya mereka kelnbali bergabung dengan mayoritas orang 

Islam atau rnayoritas warga negara. Apabila tidak bersedia bergabung, ~naka  pernerintah harus 

rnemerangi mereka sarnpai rnereka sadar dan bergabung dengan pelnerintahan yang didukung 

oleh rnayoritas warga negara muslirn, sebagairnana firinan Allah: 

Apabila ada perintah dari pemerintah ~lnturk  iku t  me~nerangi kaum pernberontak, rnaka 

setiap rnuslirn yang marnpu wajib rnelaksanakan perintali tersebut, karena taat pada pernerintah 

pada hal-ha1 yang bukan maksiat hukumnya adalah wajib. Para pernberontak yang terbunuh 

tetap harus d irnandikan, di kafani, dan di ku burkan, hanya saja tidak perlu disalati, sebagairnana 

8' Marsum, Figh Jinyuh.. ., hltn. 109, 



yang dipraktekkan 'Ali Ibn Abi ~ l i a l i b . ~ ~  Dengan demikian Hukuman mati bagi pemberontak 

adalah suatu ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Contohnya 

gerakan separatis di Aceh. Hadis Nabi menyebutltan 

Barangsiapa setia kepada imam, ~naka taatilah sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan 
mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallali lelier orang tersebut. 

f. Jarimalz Syurb al-Klzamr 

Larangan meminum minuman rnelnabukkatl didasarkan pada ayat Qur'an surat al-Maidah 

ayat 90: 

Hai orang-orang yang beririian, sesunggitlinya (merninum) khamr, berjudi, (berkorban 
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar karnu mendapat keberuntungan. 

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi perninirm khnmr. Sanksi terhadap del ik 

ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah fi'liyah-nya, bahwa hukuman terhadap 

jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar ~nengikuti jejak ini. Tetapi, Umar lbnul Khathab 

menjatuhkan 80 kali dera.90 Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni 

dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang 

menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuh: biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka 

membuat kebohongan, orang bohong sarna dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan 

hukuman 80 kali cambukan, maka perninutn khanjr diliukum delapan puluh kali deraan.9r 

88 Al-Jurjawi, Hikmah at-T~zyri '..., hlnl. 31 7-31 9. 
89 H.R. M u s h  dari Urfa'iafi Ibn S~uraih, hadis no. 3431 
'0 Ibid, hlrn. 69-70. 
" As-Sapid Sabiq, Fiqh..., 11: 336. 



Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi me~ninum khamr adalah 80 kali dera, 

sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 

kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had sedangkan sisanya adalah hukuman ta ' ~ i r . ~ ~  

Pelarangan jarimah syzlrb al-khamr, j uga hal-ha1 yang me~n pilnyai illat hukum yang sama, 

diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis khamr 

adalah narkotika, heroin, sabu-sabu .dan lain sebagainya. 

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan ke~nanfaatan harta benda, karena itu 

Islam mengharamkan khamr dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada 

yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamr dan barang-barang 

memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam 

mengharamkan khamr ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari 

penggunaan harta untuk hal-ha1 yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. 

g. Jarimalz Riddah 

Riddah dari segi bahasa berarti rzljfi' (kembali). Menurut istilah riddah adalah orang yang 

kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir 

setalah beriman.93 

Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalain al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217: 

..- . kl* ~ 4 ,  ;..,L ,-% ;~L;I 9 -K * J - 
3 9 .. < 9  2 p J ~ ~ ~ > * ~ ~ > " & ~  
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Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
mereka itulah yang sia-sia a~nalannya di  dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya." 

Dalam hadiS diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: 

" H.A. Djazuli, .Figh Jinyah ..., hlnl. 90. 

" Syarbini al-IU~atib, Mnghi aMlub~Gj. .., 11ln1. 133. 



Barang siapa mengganti agamanya, ~naka bunuhlah ia. 

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan riddah. Riddah dapat 

dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad. 

Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan per-buatan yang haram dengan 

menganggapnya tidak haram atau rneninggalkan per-buatan wajib dengan menganggapnya 

perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari a t a ~ ~  bulan atau ~nelakukan zina dengan 

menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang 

menunjukkan kekafiran, seperti ~nenyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa 

ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i'tikad langgengnya alam, 

Allah sama dengan makhluk. Tetapi, i'tikad sernata-mata tidak lnenyebabkan seseorang menjadi 

kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.95 

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum lslarn bahwa tindak pidana ini diancam 

dengan hukuman mati perlu dikaji ~ ~ l a n g .  Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti 

agama harus dihukum mati, ha1 itu terjadi pada l n ~ ~ s i m  perang, yakni ada sebagian tentara Islam 

yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat negara), maka orang yang 

melakukan desersi diperintahkan unt~ik d i b u n ~ l l ~ . ~ ~  Itupun diawali dengan upaya untuk 

menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada I S I ~ I T I . ~ ~  

Seharusnya konseptualisasi perbuatan ricldah yang ada di dalam al-Qur'an maupun as- 

Sunah dipertemukan dengan pendekatan koniplementatif, bukan kontradiktif Artinya kalau 

perbuatan riddah hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan 

" Imam Bukhari, SaM a/-Bukhiiri, (Beirut: DBr al-Flkr, tt.), IV: 67. 
" Ihid., h h .  114-115. 
'6  Haliman, Hukum I'idut7u. .., h h .  263. 
97 Ib2d. 



mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang darnai, serta orang lain tidak 

terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di dunia, 

melainkan hanya ada sanksi yang bersifat irkhrawi. Sementara jika murtad di barengai dengan 

mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman 

ta'zir dan termasuk dalam jarimah tasnbub 'a13 ad-din 01-ghniri (mencaci maki agama lain).98 

Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agalna orang lain (non-Islam). Adapun jika 

pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya 

dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman ta'zir bukan had. Syekh Mahmud Syaltut 

menyatakan bahwa orang rnurtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi 

duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat a I-Baqarah ayat 2 17 hanya 

menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang mirr-tad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam 

neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak ~nenyebabkan bolehnya orang dihukum 

mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir it11 adalah karena memerangi dan 

memusuhi orang  slam.^^ Hasbi ash-Shiddieqy inempertanyakan masalah hukuman hadd bagi 

pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secal-a eksplisit tentang sanksinya. 

Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini  hanya dikenakan hukuman ta'zir. 

1.2.Jarimah Kisas Diyat 

Jarimalz kisas diyat ~nerupakan tindak pidana yang diancarn dengan hukuman qisas'OO dan 

diyatI0' Baik hukuman kisas maupun diyat rnerupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, 

tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi riie~ijadi liak perorangan (si korban dan walinya), ini 

'8 Marsum, Jarimah Trr'@.., hlm. 27. 
" H.A. Djazuh, Fiqh ..., hlm. 118-119. 
l o o  Kisas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat al-Baqarah ayat 178). Maksudnya 

hukum balas bunuh atas orang yang mernbunuh, al-.Iur:jani A/-To't.jfo/, (Beirut: DBr al-Fikr, t.t.), hlrn. 173. 
101 Diyat ialah hukuman ganti r~lgi, y a i t ~ ~  pe~nbcrian scju~nlah harta clari pelaku kepada si korban atau 

walinya melalui keputusan hakim: as-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sw7ccl7, (Beirut: D3r al-Fikr. 1972): 11: 107. 



berbeda dengan hukuman had yang rnenjadi hal< Allah semata. Hukum kisas diyat penerapannya 

ada beberapa kemungkinan, seperti huku~n kisas bisa bervbali rnenjadi diyat, hukuman diyat 

menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. 

Kisas diyat adalah ~ L I ~ ~ L I  kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota 

badan (pelukaan) yang d iancam dengan I i ~ ~ k u ~ n a n  kisas (ser~lpa) ata~l liu kum diyat (ganti rugi 

dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban a t a ~ ~  walinya. Kejahatan yang masuk golongan kisas 

dan diyat ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan 

jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang ter~nas~lk dalarn jal-imah kisas diyat ini adalah (1) 

pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) lnenyebabkan matinya orang 

karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang 

luka karena kealpaan atau kesalahan. I o 2  

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembun~lhan antara lain disebutkan 

dalam surat Al-Baqarah ayat 178-1 79: 

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas ka~nu kisas dalaln pembunuhan, merdeka dengan 
merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas qisas 
oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara ~ne~nbayar diyat dengan 
cara yang baik, yang demikian  it^^ keringanan dari Allah dan rahlnat dan barang siapa yang 
melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah aniat pedih. Bagi~n~r  ada hukum kisas untuk 
kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya lnelijadi orang yang bertaqwa. 

Hikmah adanya hukuman kisas diyat , sebagailnana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah 

keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena i t ~ l  Islam ~nenghukum orang yang membunuh 

orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak 

102 Abd at-Qadir Awdah, A/-Tasyrf'al-Jini' i.., 1: 79. 



gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dala~n masyarakat. Hukuman 

bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan kisas (huku~nan niati) atau dengan diyat (ganti rugi) 

yang berupa harta benda. Hikmah adanya kisas dengan hukunian rnati adalah untuk menegakkan 

keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagai~nana firma Allah 6 1 (jiwa dibalas 

dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh illnat dan masyarakat lain. 

Dengan adanya kisas juga menghindari kemarahan dan denda~n keluarga orang yang terbunuh, 

karena apabila tidak dilakukan kisas niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada 

gilirannya akan terjadi saling bunu I1 antar keluarga.lo3 

Sementara hikmah diyat (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. 

Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia 

akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar 

karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Se~nentara bagi keluarga terbunuh yang 

menerima denda dengan cara darnai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk 

kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.'04 lnilah makna firman 

Allah surat al-Baqarah ayat 179: 

Bagimu ada hukum kisas untul< kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi 
orang yang bertaqwa. 

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi 

keluarga terbunuh dari dua sisi. Perta~na, biasanya mereka keliilangan orang yang mencari 

nafkah bagi keluarga, dan kedua, hatinya sangat sedili karena kehilangan orang yang dicintainya. 

Karena itu lslam menetapkan adanya diyat (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga 

dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka. 

'03 Al-Jurjawi, Hzkmah at-Tayi'.  . ., hlnl. 346. 
lo4 Ibid. 



Adanya diyat ini juga dimaksudkan agar pelaku pembunulian sadar atas kelalaiannya 

tersebut dan akan lebih berhati-hati. Dalarn konteks masyarakat Arab ketika itu, bentuk denda itu 

berupa unta atau memerdekakan budak, kemudian yang membayar, tidak hanya pembunuh tetapi 

juga keluarganya. Unta dalam masyarakat Arab merniliki nilai ekonornis yang tinggi, sehingga 

denda berupa unta akan dapat meringankan beban ekonomi keluarga terbunuh, sementara tradisi 

perbudakan di masyarakat Arab dan masyarakat lainnya di dunia saat itu masih sangat kuat dan 

Islam datang untuk menghilangkan tradisi perbudakan rnanitsia tersebut. Kemudian kewajiban 

denda tersebut tidak hanya pada pembunuh tetapi juga pada keluarganya, karena ikatan suku dan 

kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila anggota suku atau keluarganya ada yang 

terbunuh, maka anggota keluarganya tidak hanya merasa dendaln terhadap pembunuhnya tetapi 

juga keluarga yang membunuh tersebut. Karena itu supaya tidak ada balas dendam terhadap 

pembunuh maupun anggota keluarganya, maka kewajiban denda it11 dibayarkan oleh pembunuh 

dan keluarganya. Di samping itu, kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja, maka untuk 

meringankan pembunuh keli~arganya juga harus membantu. Berbeda dengan pembunuhan 

sengaja, di mana denda hanya menjadi tanggi~ngan pernburii~h sebagai balasan bagi kejahatannya 

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan rnanusia yang menyebabkan 

hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni 

pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ~rlama Hanafiyah, Syafi'iyah, 

dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitir (1) pembunuhan sengaja (qatl 

al-'amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk 

menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al- 'anzd), yaitu perbuatan 

penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi 



mengakibatkan kematian; dan (3) pernbunulian Icarena kesalahan (qatl al-khatax yaitu 

pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalarn maksud, dan k e l a ~ a i a n . ' ~ ~  

Unsur jarimah pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut. 1). Pelaku adalah rnukalaf, 

dan berakal. 2). Adanya niat dan rencarla untuk membunuh. 3) Korban adalah orang yang 

dilindungi darahnya. 4) Alat yang digunakan pada umumnya dapat rnernatikan.'06 Pelaku 

pembunuhan sengaja dalaln Islam dapat dikenakan hukum kisas, jika si korban menghendaki. 

Karena hukum qisas dianggap sebagai hukuman tertinggi dalam a1-Qur'an maka pada kondisi 

tertentu hukum qisas dapat diganti dengan hukuman lain. 

Adapun unsur pembunuhan semi sengaja adalah I ) .  pelaku melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan kematian, 2). ada maksud penganiayaan atau permusuhan, 3). si korban darahnya 

dilindungi, dan 4). yang digunakan untuk mernbu~iuh pada umumnya tidak mematikan.Io7 

Dalam kasus yang demikian hararn bagi keluarga mtuk menghukum qisas. lantaran 

ketidaksengajaan seseorang untuk mernbunuh atau nienghilangkan nyawa orang. Oleh karena itit 

alternatif hukumannya adalah hukum di,vat (ganti rugi). 

Sedang yang dimaksud pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang dibolehkan 

oleh syara, akan tetapi berakibat hilangnya nyawa orang lain. Contoh seseorang sedang 

memburu binatang liar, nalnun ternyata peluru mengenai manusia, yang berakibat adanya korban 

jiwa. Membuat lubang di tanah pekarangan sendiri, namurl ada orang lain terperosok dan 

menyebabkan meninggalnya seseorang. Jadi dala~n pembunuhan karena salah ada sebab akibat 

dan tidak adanya unsur kesengajaan. Orang mati karena j a t ~ ~ h  dari lubang, jadi matinya 

seseorang disebabkan adanya lubang. Narnun lubang ada bukan ~lntlrk membunuh. Oleh karena 

itu yang menjadi unsur delik pembunuhan karena kesalahan adalah: 

105 Bila si pelaku tidak bernlaksud ~llelakukan kejahatan, tetapi ahbat  kelalaiannpa menimbulkan 
kematian. 

As-Sayid Sabiq, Fiqh . . .., 11: 435-436. 
107 Ibid hlrn 438. H.A. Djazuli, .FzqhJinquh ..., hhn. 128. 



1. adanya perbuatan yang inenyebabkan Icematian; 

2. terjadinya perbuatan itu karena kesalaan bukan kesengajaan; 

3. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kelnatian korban; 

4. korban darahnya dil indungi. 

Sanksi bagi pembunuhan senga-ja adalah hukuman pokok, Iiukuman pengganti, dan 

hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunul~an sengaja adalah kisas. Hukuman ini 

diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada lnaaf dari pihak keluarga si 

korban. Bila keluarga korban memaafkan, lnaka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi 

kisas atau diyat dimaafkan, inaka hukuman penggantinya adalah ta i f r .  Hukuman tambahan bagi 

jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan ~ a s i a t . ' ~ '  

Adapun yang dimaksud dengan pernbunul~an semi sengaja adalah perbuatan yang 

berakibat menghilangkan nyawa orang lain dengan nienggunakan alat yang pada ghalibnya 

tidak mematikan, sebagaimana dijelaskan ole11 Nabi dalarn riwayat Nasai berikut ini: 

Ingat, sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan alat 
cambuk dan tongkat (diyatnya) adalah 100 onta, 40 di antaranya sedang hamil. 

Sanksi bagi pembunuhan semi sengaja adalah diynt dan knffarat, sedangkan hukuman 

penggantinya adalah puasa dan ta'zir, dan I~ukuman tarnbahannya adalah terhalang menerima 

warisan dan wasiat. 

Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kafarat. Hukuman 

penggantinya adalah puasa dan taiir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris 

dan hak mendapat wasiat. 

Hukum Islam ketika berbicara tentang delik kisas, kesan ngeri, seram dan menakutkan. 

Apakah setiap pem bunuh pasti di bunul~ sebagaimana ia mernbunuh? Jawabnya ya, j ika Islam 

"'8 Abd al-Qa& Awdah, At-Toy,%.., I :  286. 
1"W.R. Nasai, hadls nomor. 471 1. 



dipahami secara tekstual. Ini berarti ia (hukum Islam) sama saja dengan konsepsi primitif."O 

Tentang ha1 ini Joseph Schacht mengatakan "Hukum pidana Islam rnerupakan perpaduan dua 

unsur secara berdampingan tanpa nienjadikan satn I<esatilan ilmu yang universal. Unsur utama 

adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam, klasifikasi kejahatan serta penerapan 

hukuman ala primitif, sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan kolot. 

Unsur pertama dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Qur'ani. Sedang unsur yang kedua adalah 

murni dari al-~ur'an". '  ' ' 

Hukum Islam ketika menerapakan hukuln kisas, dan balas dendam bukanlah pertimbangan 

semata, melainkan menjustifikasi ati~ran konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain 

tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum qisas diyat 

sangat memperhatikan aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku 

kejahatan. 

Konsep kisas dalam surat al-Baqarali ayat 178-179 harus dipahami sebagai balasan 

terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita harus menafsirkan bahwa hukum 

yang terkandung dalam surat al-Baqarah mengenai kisas bersifat umum. Sementara ketentuan 

hukum yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 92 lnengenai pernbunuhan karena kesalahan 

merupakan pengeculian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 178. 

Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih rnzltlnk belum muqayad, dan belum 

bersifat rnzlbayyan, yakn i pem bu n u  han sengaja. ' l 2  

As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum 

kisas diyat mengandung beberapa pe~nikiran: 

1 .  Hukum kisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. 

110 David De Sandana, L a w  and Joslcg~, pondon: Oxford University Press, 1952), hlm. 303; Anwar 
Harjono, Hukum Ijlam. . . ., hlrn. 151. 

111 Joseph Scahacht, "The La\vY' dala~n Unig and Varieg in &Ius/im Civi/ipa/ion, (Chicago: Chicago 
University Press, 1955), hlm. 67. 

Halunan, Hukum l'idunu . . .., l~lnl. 201. 



2. Adanya hukum alternatif, yaitu kisas , diyat atau maaf. 

3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas 

4. Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak Yang 

bersangkutan (korban atau wal i dan pelaku) 

5. Dalam kisas akan terja~nin kelangsungan hidup.' l3 

Muhammad Syahrur dalaln teorinya batas maksimal (halah al-had al-a'lij) mengatakan 

"hukum kisas dalam al-Qur'an merupakan hukum yang tertinggi, sehingga hakim dalam kasus 

tertentu dapat menentukan hukum yang lebih rendah atas persetujuan si korban atau walinya".' I 4  

Hukum diyat (ganti rugi), ta'zir berupa penjara atau bahkan pernbebasan (maaf) merupakan ha1 

yang sangat mungkin diterapkan dalarn masalah pembunuhan. Kuncinya, sanksi diterapkan 

secara kondisional. Apa jenis pembunuhannya, siapa pelakunya, kenapa terjadi pembunuhan, ha1 

ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kepirtirsan. Dalam kisah dztl nis 'ah (orang 

terikat) diceritakan: 

Pada masa Nabi ada seorang laki-laki terbunih. Hal in i  dilaporkan kepada Nabi. Beliau 
menyerahkan pembunuh kepada wali si terbunuh. Pernbunuh berkata, "Wahai Rasulullah, Demi 
Allah saya tidak sengaja membirnirhnya." Nabi bersabda kepada wali si terbunuh, "lngat, 
seandainya perkataan orang ini benar kemirdian kamu membunuhnya, engkau pasti masuk 
neraka." Akhirnya wali si terbunuh melepaskan orang tessebut yang pada saat i tu  terikat dengan 
tali kulit. Sambil menarik talinya ia keluar. Abu Hurairah berkata, "Orang itu sejak peristiwa 
tersebut dijuluki iu an-nis'ah (orang yang terikat)." 

Kisah di atas dapat dipahami, bahwa hukum kisas bukanlah hukum mutlak sebagaimana 

bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan 

keadilan. Memang hukurn kisas bila ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis, 

"3 As-Sayid Sabiq, w.. ., I1 : 433-434. 
"4 Muhammad Syahrtir, Al - f i tub . .  .: hlm. 458. 
' I 5  H. R. AbU DSwUd, nomor hadis 3900: dan H. R. At-Tirmidzi. Kitab ad-Diyat, nomor hadis 1327 



sesungguhnya sah diterapkan di dunia modern ini, hariya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi 

dan bentuk semata. Namun bagaimana si~bstansi hukurn qisas dapat menjadi rumusan hukum 

yang mampu menyerap semangat keadilari, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang 

ada dalam masyarakat. ' I 6  

1.3. Jarimalz Ta'zir 

Menurut bahasa, lafai tai ir  berasal dari kata : azznrn yang berarati man'u wa rndda 

(mencegah dan menolak). Ta 'zir dapat berarti addaba (mendidik) atail azhamu wa waqra yang 

artinya mengagungkan dan menghormat.'" Dari berbagai pengertian, makna ta t i r  yang paling 

relevan adalah al-man 'u wa arrao'du ( mencegah dan menolak ), dan pengertian kedua ta'dib 

(mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikernukakan oleh Abdul Qadir ~ u d a h " ~  dan 

Wahbah Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak . Karena ia dapat mencegah pelaku 

agar tidak mengulangi perbuatannya. Tn 'zir diartikan mendidik I:arena ta i i r  dimaksudkan untuk 

mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia rnenyadari perbuatan jarirnahnya kemudian 

meninggalkan dan menghentikannya. 

Menurut istilah, sebagaiamana yang dii~ngkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang 

dimaksud dengan ta t i r  adalah sebagai berikut: 

Ta'zir adalah hukurnan yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang 
hukumannya belum ditetapkan oleh ~ ~ a r a ' . " ~  

Sernentara Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi 

""imly ash-Shddteqp, l'eembahaman Hukum l'idana Indomesin, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 195. 

"'lbrahim Unais, a/-Mu'jani a/-CVasil, Mesir: DBI. at-Turas nl-Arabi, t.t.); hlm. 598. 

' " ~ b d .  Qadir Awdah, AI-Tasyri'nl-Jinij'i a/-lsla~lii, (Beirut: Diir al-Kitab al-Arabi, t.t.), 1: 8 1 .  



Ta'zir menurut syara' adalah hultuma~i yang ditetapltan atas perbuatan maksiat atau 
jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidalt pula kifarat.I2O 

Jadi dengan demikian jarimah ta Zil* suatir jariniali yang hukumannya diserahkan kepada hakim 

atau penguasa. Hakim dalam ha1 ini diberi ltewenangan ilntlrk ~nenjati~kan hukuman bagi pelaku 

jarimah ta t i r . . '2 '~ar i  definisi-definisi yang dikelnukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah 

suatu istilah untuk hukuman atas jarimali-.jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 

syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukuriinya belum ditetapkan oleh syara' 

dinamakan dengan jarimah t a i i r .  Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa 

juga untuk jarimah (tindak pidana).r22 

Dari definisi tersebut, juga dapat dipaharni bahwa jarimah t a i i r  terdiri atas perbuatan- 

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pirla kifarat, dengan demikian, inti dari 

jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapirn yang di~naksud dengan maksiat adalah 

meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan 

(dilarang).'23 Para fuqaha rnernbel-ikan contoli rneninggalkan kewajiban seperti menolak 

membayar zakat, meninggalkan salat fardhu, enggan mernbayar utang padahal mampu, 

mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, rne~nanip~rlasi harta anak yatim,hasil waqaf 

dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium 

perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi 

dan menyembunyikan pelaku kejahatan, mernaltan barang-barang yang diharamkan, seperti 

darah, bagkai, dan sebagainya. Contoh di atas terrnasuk dalam kategori jarimah ta iir. 

120 Wahbah az-Zuhaili, a/-Fiqh a/-lslfii77i Iva .~Idilo/11/111, Beir~lt: Dar al-Fi kr. 1989), V1: 197. 
l2 '~arsum,  JUI-imah Ta ':?I.: Pei.b~ia/an Dosa Dala171 Hl,k11171 Pidana Isloin, (Yogyakarta: Fak H ukum UII, 

1988), hlm. 1. 
' 22~hmad  Wardih Muslih, Hukum Pidana Islam: .lakarta: Sinar Gratika, 2005); hlm. 249 
' 2 3 ~ b d  Aziz Amir: At-To 'z i r j i  asy-Sya1.i'ah a/-lslc71niyyah, Beirut: Diir al-Fikr al-Arabi, 1979), hlm. 83. 



Disamping itu juga hukurnan ta i i r  dapat dijatuhkan apabila ha1 itu dikehendaki oleh 

kemaslahatan umum., meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. 

Perbuatan-perbuatan yangtermasu k kelornpok ini tidak bisa d itentukan, karena perbuatan 

tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena ~ i f a t n ~ a . ' ~ ~  Apabila sifat tersebut ada 

maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. 

Sifa yang mejadi alasan (illat) dikenakannya hul<uman atas perbuatanya tersebut adalah 

mambahayakan atau merugikan kepetingan umum. Apabi la dalarn suatu perbuatan terdapat 

unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku 

dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku 

tidak dikenakan hukuman. 

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan 

Rsasulullah saw, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui 

ternayta ia tidak mencurinya. Rasullullah saw melepaslcannya. Analisis terhadap tindakan 

Rasulullah saw, tersebut adalah bahwa penahanan merupakan I~ukuman ta'zir, sedangkan 

hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatil jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila 

pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsure pidana maka artinya Rasullullah mengenakan 

hukuman penahanan (penjara) hanpa karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini 

mengandung arti bahwa Ras~llullah saw membolehkan penjatilhan hukuman terhadap seseorang 

yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. 

Tindakan yang diambil oleh Rasululah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab 

membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran 

tuduhan terhadap dirinya bias mengakibatkan ia lari, dan bias juga menyebabkan dijatuhkannya 



vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau n~enyebablcan tidak dapat dijalankannya hukuman 

yang telah diputuskan. 

Dari uraian tersebut, dapat d iam bi l intisari bahwa jarir~~ah ta i i r  d ibagi kepada tiga bagian, 

yaitu : 

a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat; 

b. Ta'zir karena melakirkan perbuatan yang membaliayakan keperitingan umum; 

c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran ( mirlchalafah). 

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi 

kepada dua bagian, yaitu 

1.  Jarimah ta i i r  yang menyinggung hak Alah; 

2. Jarimah ta'zir yang rnenyinggirng hak perorangan (individu). 

Adapun yang dimaksud dengan jarin~ah ta i i r  yang rnenyinggung hak allah adalah semua 

perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kernaslahatan urnurn, Misalnya membuat 

kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak mernenir h i  syarat, mencium wanita lain yang 

bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang 

dimaksud dengan jarimah ta'zir yang meriyingi~ng hak perorangan adalah setiap perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti 

penghinaan, penipuan, pemukulan, saksi palsu, mencaci rnaki agama orang lain, menimbun 

makanan, dan l a i n - ~ a i n . ' ~ ~  

Adapun pembagian jarimah ta'zir menirrirt Abdirl Qadir Awdah ada tiga macam: 

1 .  Jarimah ta'zir yang berasal dari jarirnah-jarirnah hirdird atau qishash, tetapi syarat-syaratnya 

tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidakrnencapai nishab, atau oleh 

keluarga sendiri. 

' * '~h rnad  Wardi Muslih, I - l~~kz~~i i . .  . hlm. 25 1 ;  Marsum, Jal.iilinlr To ':;I:: him. 3 



2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalaln nas syara' tetapi hukumannya belum 

ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timangan. 

3. Jarimah ta i i r  yang baik jenis maunn sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga 

ini sepenuhnya diserahkan kepada i l l i l  ariiri, seperti pelanggaran disiplin pegawai 

pemerintah.'26 

Abdul Aziz Amir membagi jarimnh ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu : 

1 )  Jarimah ta i i r  yang berkaitan dengan pem bunuhan; 

2) Jarimah ta 'zir yang berkaitan dengan pelukaan; 

3) Jarimah ta 'zir yang berkaitan dengan kejahatan ter-hadap kehormatan dan kerusakan 

akhlak; 

4 )  Jarimah ta 'zir yang berkaitan dengan harta; 

5) Jarimah ta i i r  yang berkaitan dengan kernaslahatan individu; 

6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kearnanan i11ii ilm. 
127 

1 .  Jarimalz Tn'zir yarlg Berkaitan dengnn Pen lb l~n l~ l l a~ i  

Pembunuhan diancam dengan liukuman mati. Apabila Iiukunian rnati (qishash) dimaafkan 

amaka hukumannya diganti dengan diat. Apabila Iiula~man diat dimaafkan juga maka ulil 

amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zir apabila Iial it11 diparidang lebih maslahat. Hal ini 

d idasarkan pada ayat: 

I2"bd Qadir Awdah, at-Tasyri' a/-Jina ' i  01-lslti/l~i, .. I: 1 5 .  
127 Abd Aziz Amir, at-Ta 'zirfi asy-Syari 'at; a/-lsltitlliyynl~, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, t.t. 

hlm. 91. 



Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang- 
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, halnba dengan hamba, dan 
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang lnemberi ma'af dengan cara 
yang baik (pula). yang demiltian itit adalah suatu Iteringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudali itu, Maka baginya siksa yang sangat 
pedih Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kela~igsurigan) Iiidup bagimu, Hai orang- 
orang yang berakal, supaya kalnu bertaltwa. 

Maksud ayat terseb~lt dalam kaitannya dengan hukum ta'zir adalah, bahwa asal hukum 

qishaash ialah mengambil pembalasan yang salna. qisliaasli  it^^ tidak dilakukan, bila yang 

membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbun~lh y a i t ~ ~  dengan membayar diat 

(ganti rugi) yang wajar. pe~n  bayaran d iat d ilninta dengan bai k, Lllnpalnanya dengan tidak 

mendesak yang membunuh, dan yang mernbunuh hendaklah membayarnya dengan baik, 

umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan 

menjelaskan hukum-hukum ini, membunuli yang bukan si pernbunuh, atau membunuh si 

pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia dialnbil qishaash dan di akhirat dia 

mendapat siksa yang pedih. 

Kasus lain yang berkaitan dengan pelnb~ln~lhan yang diancam dengan ta'zir adalah 

percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat. Seperti 

orang mau meracun orang lain tetapi ternyata orang tersbut tidak lnati akibat kekebalan pada 

tubuhnya. Maka perbuatan orang tersebut tidak bisa dikenakan hukum qisas melainkan hukum 

ta'zir. Karena sikap ini masuk pada kriteria a.~y-.rjzlrG'fi nlTjnrirl~ah al-n~zr.rtnhilah. 

2. Jnrimnh Ta'zir yang Berkaitan dengan Pelukaal~ 

Menurut Imam Malik, I iuk~~~nan  ta'zir dapat digabungkan dengan qishash dalam 

jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan tu 'zir sebagai imbalan atas 

hak masyarakat. Di samping itu, ta i f r  juga dapat dikenakan terhadap jarilnali pelukaan apabila 



qishashnya dimaafkan atau tidak bias dilaltsanakan karena suatir sebab yang dibenarkan oleh 

~ ~ a r a ' . ' ~ ~  Hal didasarkan pada penjelasan surat al-Maidah ayat 45 oleh as-Sayyid Sabiq; 

Dan kami Telah tetapkan terhadap ~nereka d i dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) 
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, 
dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka it11 adalah orang-orang yang zalim. 

Ayat ini ada indikasi bahwa setiap manusia rnempirnyai hak hidup dan tidak seorangpun 

yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga j i ka terjadi perbuatan yang 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun dilakukan dengan ketidak sengajaan, maka 

pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan suruli mernbayar ganti rugi. Demikian halnya 

dalam ha1 pelukaan, jika pelaku dalarn keadaan alfa (kliatta) tetap ada diyat atau ganti rugi. Ganti 

rugi ini merupakan jenis hukuman yang bersifat badaliyyah (pengganti) yakni dari hukuman 

pokok qisas berubah menjadi hukuman diyat (ganti rugi).lz9 

3. Jarimalt Ta'zir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhdap Kehormatan dan Kerusakan 
Akhlak 

Jarimah ta'zir macam yang ketiga ini berkaitan dengari jari~nah zina, menuduh zina, dan 

penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancain dengan tu i j r  adalah perzinaan yang tidak 

memenuhi syarat yang dikenakan I~ultuman had, atau terhdapat syirbhat dalam pelakunya, 

perbuatannya, atau tempat (objeknya). De~niltian pula kasus percobaan zina dan perbautan- 

IZsA. Djazuli, Fiq h Jinayah: Upaya Pet~ai~ggzrloi~gai~ Kejahntoi~ berdasorkan Sya1.i bf Islanz, (Jakarta: 
Rajawali Press, 1994), hlrn. 27; Ah~nad Wardi Muslih; I-l~rk~rrii hlm. 256. 

' 2 g ~ s - ~ a y  id Sabiq, Fiqh as-Sunt~oh, ..I 1: 432. 



peruatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur 

bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya. 

Penuduhan zina yang dikategorikan ltepada ta'zir adalah apabila orang yang dituduh itu 

bukan orang muhshan. Kritesia muhshan menurut para ~rlarna adalah berakal, balig, Islam, dan 

iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak me~niliki syarat-syarat tersebt maka ia termasuk 

ghair muhshan. Termasuk juga kepada ta'zir, penitdulian terhadap sekelompok orang yang 

sedang berkumpul dengan tud uhan zina, tan pa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian 

pula tuduhan zina dengan kinayah (sindiran), menurt pendapat Jmam Abii Hanifah termasuk 

kepada ta i i r ,  bukan hudcd. 

Dari segi substansi dan eksistensi, i n i  adalah si~atu jenis jarimah hudud yang 

mengandung unsur syubhat dan dalam Islarii syitbhat harus dihindari penerapan hukumhad 

melainkan ta 'zir sebagaimana hadis Nabi: 

Hindari hukuman had j ika ada irnsur keraguan. 

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina d igolongkan kepada penghinaan dan 

statusnya termasuk kepada ta'zir-, sepet-ti tuduhan mencuri, rnencaci ~naki, dan sebagainya. 

Panggilan-pangilan seperti wahai kafir, ivaliai munafik, waliai fasik, dan semacamnya termasuk 

penghinaan yang dikenakan hukurnan ta'zir. Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang 

dilarang oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalarn sitrat al-Hitj~trat ayat 1 1 - 1  2 



Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan 
yang lain, boleh jadi yang ditertawakan it11 lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan 
perempuan merendahkan kumpulan lainnya, bole11 jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan 
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang bur~lk sesudah iman dan barangsiapa 
yang tidak bertobat, Maka mereka lt~llah orang-orang yang zalim. 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari lteburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu lnerasa jijik kepadanya. dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mafia Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana 

orang-orang mukrnin seperti satu tub~h..  Adapun panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak 

disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan 

panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. 

3. Jarinzak Ta'zir yang Berkaitan de~igan Harta. 

Jarimah yang berkaiatan dengan harta adalah jarirnah pencurian dan perampokan. 

Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi rnaka pelaku ddikenakan 

hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat L I I I ~ L I ~  dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi 

maka pelaku tidak dikenakan hukurnan had, rnelainkan hukuman mi i r .  Jarimah yang termasuk 

jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai 

batas nisbah, ghasab, dan perjudian. Ter~nas~lk juga Ite dalam kelompok ra i ir ,  pencurian karena 

adanya syubhat, seperti pencurian ole11 keluarga dekat."' 

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengltap, juga termasuk ta 'zir. Demikian 

pula apabila terdapat syubhat baik dalaln pelaltu maup~ln perbuatanya. Contohnya seperti 

I 3 ' ~ h r n a d  Wardih Muslih, H z ~ k z l i ~ ~  ... hlm. 257 



perampokan di mana salah seorang pelal<unya adalah anak yang masih di bawah umur atau 

perempuan menurut Hanafiyah. 

4.  Jarimah Ta 'zir yang Berkaitan dengan Kenlaslalla tan Individu 

Jarimah ta'zir yang tertnasuk dalam ltelornpok ini, antara lain seperti sanksi palsu, berbohong 

(tidak memberikan keterangan yang benas) di depan siding pengadilan, menyakiti hewan, 

melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin) 

5. Jarimah Ta'zir yang Berkrritan derigrrn Kemaslallatan Umum 

Jarimah ta i i r  yang terlnasuk dalarn kelompok ini adalah 

a. Jarimah yang mengganggu keainanan Negara / pemerintah, seperti spionase dan 

percobaan kudeta; 

b. Suap; 

c. Tindakan melampaui batas dari pegawai / pejabat atau lali dalam menjalankan 

kewajiban. Contohnya seper-ti penolakan hakirn untuk  mengadili suatu perkara, atau 

kesewenang-wenangan hakim dala~n ~nernutuskan suatu perkara; 

d. Pelayanan yang buruk dari aparatirr peinerintah terhadap masyarakat; 

e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan 

petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi; 

f. Melepaskan narapidana dan rnenyein bunyikan buronan (penjahat); 

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel; 

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonorni, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, 

mengurangi timbangan dan takaran, dan lnenaikkan harga dengan semena-mena.r32 

' 3 2 ~ b d  Aziz Amir, at-Ta Zir .hlm. 268. 



Adapun urgensi pembagian tindak pidana dalarn hzidfid, kisas diyat, dan ta'zir, adalah 

sebagai berikut: 

a. Urgensi ditinjau dari Segi Kekuasaan Hakim 

Dalam jarinzah hzldtld apabila tindalc pidaria ter-bukti secara hukum, maka hakim akan 

menjatuhkan hukuman secara definitif rnenurirt ketentiran syara'. Hakim dalam tugasnya pada 

jarimah ini tidak berhak menarnbah atau mengi~rangi hukuman yang telah menjadi ketetapan 

syara'. Sedang pada jarimah kisas diyat hakiln benvenang atas pembuktian yang meyakinkan. 

Hukuman ditentukan oleh syara' dengan pihak korban atau wali rnempunyai wewenang yang 

pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur apa yang akan diterapkan oleh si korban atau 

wali. Apabila si korban atau wali mernaafkan terpidaria dengan ganti rugi atau hukuman qisas 

tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan syara' seperti matinya terpidana sebelum 

dihukum kisas, maka hakim mewajibkan diyat, dan apabila dimaafkan korban, maka hakim 

dapat menjatuhkan hukuman ta i ir.  Adapiln dalarn jnl-inmh ta i i r  hakirn mempunyai kekuasaan 

yang luas dalam inenjatuhkan hukuman dari yang paling berat sarnpai kepada tingkatan 

hukuman yang teringan. 

b. Urgensi Ditinjau dari Segi Ampunan 

Dalam jarimah hzrdtld tidak ada unsur pernaafan dari piliak inanapun, baik dari si korban, 

wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pernerintahan. Pada jarimah kisas diyat 

unsur pemaafan ada pada piliak si korban atau nlali, sedangkan pada jnrimah ta'zir unsur 

pemaafan ada sepenuhnya pada piliak hakirn atair penguasa. 

c. Urgensi Ditinjau dari Segi Pengaruh Lingkungan 

Jarimah htldfid dan kisas diyat sarna sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga 

apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidorm h~idUd dan ltisas diyat, maka hakim akan 



menetapkan sanksi sesuai dengan ketenti~an yang ada. Hal ini berbeda dengan jarimah tazir di 

mana lingkungan sangat berpengaruh dalaln menentukan hukuman. 

d. Urgensi Ditinjau dari Segi Alat Bukti 

Mengingatjarimah lebih mendasarkan berat ringannya I~uku~nan, maka dari segi alat bukti 

juga tidak sama antara jenis jariniah satu dengan lainnya. Unt~ik jarimah hudzid diperlukan 

empat orang saksi, seperti jaritnah zina dan C L I ~ L I  p dua saksi bagi jarirnah hudiid lainnya 

termasuk jarimah kisas &at. Adapun ~ ~ n t u k  kesaksian jariniah ta'zir cukup dibuktikan dengan 

seorang ~ a k s i ' ~ ~ .  

2. Pem bagian Jarimah Menurut Niat si Pelakn. 

Jarimah jika dilihat dari niat si pelaku, lnaka ada dua macam yaitu jarimah 

maqsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan jariniah ghairzl maqsudah (tindak 

pidana yang tidak disengaja). Maks~~d dari jcrrin~nh ninqszrdah adalah si pembuat dengan sengaja 

melakukan perbuatan, sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapi~n jarimah ghairu maqszldah 

adalah si pembuat tidak sengaja melakukan per-buatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan 

tersebut terjadi akibat k e k e ~ i r u a n n ~ a . ' ~ ~  

3 .  Jenis Jarimah Berdasarkan Sikap Berbuat atau Titlak Berbuat. 

Jarimah jika dilihat dari perb~~atan si pelaku ~naka ada dua macam: a. jarimah 

ijabiyyah Cjarimah positif) yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau 

undang-undang. Seperti al-Quran rnelarang orang berzina, tetapi si pembuat melakukan 

perzinaan. Sikap orang tersbut dianggap melangar huku~n karena melakukan perbuatan yang 

'33  Abd al-Qadir Awdah, At-Tosy-i' ...: 1: 67. 



dilarang oleh nash. Peristiwa dalani hul<urn positif disebut dengan istilah delicta commissionis b. 

jarimah salabiyyah (jarimah negatif) yaiti~ si pembuat tidak melakukan sesuatu yang 

diperintahkan oleh undang-undang atau syara' seperti tidak membayar zakat, tidak memberi 

makan orang yang ditahan. Peristiwa ini da la~n hu kum posi tif disebut delicta ommis~ionis '~~.  

4. Jarimak bila dilihat dari siapa yang menjadi korban 

Pembagian jarimah berdasarkan siapa yang riienjadi korban diklasifikasikan menjdi dua 

macam; yakni jarimah masyarakat dan jarirnah perorangan. Jarirnah lnasyarakat ialah jarimah 

yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan ~ m u m . ' ~ ~  Termasuk 

dalam kategori ini adalah jarimah zina, qaij  sariqah, hiriibah, syzrrb al-khamr. Adapun jarimah 

perorangan ialah suatu jarimah yang hukuman diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi 

kepnetingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Termasuk dalam 

kategori ini adalah jarimah kisas diyat. Di dalamnya adalah  nasala ah pembunuhan semi sengaja, 

pembunuhan salah, pelukaan kare~ia keliru. 

Kategori jarimah kisas diyat masuk dalarn jarimah perorangan dikarenakan konskewensi 

logis dari jarimah kisas diyat sebagai hak ada~ni  juga ada perlindungan hukum secara langsung 

untuk si korban kejahatan atau keluarganya. Hal ini sesuai dengan t ~ j u a n  dari pemidanaan dalam 

lslam yakni teributif (pembalasan), edukatif (pendidikan), preventif (pencegahan) dan 

perlindungan terhadap sikorban secara langsung atau indivikatif.13' 

5. Pembagian Jarimnh didasarkan pada ketertiban omum. 

Tindak pidana yang didasarakan pada sendi-se~idi ke~naslahatan dan ketentraman umat 

atau masayarakat, yakni terpeliharanya dan tegaknya ati~ran dibagi menjadi dua macam: a 

jarimah adiyyah (biasa), yaitir suati~ tindalc pida~ia yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan 

'" Ahmad Hanafi, Asas-asnr.. .hlm. 14. 
136 Abd Qadis Awdah, at-Tn.ryt.i ' al-Jlna 'inl-lslfin7i, hlln. 98. 
137 Makhrus Muna.jat: Dekotistrziksi Hzrk711n Pidnt~a Isla177 , hlm. 78.  



politik, seperti penghinaan terhadap agalna tel-tentu, sabotase pada fasilitas umum. dan jarimah 

siyasah (politik), yaitu tindak pidana yang memang berti~juan untuk kepentingan-kepentingan 

poltitik. Gerakan separatis, pembrontakan pada pernerintahan yang  ah.'^^ 

E.Asas -Asas Umum Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Asas Legalitas 

Kata asas berasal dari bahasa Arab asnszln yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata 

"legalitas" berasal dari bahasa Latin yaitu lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari 

kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan 

dernikian arti legalitas adalah "keabsahan sesuatu menurut ~ n d a n ~ - ~ ~ n d a n ~ " ' ~ ~ .  Secara historis 

asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Voirbrrcht dan penerapannya di Indonesia 

dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-~~ndang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi 

"suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang- 

undangan pidana". 

Adapun istilah asas legalitas 'dalan~ syari'at Jslam tidak ditentukan secara jelas 

sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-~~ndang Hukum Pidana positif. Kendati 

demikian bukan berarti syari'at Jslam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas. Bagi 

pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Jslam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah 

mereka yang belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara s~tbstansial menunjukkan 

adanya asas ~ e ~ a l i t a s . ' ~ ~  Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalarn 

hukum pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas, yaitu bagaimana eksistensi asas 

legalitas dalam hukum pidana Islam. Mesltip~~n asas legalitas tidak ditentukan secara tegas 

I3 '~bd Qadir Awdah, At-Tasy1.i' .... I .  him. 100. 
139 Subekti dan Tjitrosudibyo, Ka~nzrs H~/kzcli~, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlrn. 63. 
'" Abd al-Qadir A~vdah, A/-Tasyri 01-Ji~xi'i 01-Isl~i~lri, (Beirut: D51. al-Fikr, t.t.), I :  1 18. 



dalam hukum pidana Islam, nalnun secara substansial terdapat ayat al-Qur'an dan kaidah yang 

mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam. 

a. Sumber Hukum Asas Legalitas 

Asas legalitas secara jelas dianilt dalaln hultum Islam. Terbultti adanya beberapa ayat yang 

menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidalc akan lnenjatilhkan hukuman bagi umat manusia 

dan tidak akan meminta pel-tanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan 

pemberitahuan melalui rasu I-rasul-Nya. D e ~ n  ikian juga kewaj iban yang harus diemban oleh 

umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan ke~narnpuan yang dimiliki, yakni taklifatau 

beban yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur'an dalam Surat al-Isra ayat 15 

... dan Kami tidak akan menyiltsa sebelurn Kami ~nengi~tus seorang Rasul. 

2. Al-Qur'an dalam Surat al-Qasas ayat 59 

Dan Allah tidak akan menghanci~rltan penduduk si~atu negeri sebelum diutusnya Rasul di 

tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat kaini . . . 

3. Al-Qur'an dalam Surat al-An'am ayat 19 

... dan al-Qur'an ini diwahyi~kan kepadalnu supaya dengannya Aku memberi peringatan 
kepadamu dan kepada orang yang sa~npai a!-Qur'an (kepadanya) . . . 

4. Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 286 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































